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ABSTRAK

Judul . Makna Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenaga

Kerjaan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Fenomenologi
Kawasan Desa Sadar BPJS K etenagakerjaan di Kabupaten

Sumenep)
Penulis . Abd. Syakur
Promotor :  Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
KataKunci : MaknaJaminan Sosial, Masyarakat Sadar BPJS

Ketenagakerjaan, Ekonomi Islam

Penelitian ini berkenaan dengan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS
Ketenagakerjaan dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kabupaten Sumenep yang
merupakan Program percontohan yang menjadi vital bagi parapekerjadengan tujuan
untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam resiko-resiko sosia ekonomi pada
saat ini. Inspirasi yang mendorong penelitian ini ditinjau dari persoalan, yaitu: 1).
Bagai mana mekanisme dan praktik tata kel ola kelembagaan BPJS K etenagakerjaan
dalam redlisas jaminan sosid pada masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep?, 2). Bagaimana maknajaminan sosial BPJS K etenagakerjaan
bagi masyarakat desa Errabu K ecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?, 3). Bagaimana
analisis ekonomi Islam terhadap program jaminan sosial BPJS K etenagakerjaan di
masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-

ekonomi Islam dengan pendekatan fenomenol ogi. Peneliti menggunakan teori sosid
bagi masyarakat sadar bpjs ketenagakerjaan dalam prespektif ekonomi, kesg ahteraan
(walfarestate) dan agama sedangkan metode yang digunakan yaitu metode observas,
wawancara dan dokumentasi, dengan validas data secaratriangulasi.
Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal diantaranya: penyelengaraan dan
tatakel ola BPJS ketenagakerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang
BPJS nomor 24 tahun 2011 namun masyarakat desa sadar BPJS ketenagakerjaan
bersama-sama pemerintah desa Errabu bersinergi membentuk pengurus yang
SDMnya berasal dari masyarakat desa dan dibawah binaan serta koordinas
pemerintah desa. Masyarakat desa Errabu merupakan masyarakat dengan latar
belakang pendidikan mayoritas tingkat dasar dan menengah; dengan sumber
perekonomian mereka mayoritas (64%) dari total angkatan kerja di desa Errabu
bergantung pada lahan pertanian yang mereka miliki, dan sebagai perantau serta
berwirausaha. Masyarakat desa Errabu mayoritas masih minim pemahaman tentang
BPJS ketenagakerjaan apa lagi tentang manfaatnya. Walaupun sudah terbentuk
fasilitator di desa sebagai perwakilan BPJS untuk masyarakat desa Errabu agar
program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses, walaupun minim pengetahuan
mereka sangat antusi as dalam menjal ankan pel aksanaan BPJSTK untuk mendukung
desa percontohan sebagal program pemerintah utamanya program pemerintah
kabupaten sumenep. Berdasarkan ekonomi Islam, Terdapat aspek kemasahatan
daam BPJS ketenagakerjaan yakni tolong menolong, pengorbanan, jaminan,
keselamatan sehingga terdapat manfaat yang diterima oleh peserta BPJS
ketenagakerjaan meski waktunyatidak pasti juga belum bisa mencukupi kebutuhan
dan iuran yang mereka bayarkan terlalu besar dan membebani; sehingga pel aksanaan
BPJS ketenagakerjaan tidak lebih dari sekedar kepatuhan terhadap PERBUB
Sumenep nomor 71/2019.

Kesimpulan penelitian ini terangkum bahwa masyarakat sadar BPJS
Ketenagakerjaan di desa Errabu telah menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam di
dalam keseharianya seperti halnya ekonomi Ke-Tuhanan, ekonomi akhlag, ekonomi
kemanusiaan seperti manusia sebagal “ Khalifah” serta ekonomi Keseimbangan.
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ABSTRACT

Title :  TheMeaning of Social Security for BPJS Employment Aware
Community in Islamic Economic Perspective (Phenomenol o-
gica Study of BPJS Employment Aware Village Areas in

Sumenep Regency)
Writer : Abd. Syakur
Promoters : Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM
Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
Keywords . Meaning of Social Security, BPJS Employment Aware

Community, Islamic Economy

Thisresearch dealt with Socia Security for BPJS Employment Aware Communities
inthe Islamic Economic Perspective in Sumenep Regency whichispilot program that vital for
workerswith the aim to ensure security and certainty in socio-economic risksat thistime. The
inspiration that drove this research viewed from problems, namely: 1). How are the
mechanisms and practices of BPJS Employment institutional governancein therealization of
socid security in the Errabu village community, Bluto Sub District, Sumenep Regency?, 2).
What isthe meaning of BPJS Employment social security for the Errabu village community,
Bluto Sub District, Sumenep Regency?, 3). How isthe Islamic economic analysis of the BPJS
Employment social security program in the Errabu village community, Bluto District,
Sumenep Regency?

This research is qualitative research with Islamic socio-economic approach with
phenomenological approach. The researcher used social theory for BPJS employment aware
people in the perspective of economy, welfare and religion while the methods used were
observation, interviews and documentation with data validationby triangulation.

Theresults concluded severa thingsincluding: theimplementation and governance of
the BPJS Employment has been regulated by the government in the BPJS Law number 24 of
2011 but the BPJS Employment aware village community together with the Errabu village
government synergized to form admi nistrators whose human resources come from the village
community and are under the guidance of village government coordination. The Errabu
village community is community with the mgjority of primary and secondary education
backgrounds; with their economic source the majority (64%) of the total workforcein Errabu
village depends on the agricultural land they have, and as migrants and entrepreneurs. The
majority of Errabu village community still lacks understanding about BPJS employment, even
less about its benefits. Although facilitators have been formed in the village as the BPJS
representatives for the Errabu village community so that they can access the BPJS
employment program, despitetheir lack of knowledge, they werevery enthusiasticin carrying
out the implementation of BPJTK to support pilot villages in framework to support the
government programs, especially the Sumenep regency government program. Based on the
Islamic economy, the activities carried out by the Errabu village community are in order to
meet their daily needs so that asreligious personsthey can also carry out their obligationsasa
devout and fanatical Muslim ummah and the entire community is Muslim and comes from
boarding school that also adheres to the principle of running the government programs.
Although facilitators have been formed in the village as BPJS representatives for the Errabu
village community so that they can access the BPJS employment program, despite their lack
of knowledge, they are very enthusiastic in carrying out the implementation of BPJSTK to
support the pilot village as a government program, especially the Sumenep district
government program. Based on Islamic economics, there are aspects of benefit in BPJS
Employment namely help, sacrifice, guarantee, safety so that there are benefits received by
BPJS Employment participants even though the time is uncertain nor can they meet their
needs and the contributionsthey pay aretoo large and burdensome; so that theimplementation
of BPJS employment is nothing more than compliance with the Sumenep PERBUB number
71/2019.

The conclusion of this study isthat BPJS Employment aware community in Errabu
village has ingtilled sharia economic valuesin their daily lives such as the divine economy,
moral economy, human economics such as humans as "caliphate" and the economy of
balance.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona Indonesia(RPIMN)
tahun 2020-2024 dinyatakan dalam salah satuvisi pembangunan nasional Negara
Kesatuan Republik Indonesia yakni Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi
yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Ha ini ditindak-lanjuti oleh
pemerintah kabupaten Sumenep yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) tahun 2006-2021° dalam RPIMD tersebut
Vis yang hendak dicapai adalah Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju
Mandiri. Dalam rangka mencapai vis tersebut, ditetapkan misi pembangunan
daerah yang relevan untuk selanjutnyaditeliti secaramendalam yaitu penyediaan
infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf
hidup layak, utamanya pada program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat kabupaten
Sumenep yang mayoritas pekerja.

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat (4) kabupaten yang
terletak di pulau Madura Propinsi Jawa Timur setelah Bangkaan, Sampang,
Pamekasan. Data yang menyedihkan adalah bahwa empat kabupaten di pulau
Madura ini termasuk katagori kabupaten dengan masyarakat miskin. Sebagai
akibatnya, tidak sedikit masyarakatnya yang mengadu nasib hingga menjadi
pekerja migran Indonesia di berbagai negara® Kabupaten Sumenep dalam

statistic jumlah masyarakat miskin dan sumbangan tenaga kerja migran

'RPJIBN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 1V 2020-2024: Indonesia
Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sgjahtera, Adil, Dan Berkesinambungan, (2020-2024): 101-
102

’RPIJMD K abupaten Sumenep tahun 2006-2021

3Datayang terdapat di K abupaten Sumenep dalam Angka menunjukkan jumlah penduduk miskin terus
mengalami penurunan dari tahun 2004-2017. Pada tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 216.140,
padatahun 2017 jumlah ini menjadi 211.920



menduduki peringkat pertama diantara empat kabupaten yang ada di Madura.
Fakta ini menjadi menarik untuk kemudian dikgji; mengingat Kabupaten
Sumenep merupakan salah-satu daerah dengan sumber daya alam cukup baik;
dengan sebaran wilayah geografis terdiri dari wilayah darat (54,79%) dan
kepulauan (45, 21%). Sebesar 70% dari jumlah masyarakat adalah tinggal di
daratan dan sisanya tinggal di pulau-pulau yang tersebar dalam wilayah
Kabupaten Sumenep. Disamping itu, ada beberapa potensi kebudayaan yang
semestinya dapat dikembangkan bersama-sama antara pemerintah dan
masyarakat; karena sgjarah mencatat, Sumenep merupakan pusat kebudayaan
suku Madura; karena beberapa situs peningalan, baik tempat, manuskrip dan
lainnya banyak ditemukan di daerah kabupaten Sumenep.*

Dalam rangka menjalankan kewajibannya terhadap warga masyarakat,
khususnya pada lingkup pekerja, salah-satu bentuk perhatian Pemerintah
Kabupaten Sumenep yakni dengan mengeluarkan kebijakan/ regulasi khusus
ketenagakerjaan yang ada. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
merupakan salah satu indikator dari perhatian pemerintah, termasuk pemerintah
Kabupaten Sumenep terkait nasib dan masa depan para pekerja untuk kemudian
diredlisaskan manfaatnya pada mereka. Program ini harus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah, bukan hanya padaaspek | egalitasnya yang kerap
menjadi diskusi publik, namun juga pada sis yang lebih mendasar harus
ditegaskan dan direalisasikan.”

Perhatian terhadap jaminan sosia parapekerjamenjadi pekerjaan rumah
yang tak kunjung usai di negara-negaraberkembang, termasuk Indonesia. Selalu
sgja ada peristiwa atau kasus yang menyentak dan membuka kesadaran baru

masyarakat, betapa tata aturan perlindungan hak dan jaminan sosial para pekerja

“Sumenep terdiri dari 27 K ecamatan dan 126 Pulau dan 48 pul au diantaranyaterdapat penduduk yang
tinggal .
*Potret K egagalan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia: Perlindungan Y ang Mengecewakan.



perlu disempurnakan. Protes-protes, class action dan gugatan hukum sertasosia
yang sering mencuat di beberapa media sosia adalah salah satu bukti nyata
perlunya penyempurnaan dan keadilan bagi para penerima jaminan sosial
tersebut. Secara yuridis, jelas bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial
merupakan salah satu bentuk tangungjawab dan kewgjiban negara kepada
masyarakat untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada mereka.
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara, jugayang lazim berlaku
di negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan program jaminan
sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh
peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerjadi sektor formal.®

Program jaminan sosial sungguh menjadi kebutuhan vital para pekerja
dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam resiko-resiko
sosial ekonomi yang rawan, bahkan besar kemungkinanterjadi hal-hal yang tidak
diinginkan dalam hidup mereka.” Progam ini merupakan sarana penjamin arus
penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dari terjadinya
resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan
tenaga kerja

Urgens jaminan sosia (social care) ini bisa kita tangkap jelas dari
definisi yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO) yang
pada tahun 1952 mendefinisikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang
dimberikan masyarakat kepada anggotanya melalui perangkat intrumen publik
terhadap kesulitan ekonomi atau sosial karena terhentinya atau turunya
penghasilan yang diakibatkan sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran,

cacat, tua, dan kematian.®

®http: /mww.bpjsketenagakerjaan.go.id

"Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), 127

8 onvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Sandar Minimal) Jaminan Sosial, (Jakarta: 2008), 29



Program jaminan sosial di negarakita, BPJS atau badan penyelanggaran
jaminan sosia dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian jaminan
dasar dalam rangkaterpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
peserta dan/ atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan jaminan sosial untuk
mereka akan terbagi menjadi dua, yakni melalui BPJS Kesehatan dan BPJS
K etenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggaraan progam jaminan
kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan meyelenggarakan jaminan
sosia khusushagi pekerjadalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.® Jaminan Sosial yang merupakan
bagian dari perlindungan sosia terbagi dalam dua bagian, yaitu bantuan sosial
dan asuransi sosia. Bantuan sosial dapat bersifat permanen dan bisgjugabersifat
sementara. Yang bersifat permanen diperuntukkan kepada orang-orang yang
sudah lewat masa produktifnya, sedangkan yang tidak permanen ditujukan pada
orang-orang yang mengal ami musibah seperti bencanaalam atau bencana sosia
(kerusuhan) dll.

Dalam landasan teoritis, hukum positif dan landasan etik, moral serta
sosial, program jaminan sosial BPJS ini pada dasarnya mempunyai misis mulia
dan tidak terdapat unsur negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam
pandangan agama? Diskusi pandangan |slam tentang asuransi memang bukan hal
baru, bahkan tidak sedikit yang mempunyai pendapat dan cara pandang yang
berbeda. Inilah yang kadangkala menjadi ganjalan penerimaan dan pel aksanaan
program BPJS oleh masyarakat; Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai
masyarakat beragama dan fanatisme pengaturan hidupnya dengan ketentuan-
ketentuan agama cukup menjadi benturan sekaligus sandungan. Sedangkan dalam

hukum Islam, sebagai mana naturenya, merupakan suatu yang biasadalam sebuah

®Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)



perbedaan pendapat, bahkan membuka perbedaan pendapat. Akan tetapi pada
ahirnya dipersilahkan, pendapat manakah yang paling kuat dan benar yang
kemudian meyakinkan masyarakat, apakah yang menolak atau yang menerima
keberadaan jaminan sosia BPJS.

Secara mendasar, pendukung program jaminan sosial BPJS biasanya
merujuk padakeumuman isyarat yang diberikan oleh Al-Qur’an Q.S. Al- Maidah
ayat 2:

ol 93 WEN 95 b 95 agd e 95 pis uld Y ket il g
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Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu melanggar
syi‘ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan hara,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yangmengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu dan janganlah sekali-kalizkebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang - halangi kamu dari Magjidilharam,
mendorongmu berbuat aniaya (kepadamereka). dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganitolong-
menolong dalam berbuat dosadan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berati siksanya’'°

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah mengisyaratkan bahwa transaks
ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan yang baik
dan benar, yaitu saling merelakan dan dengan cara-cara yangtidak dilarang oleh
agama. Manusia sebagai agen perubahan sosial, melaksanakan aktivitas sosia-
ekonominya menurut agama sebaiknya dilandasi kode etik dan nilai-nilai
humaniti. Nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai penopang langkah dan

pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi

19 Add-in-Al-Qur’an in word 3.0 version



dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai makhluk
Allah. !

Namun demikian, perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang
BPJS terus mengemuka; disamping mayoritas masyarakat Erabu merupakan
petani sehingga kebutuhan primer mereka adalah untuk kehidupan sehari-hari
mereka bukan mengikuti keangotaan BPJS Ketenagakerjaan, karena jelas apa
yang dibutuhkan kesehariannya mereka mencarinya saat itu juga bahkan untuk
besok harinya mereka masih bergantung pada esok harinya pula sehingga BPJS
K etenagakerjaan masuk pada kebutuhan sekunder bagi para petani di Errabu.
Disamping itu bagi paraburuh dan perangkat desajugaparaaparatur sipil negara
serta tokoh masyarakat seperti kiyai yang kebutuhan sehari-harinya telah
tercukupi, BPJS K etenagakerjaan masuk dalam kategori kebutuhan primer karena
keterjaminan kehidupan mereka diangap penting untuk dilakukan perlindungan.

Berdasarkan pengamatan sementarapenulis, perbedaan tersebut menjadi
faktor penetu kuat lemahnya respon masyarakat terhadap keberadaan BPJS
K etenagakerjaan. Dan menjadi poin yang menarik ketikan keberadaan BPJS
K etenagakerjaan dibenturkan dengan respon masyarakat Kabupaten Sumenep
terhadap BPJS tersebut yang bukan sebuah pengecualian. Pemerintah Kabupaten
Sumenep sesungguhnya sudah berusaha keras mensosialikan dan mengadvokasi
masyarakat tentang urgensi BPJS, bahkan sampai dibentuk desa binaan, desa
sadar BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah desa Errabu,
Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kecamatan Bluto melingkupi 20 desa
dengan jumlah masyarakat mencapai 2.178 jiwa. Salah-satunya Desa Errabu
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini merupakan proyek desa binaan

sebagai desa sadar BPJS K etenagakerjaan.™

1 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Y ogyakarta: Graha IImu, 2007) , 81
12 Berdasarkan Pragaan Laok dalam Angka, jumiah penduduk sebanyak 9.700. Jumlah ini terpadat
ketiga setelah Prenduan dan Karduluk yaitu sebesar 12.766 jiwa dan 11.049 jiwa.



Untuk mengetahui kesesuaian atau kesenjangan antarateori dan praktik
BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa sadar BPJS menarik untuk diteliti,
khususnya bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat desa sadar BPJS
yang dikemas dalam program jaminan sosia pemerintah bernama BPJS
Ketenagakerjaan. Inilah yang menjadi kegelisahan akademis penulis yang
mendorong penulis untuk menjadikan masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep sebagai percontohan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan
sebagal obyek sekaligus lokus penelitian dengan judul penelitian “Makna
Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS K etenagakeerjaan Prespektif
Ekonomi Idam (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS

Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumenep)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Dari paparan latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa permasalahan
jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki keterkaitan dengan
banyak hal. Karenanya, terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi
sebagal persoalan yang layak untuk di bahas. Namun, karena penelitian ini
dimaksudkan sebagai kajian yang mendalam, maka penulis akan membatasi
scope masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

1. ldentifikas Masaah

Beberapa masalah yang bisa diidentifikasi antaralain adalah:

a. Definisi dan cakupan jaminan sosial secarateoritis;

b. Landasan hukum berupaundang-undang dan peraturan pemerintah yang

selamaini menjadi landasan praktik jaminan sosial di Indonesia;
c. Kesenjangan antara hukum dalam teks (Law in thebook ) dan hukum

dalam praktik nyata (Law in thepractice);



d. Pandangan masyarakat terhadap BPJS dengan bermacam bentuk dan
jenisnya;

e. Urgens dan fungsi BPJS K etenagakerjaan menurut masyarakat;

f. Praktik jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di desa sadar BPJS
Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

g. Maknajaminan sosial BPJS K etenagakerjaan menurut masyarakat Desa
Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

h. Pandangan ekonomi Islam terhadap jaminan sosid BPJS
Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep.

2. Batasan Masaah
Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis membatasi pada3

(tiga) masalah pokok, yakni:

a. Mekanisme atau praktik tata kelola kelembagaan BPJS
K etenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial padamasyarakat
Desa Errabu Kecamata Bluto di kawasan desa sadar BPJS
ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep;

b. Maknajaminan sosia BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa
Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;

c. Perspektif ekonomi Islam atas program jaminan sosid BPJS
Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep.

C. Rumusan Masalah
Berangkat dalam paparan masalah tersebut di atas, maka adatigarumusan
masal ah yang akan menjadi foukus studi dalam disertasi ini:



1. Bagaimana mekanisme dan praktik tata kelola kelembagaan BPJS
Ketenagakerjaan dalam redlisasi jaminan sosial pada masyarakat desa
Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimanamaknajaminan sosial BPJS K etenagakerjaan bagi masyarakat
desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam serta program jaminan sosia BPJS
K etenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto K abupaten
Sumenep?

D. Tujuan Pendlitian
Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran
bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan
dalam redlisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

2. Mengeksplorasi dan menggali maknajaminan sosial BPJS K etenagakerjaan
bagi masyarakat desa Errabu K ecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

3. Memaparkan Gagasan ekonomi Islam terhadap program jaminan sosia
BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep.

E. Kegunaan Pendlitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis
sebagal berikut:
1. Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian

yang memperkaya khazanah keillmuan dalam rumpun ekonomi Islam.
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Kajian yang menggabungkan antara praktik kebijakan dengan kajian
ekonomi Islam dan praktiknya di masyarakat utamanya wilayah

pedesaan yang mayoritas beragama lslam.

2. Praktis
Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan model kebijakan
partisipatif yang bertumpu pada warga masyarakat langsung dalam
rangka mempersi apkan masadepannya, khususnya bagi instansi BPJS
ketenagakerjaan yang terlibat dalam pel aksanaan jaminan sosial. Bagi
masyarakat, hasil penelitian ini bisa jadi sebuah pegangan dasar,
sementara bagi pemerintah bisa menjadi konsiderasi positif untuk

sosialisasi dan advokasi masyarakat.

F. Fenomenologi Sebagai Pendekatan Penelitian

Dalam membedah permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini, terutama
berkenaan dengan maknajaminan sosia bagi masyarakat desa Errabu K ecamatan
Bluto Kabupaten Sumenep, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi.
Fenomenologi berasal dari kata phenomenon yang berarti gejala atau realitas
yang nampak. Sementara itu, kata logos memiliki makna belgjar tentang
sesuiatu. **Fenomenol ogi merupan suatu aliran yang membicarakan sesuatu yang
menampakkan diri. ‘Fenomenologi merupakan disiplin ilmu yang berupaya
mengungkap tentang apa sesungguhnya yang ada dalam redlitas-redlitas yang
tampak.

Fenomenol ogi seringkali disebut sebagai salah satu metode berpikir dalam

bidang filsafat yang mempelgari manusia sebagai fenomena (human

3 Chr Macann, Precence and Coincidence: The Transformation of Trancendental into Ontological
Phenomenology, (Springer Science & Business Media, 2012), 30
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phenomena).™* Struktur pengal aman dan kesadaran mansiamenjadi obyek kgjian
yang sangat menarik dalam fenomenologi ini. Edmund Husserl merupakan tokoh
penting fenomenologi. Menurutnya, fenomena adalah redlitas yang tampak, ™
tidak ada tiral yang memisahkan antara subjek dengan redlitas, karena yang
tampak bagi subyek adalah realitas itu sendiri."® Dengan pandangannya ini,
Husserl nampaknya mencoba mengadakan revolus dalam filsafat Barat.
Demikian ini dikarenakan sgjak Descartes, kesadaran selalu dipahami sebagai
kesadaran tertutup, artinyakesadaran mengenal diri sendiri dan hanyamelalui
jalan itu dapat mengenal realitas.'’ Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa
kesadaran terserah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni
realitas yang menampakkan diri.

Inti  pemikiran Husserl tentang fenomenologi adalah bahwa untuk
mendapatkan pemikiranyang benar, seseorang harus memusatkan perhatian
kepada fenomena tanpa praduga apapun. Kemudian dalam bentuk slogan,
Husserl menyebutnya dengan kalimat “ Zuden Sachen Selbst ”  atau jika
diterjemah ke dalam bahasalnggris menjadi to thethings themselves."*K embali
kepada “benda-benda itu sendiri” berarti bahwa “benda-benda’ harus diberi
kesempatan untuk mengekspresikan tentang dirinyasendiri. Akan tetapi Husser!
sendiri menyadari sulitnya membiarkan benda-benda itu sendiri menampakkan
hakikat dirinya yang sebenarnya, sesual redlitas yang sesungguhnya. Hal ini
di sebabkan bahwa fenomena dalam hubungannya dengan kesadaran tidak secara

langsung menampakkan hakikat diri sebenarnya. Hakikat sesungguhnya

 David Detmer, Phenomenology Explained: From Experience to Insight, (Chicago: Open Court
Publishing, 2013), 19 Lihat juga, James Seligman, Customer Experiencein Modern Marketing, (S.
i: Lulu Cop, 2012), 120

15 Cecile Tougas, The Phenomena of Awareness: Husser|, Cantor, Jung, (London: Routledge, 2013),

9
18 Dan Zahavi, Husserls Phenomenology, (California: Stanford University Press, 2003), 55
7 Fransisco Budy Hardiman, Filsafat fragmentaris: deskripsi, kritik, dan dekonstruksi, (Y ogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2007), 40
18 Etienne Gilson, Thomas Langan, Armand A. Maurer, Recent Philosophy, 2 Volumes: Hegel tothe
Present (Wipf and Stock Publishers, 2005), 145
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fenomenaitu beradadi balik penampakan diri tersebut.'°K arenapengamatan awal
(first look) belum mampu membuat fenomena menampakkan hakikat dirinya,
makadiperlukan pengamatan kedua (second | 0ok).Pengamatan keduaini disebut
juga pengamatan intuisi.

Untuk melakukan pengamatan intuisi, Husserl terlebih dahulu menerapkan
pendekatan reduksi,yaitu memposisikan diantara duakurung (einklammern atau
bracketing).”’Maksudnya bahwa anggapan-anggapan filosofis dan ilmiah
terhadap apa yang ada di antara kurung tersebut ditangguhkan dulu dalam
refleksi.* Reduksi juga bisa diartikan sebagai penyaringan atau pengurangan.
Tujuan reduks adalah untuk mengetahui makna di balik suatu gegjala dengan
cara bersikap netral. Ada 3 (tiga) langkah reduks yang diperkenalkan oleh
Husserl, yaitu Phenomenological Reduction, Transcendental Reduction, dan
Eidetic Reduction.

a. Phenomenological Reduction

Arti fenomena adal ah sesuatu yang tampak. Apa yang nampak
secara spontan terkadang sudah cukup meyakinkan kita bahwa objek
yang nampak itu adalah riil dan nyata. Namun karena tujuan
fenomenologi adalah memahami realitas yang berada di luar dirinya,
dan pemahaman tersebut hanya dapat diperolen dengan cara
“mengalami” secara intuitif, maka untuk sementara waktu harus
ditinggalkan segala bentuk subjektifitas, termasuk pula teori-teori,
kebiasaan-kebi asaan, dan pandangan-pandangan yang telah membentuk
pikiran kita, hingga kesadaran yang muncul adalah fenomena itu

sendiri.

19 > Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Y ogyakarta: Kanisius, 1996), 119
% Hassan Hanafi, Sudi Filsafat 2: Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern, terj. Miftah Fagih,
(Yogyakarta_ LKIS 2015), 63.

2! Fransisco Budi Hardiman, Filsafat fragmentariis: deskripsi, kritik, dan dekonstruksi, (Y ogyakarta:
Kanisius, 2007), 39
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Contohnya, ketika nampak ada rumah di depan kita, kita tidak
boleh tergesa-gesa menyatakan ada rumah. Pernyataan tersebut mesti
kita tangguhkan. Begitu pula pandangan adat, agama, pandangan
umum, pandangan ilmu pengetahuan, bahkan juga pandangan yang kita
miliki sebelum penyelidikan terhadap yang nampak tersebut. Kitamesti
melihat apayang dialami oleh alam kesadaran kita.? Jika Tindakan ini
berhasil, maka kita akan menemukan fenomena yang sebenarnya.

b. Eidetic Reduction

Reduksi eidetis adalah upaya menemukan eidos atau hakikat
fenomena yang tersembunyi. Pada tahap ini segala sesuatu yang
dianggap sebagai hakikat fenomena yang diamati harus disharing
untuk menemukan yang sesungguhnya dari fenomena tersebut.? Itu
berarti segala sesuatu yang dilihat harus dianalisis secara cermat dan
agar tidak adayang terlupakan. Dalam upayamenganalisis fenomena
yang diamati dengan cermat dan lengkap ini, perhatian pengamat harus
selalu terarah kepada isi yang paling fundamental dan segala sesuatu
yang bersifat hakiki. Dengan reduksi eidetis semua segi aspek dan

profil dalam fenomena yang hanya kebetul an dikesampingkan.

c. Transcendental Reduction

Reduksi transcendenta adalah menyaring dan menyisihkan semua
hubungan antara fenomena yang diamati dengan fenomena lainnya.
Misalnya sgja seandainya fenomena diamati adalah diri kita sendiri.
Maka kita harus menyedari bahwa diri kita senantiasa memiliki
hubungan dengan fenomena lainnya yang berada di luar diri kita.

Keterhubungan dengan yang demikian itu membuat kita senantiasa

% Tazkiyah Basaad, Sudi Dasar Filsafat, (Y ogyakarta: Deepublish, 2018), 70

3 |rfan Syafrudin, Kritik terhadap modernism: Sudi Komparatif Pemikiran Jurgen Habermas dan
Seyyed Hosein Nasr, (Jakarta: Program Peningkatan K ualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimasldam
dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, 2005), 80
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berada dalam tertentu, seperti kita sedang makan, sedang menulis,
sedang mandi, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang demikian
itu jelas merupakan hal-ha yang harus disisihkan karena merupakan
bagiandari kesadaran empiris.

Reduks transcendental harus menemukan kesadaran murni
dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran sendiri
tidak lagi berlandaskan pada dengan fenomena lainnya. Kesadaran diri
yang yelah bebas dari kesadaran empiris itu mengatasi seluruh
pengalaman, maka bersifat transcendental. Dalam tingkatan ini, seorang
pengamat telah sampa pada tataran pengamatan yang utuh yang
mengatas sudut pandang yang masih bersifat perspektif. Artinya, bentuk
kebenaran ilmu pengetahuan yang hanya bersifat perspekti /kebenaran
sgjauh telah diatasinya dengan cara keutuhan pandangan terhadap suatu
keadaan. Terutama ketika objek yang diteliti di luar dirinya®

Kembali ke fenomenologi sebagai pendekatan, berikut merupakan langkah-

langkah metodis penelitian pendekatan fenomenol ogis Husserl, yaitu:

a)

b)

Peneliti harus bertendensi untuk mengungkap maknaintersubjektif suatu
fenomena yang “being’. Karena di dalam “being” itu terdapat makna
yang nampak dari pergumulan pengalaman antar subjek. Makna tidak
dapat dipisahkan dari subjektivitas dan dari inter subjektivitas yang
mencapa kesatuannyamelalui konvergensi masalampau dan pengalaman
masa kini para subjek. Maka maknaintersubjektif tidak lain adalah makna
yang didasari dan diproduksi bersama antar subjek di dalam “being” dan
di dalam lintasan ruang dan waktu.

Di tengah situasi pergumulan makal nasemacam itu, peneliti masuk (tune
in) dengan dorongan kuat untuk mencari kebenaran ilmiah tanpa

prasangka melalui apa yang disebutkan oleh Husserl sebagai “epoche”,



d)

f)
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yaitu peneliti membebaskan diri dari atau menyingkirkan pengandaian-
pengandaian serta rekayasa pikiran untuk membentuk pengetahuan, ke
dalam tanda kurung (einklammern atau bracketing), dan sebaliknya
berusaha mengeksplorasi fenomena yang mengada dari dirinya sendiri
secaraterang-benderang tanpaadanyadistorsi dan pengaburan dari peneliti.
Peneliti harus mampu mendeskripsikan secarafenomenologis melalui tiga
fase, yaitu mengintuisi, menganalisis, dan menjabarkan. Mengintuis berarti
peneliti mengonsentrasikan secara intens atau merenungkan fenomena;
menganalisis berarti menemukan berbagai unsur atau bagi an-bagian pokok
dari fenomena dan pertaiannya, sedangkan menjabarkan adalah
menguraikan fenomena yang telah diintuis dan dianalisis, sehingga
fenomena itu bisa dipahami oleh orang lain.

Peneliti harus mampu melakukan reduksi fenomenologis, yaitu menyaring
pengalaman subjek, sehingga yang nampak hanyalah fenomena yang
semurni-murninya supaya fenomena mewujud terang-benderang,
sebagaimana dictum Husserl “Nach den Sachen Selbst,” kembali pada
halnya sendiri.

Setelah kembali pada halnya (esensinya) sendiri, padatahapan berikutnya
peneliti melakukan ideation atau membuat idea melalui proses reduksi
eidetic. Dengan reduksi el detik dimaksudkan sebagal subjek pendliti ingin
sampai kepadaeidos-nya, yaitu hakikat yang diteliti sampai yang segjatinya,
atau jika meminjak kata Husserl, sampai wessen-nya. Artinya di sini kita
melihat hakikat yang niscaya dari sesuatu yang diteliti.

Di tengah keniscayaan esensi fenomena (wessen-nya), peneliti melakukan
reduksi dalam rangka memperoleh kesadaran transendental. Menurut
Husserl, di depan kesadaran transendental, dunia terentang dengan

kej ernihan tanpakegel apan apapun, sehinggaduniadijiwal sepenuhnyaoleh
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rangkaian apersepsi yang menjadi tugas peneliti untuk merekonstruksinya

dengan berpangkal pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Fenomenologi oleh paraahli banyak digunakan gunamengukur pengalaman
subjek dengan berbagai jenis dan subjek lain yang diketahui. Menurut Husserl,
ciri pokok fenomenologi tersebut sebagai berikut:

1. Fenomenologi lebih condong pada pertentangan dengan naturalism

2. Condong kognitif dan mengacu evidenz sebagaimana menurut Husserl
yakni merupakan kesadaran atas benda secara jelas dan berbeda dengan
yang lainnya sehingga juga mencakup pada keseluruhan benda tersebut.

3. Mempercayai bahwa bukan hanya sesuatu bendayang adadalam sesuatu
benda alam dan budaya/ kebiasaan dalam kesadaran.

Pnelitian fenomenologi lebih fleksibel juga dapat berubah pada saat
dilapangan jika peneliti menemukan hal-hal baru dan prinsipil pada penelitian
atau data penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah
penelitian dengan pendekatan fenomenologi:**

a) Menemukan fenomena penelitian sebagamana dalam penelitian
kualitatif.

b) Menganaisis fenomena yang ditemukan layak diungkap melalui
fenomenologi; Apakah fenomena berkaitan dengan interaksi manusia
secaraindividu atau kelompok dengan diteks terdapat tanda, atau simbol
dalam berkomunikasi atau mengekspresikan tindakannya? Jika ya dan
tujuan penelitian memerikan dan menggambarkan interks tersebut,
maka pendekatan fenomenologi dapat diterapkan.

c) Menentukan subjek penelitian dan konteksnya

d) Pengambilan data kelapangan

# Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 2007), 22; lihat juga
Abdullah Khozin Afandi, Fenomenologi, Pemahaman Terhadap Pemikiran Pemikiran Edmund
Husserl, (Surabaya: Lembaga Kajian Filsafat Dan Agama, 2007), 34
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€) Membuat catatan, mengambil foto/ dokumen lainnya
f) Kedmudian peneliti melakukan analisis data

g) Terahir peneliti dapat membuat |aporan penelitiannya.

G. Pendlitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki kaitan
dengan pekerjamigran, jaminan sosial, perilaku nasabah, BPJS K etenagakerjaan
dan variabel-variabel yang serupa. Akan tetapi, sementara ini belum dijumpai
penelitian yang secara spesifik berbicara tentang perspektif ekonomi Islam
terhadap Jaminan Sosid BPJS Ketenagakerjaan dalam aplikasinya pada
masyarakat pedesaan. Di antara penelitian-peneltian yang dimaksud adalah
sebagal berikut:

1. Penelitian Disertasi Hennebry mendliti terkait dengan meningkatnya
jumlah pekerja migran di seluruh dunia yang menghadapi pelanggaran
hak asasi manusia, eksploitasi dan penganiayaan, kurangnya perlindungan
sosial yang diberikan kepada masyarakat tetap di negara-negara tempat
mereka bekerja. Dalam konteks globalisasi, pekerja migran menjadi
kelompok yang rentan.?® Penelitian ini membahas sejauh mana fungsi
“the global social protection floor initiative (SPF), sebagai sistem
layanan perlindungan sosial nasional yang komprehensif yang terdiri
dari akses pelayanan penting seperti kesehatan, pendidikan, perumahan,
air dan sanitasi sertaiayanan lainnya”. Dan akan menilsi seberapabaik
kerangkainternasiona, bilateral dan nasional yang adauntuk memberikan

perlindungan sosial pekerjamigran.

% John Henneberry, Department of Urban Studies and Planning, University of Sheffield, Western
Bank, Sheffield S10 2TN, UK.
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2. Pendlitian Disertasi Iputu Santika, meneliti tentang makna hubungan
sosial petugaskredit dan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah dalam
mengembalikan kredit suatu tinjauan dari perspektif teori modal sosial.
Pada penelitian ini menghasilkan bahwa jaringan sosial yang kuat akan
semakin memperjelas karakter dan cara berperilaku terutama ketika
mengatasi masalah kredit bermasalah. Norma sosial dan nilai-nilai yang
dianut juga mempengaruhi perilaku pegawai bank. Mereka
mengutamakan positif thinking atas semua yangterjadi dalam hubungan
tersebut. Dengan adanyaresiprocity, membuat sistem referensi nasabah
semakin handal dan terpercaya. Kepercayaan yang merupakan dasar bagi
lembaga merupakan bagian dari modal sosial. °

3. Pendlitian Disertasi yang dilakukan oleh Mutiara yaitu menganalisis
Jaminan sosial berbasis komunitasbagi pekerjamandiri sektor informal
dalam upaya pengembangan jenis perlindungan sosial. Pada penelitian
ini ditegaskan perlindungan sosial merupakan kewajiban negara, sesual
dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, khususnyaPasal 34 Ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh negara’, dan Pasa 34 Ayat 2 yang
menyatakan "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan”, maka amanat tersebut semakin

relevan seiring dengan  pergeseran paradigma pembangunan

% |putu Santika, “ Makna Hubungan Sosial Petugas Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku
Nasabah Dalam Mengembalikan Kredit Suatu Tinjauan Dari Perspektif Teori Modal Social.”
(Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, 2010)
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Indonesia yang mengedepankan otonomi daerah dan otonomi
masyarakat. %’

4. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Elias Samba Rufus, Mahasisva
PPs Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul
“Pel aksanaan BPJS K etenagakerjaan progam jaminan Hari Tua (JHT) di
PT. Yogya presis tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta'.
Pembahasan dalam peneltian ini terfokus pada pelaksanaan BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 46 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai jaminan
pekerja yang sudah memasuki usia relatif tua bagi para pekerja.®®

5. Pendlitian Disertas yang dilakukan oleh Yusriando dengan Judul
“Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah di bidang Pelayanan
kesehatan badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) berbasis nilai
keadilan bermartabat”.®® Pada penelitian ini, peneliti menegaskan
analisisnyabahwarekonstruks dari segi struktur dapat dilakukan dengan
merumuskan ketentuan dalam undang-undang. Dan ternyata ditemukan
juga bahwa mash terdapat kelemahan dalam prinsip pengaturan
tanggung jawab Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan BPJS.
Masyarakat masih belum sepenuhnya dapat mengubah budaya,
pemahaman bahwaBPJS adalah suatu bentuk pertanggungan wajib atas
kesehatan masyarakat yang bersifat dasar.

6. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Supriyantoro dengan Judul

“Formulas kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem

2" Yunizar Mutiara, “ Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal
Dalam Upaya Pengembangan Jenis Perlindungan Social”, (Disertasi- PPs Ingtitut Teknologi
Bandung, 2011)

% Elias Samba Rufus, “ Pelaksanaan BPJSKetenagakerjaan progamjaminan Hari Tua (JHT) di PT.
Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta,” (Tesis- PPs Hukum Atma Jaya, 2016)
# yusriando “ Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah di bidang Pelayanan kesehatan badan
penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) berbasis nilai keadilan bermartabat,” (Disertasi- PPs1imu

Hukum Bisnis Universitas Islam Sultan Agung, 2019)
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jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverage” .
Penelitian menyatakan bahwa menghadapi tantangan menuju UHC,
maka pemerintah menyusun strategi dengan pengintegrasian Jamkesda
kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola secara
terpusat oleh BPJS, namun kebijakan tersebut tidak didukung oleh
kondis yang ada didaerah, pemerintah pusat dihadapkan pada variasi
sistem Jamkesdayang meliputi sistem pengel olaan, paket manfaat yang
diterima pesertajamkesda, dan sasaran penerima bantuan iuran (PBI).*

7. Penditian Disertas yang dilakukan oleh Safrawati dengan Judul
“ Analisis pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan
Nasional pada Rumah Sakit di Provins Sumatera Barat.” Hasl
penelitian menunjukkan bahwakasus moral hazard untuk upcoding 10%,
penerimaan kembali 2,8%, dan kemungkinan tidak perlu masuk 18,9%.
Hal ini dapat dilihat dari analisis multivariat bahwa status discharge,
tingkat keparahan dan LOS memiliki hubungan yang signifikan dengan
moral hazard. Tingkat keparahan penyakit, Pelepasan terhadap Nasihat
Medis, dan Lama Rawat yang lebih tinggi merupakan faktor risiko
terjadinya bahaya moral >

8. Pendlitian Disertasi yang dilakukan oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto
dengan Judul “Kontruks Sstem Jaminan Sosial dalam Perspektif
Ekonomi Islam.” Pada penelitian ditemukan, bahwakonstruksi jaminan
sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1)
jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu); (2) antara

individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan

% Supriyantoro,“ Formulasi kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem jaminan
kesehatan nasional menuju Universal Health Coverag,” (Disertasi- PPs Ilmu Kedokteran
Universitas Gadjahmada, 2014)

3 Safrawati, ‘Analisis pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah
Sakit di Provinsi Sumatera Barat(Disertasi- PPs IImu Kesehatan Universitas Andalas, 2018)
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masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam
suatu negara (jaminan negara). Hal tersebut menegskan konstruksi
sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan bahwa
jaminan itu berlapis-lapis *

9. Pendlitian Disertasi yang dilakukan oleh Kostantin Siboro dengan Judul
“Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan dan Belanja
Kesehatan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesegjahteraan
Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provins Kepulauan Riau” . Berdasarkan
analisis pendliti, penelitian ini memberikan hasil bahwa bahwa variabel
belanja modal, belanja pendidikan, belanja kesehatan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan
secara parsiad menunjukkan bahwa variabel belanja modal, belanja
pendidikan dan kesehatan perpengaruh positif signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat.*

10. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Saiful dengan Judul “ Variabel
Antenseden Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Engagment Peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri di Kalimantan Timur.”
Pada penelitian menghasilkan secaraumum persepsi mitraBPJS mandiri
tentang kualitas pelayanan, dan kepuasan termasuk kategori cukup, hal ini
dikarenakan citrainstitusi secara umum cukup tinggi. Sedangan di lain

sisi, kualitas pelayanan yang diberikan mempengaruhi kepuasan, citradan

% Naerul Edwin Kiky Aprianto, “ Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi |slam,”
(Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi UIN AR-Raniry, 2019)

¥ Kostantin Siboro* Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan
Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesgjahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di
Provinsi Kepulauan Riau” (Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2019)
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kepuasan yang berpengaruh pada terhadapan pembentukan citrainstitusi

BPJS K esehatan.™*

Berdasarkan pada uraian pada setiap penelitian yang dirasa mempunyai
kesamaan atau kedekatan pembahasan di atas, secara keseluruhan dapat
ditegaskan, bahwa penelitian yang telah dilakukan tersebut berbeda dengan
penelitian yang berjudul MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Fenomenol ogi Kawasan Desa Sadar BPJS K etenagakerjaan Di Kabupaten
Sumenep), baik dari objek penelitian/ lokus penelitiannya, teori yang digunakan
maupun pendekatan pada semua penelitian tersebut. Sehingga dengan demikian
dapat ditegaskan, bahwa penelitian dengan judul MAKNA JAMINAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT SADAR BPISKETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS

K etenagakerjaan di Kabupaten Sumenep) belum pernah dilakukan.

H. Metode Penelitian
1. Jenisdan Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini ditulis berdasarkan jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan sosio-ekonomi islam dan fenomenologi. Penelitian
kualitatif merupakan suatu penelitian dimanapeneliti melakukan pengamatan
dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara
dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap
mengerti dan paham dengan kondisi dan situasi sosial padaobjek pendlitian®.
Pendekatan sosio-ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pendekatan dengan mengedepankan kajian pelaku ekonomi didalam

¥ Saiful “Variabel Antenseden Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Engagment Peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri di Kalimantan Timur” (Disertasi- PPs [Imu Ekonomi
Universitas Sumatra Utara, 2019)

% Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), 299
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masyarakat. Menganalisis tindakan ekonomi manusia dalam ruang lingkup
sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama. Sehinggaanaisisdalam
penelitian ini akan dilihat dalam suatu bentuk tindakan di masayarakat saat
melakukan kegiatan ekonomi serta reaksi manusia berdasarkan situasi dan
kondisi ekonomi yang dihadapi.

Pendekatan fenomenol ogi mencoba menjelaskan maknadan konsep
atau pengalaman yang dialami secara sadar oleh beberapa individu.
Fenomenol ogi berusaha memahami realitas secara alamiah, sehinggadalam
memaknai atau memahami fenomena yang dikgji dan peneliti tanpa ada
batasan untuk menganaisa data yang diperoleh. Menurut Creswell
Pendekatan fenomenologi mengunakan epoche yang dalam bahasa Y unani
berarti mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Ini berarti menunda
semua penilaian tentang sikap yang alami sampal ditemukan dasar tertentu.
Konsep epoche merupakan gudang bagi peneliti untuk menyusun dan
mengel ompokkan dugaan awal tentang fenomena sehinggamemahami apa

yang dideskripsikan oleh responden.®

2. Lokas Pendlitian
Lokas yang akan diteliti beradadi Kabupaten Sumenep dengan objek
peristiwa berada di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
Madura Jawa Timur. Desa ini merupakan desa Pesantren yang ada di
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, yang terletak di bagian Tengah
wilayah Kecamatan Bluto. Secara administratif desa Errabu terbagi menjadi
2 (dua) bagian wilayah dusun. Desa pesantren memiliki wilayah yang cukup

luas dengan banyak potensi alam yang tersedia serta masyarakatnya dalam

% Creswell, J., W, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif danMixed, (Cetakan ke-2,
Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2016), 41
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setiap desamemiliki karakter tersendiri diantaranya: masyarakat pengamen,
masyarakat tenaga kerja Indonesia dengan semangat hidup dan etos kerja
yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, sesuai tuntutan perkembangan
kebutuhan masyarakat, tuntutan jaminan sosial yang digalakkan pemerintah
juga sangat berdampak pada desa errabu ini yaitu ditunjuk sebagai desa
kawasan sadar BPJS ketenagakerjaan di wilayah kabupaten sumenep.
K eberadaan |lembagajaminan sosial dan desaunik tersebut sebenarnya dapat
menjadi sarana edukasi masyarakat lain yang ada sekitarnya. Penelitian ini
akan berupaya mendapatkan data gunamengungkap masyarakat yang kurang
mapan pekerjaannyaditinjau dari perekonomianya, namun merekamemiliki
kesadaran yang besar dalam melaksanakan pembayaran BPJS
ketenagakerjaan sebagai mana kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan watak penelitian kualitatif, jumlah informan atau
sumber data dalam penelitian ini tidak dibatasi, melainkan dianggap cukup
apabilatidak terdapat lagi informasi yang baru atau berbeda dengan informasi
yang tel ah diperoleh dari informasi kunci (key informan). Penelitian kualitatif
lebih didasarkan ketepatan dalam memilih keyinforman dan keragaman
fenomena sosial yang diteliti.®” Meski demikian apabila mengikuti tradisi
dalam studi fenomenol ogi, subyek penelitian yang dijadikan informan utama
atau sumber data utama adalah antara 3 (tiga) hingga 10 orang, seperti
disarankan Dukes.®® Begitu pula, Creswell menyebutkan bahwa wawancara

mendalam kepada 10 subyek penelitian atau partisipan dengan al okasi waktu

% Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke
Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 53

¥ Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian, (Bandung: Widya
Padjadjaran, 2009), 133
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2 jam, dianggap sebagai ukuran yang memadai.*® Karenanya, penelitian ini
juga mencukupkan penggalian data kepada 7 perangkat desa errabu yang
berhasil dipilih setelah dilakukan snowballing.

3. Subyek Pendlitian

Dalam penelitian kualitatif, kuantitas informan bukan syarat penting
bagi kualitas penelitian. Bagi penelitian kualitatif-fenomenol ogis, yang utama
adalah bahwa informan merupakan orang yang memiliki pengalaman
langsung terhadap masalah perlindungan konsumen. Begitu pula, informan
adalah orang yang mampu mengungkapkan pengetahuan, pemikiran dan
pengalaman yang dialami dan diketahuinya.* Karenanya informan dalam
penelitian ini akan ditentukan secara purposive atas pertimbangan bahwa
infforman terlibat langsung dalam praktik Jaminan Sosia BPJS
Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten
Sumenep.

Respon berjumlah 39 responden/100% peserta BPJS ketenagakerjaan
di desa Errabu dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, dengan dominasi
laki-laki karena kepentingan posis dan peran atas program BPJS
ketenagakerjaam sebagal alasan desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS
ketenagakerjaan yakni berjumlah 30 |aki-laki atau sebanyak 77% yang terdiri
dari 7 tokoh agama, 11 tokoh masyarakat/ perangkat desa dan 12 peserta
BPJS ketenagakerjaan. Sedangkan perempuan berjumlah 9 orang atau 23%
dengan status sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

% John Creswell, QualitativeInquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, (USA:
Sage Publications, 1998), 112

“% John Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, (USA:
Sage Publications, 1998), 117
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4. Teknik Pengumpulan Data

Data tentang bentuk pandangan masyarakat desa Errabu terkait
jaminan sosia BPJS Ketenagakerjaan akan digali oleh peneliti sebagai
instrumen dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan
subyek penelitian. Penggunaan teknik ini dalam penelitian sosiologi hukum
evaluatif adalah mutlak digunakan, seperti pendapat Y esmil.**

Dengan teknik rapport yang terjalin baik, akan memudahkan
interview mendalam. Dengan teknik ini tentu dapat diperoleh informasi atau
data, baik yang tampak maupun tersembunyi tanpa membebani subyek
penelitian.** Metode wawancara yang digunakan yakni wawancara tidak
berstruktur dan dalam suasana bebas. Beberapa pertanyaan bisa dilakukan
untuk menghilangkan kesan formal yang dapat menghambat upaya penulis
dalam mendapatkan informasi sedetil mungkin. Secara umum wawancara
akan dilakukan kondisional dan sesekali dilaksanakan di kantor tempat dinas
subyek penelitian, atau bertempat di kediaman informan.

Hasil wawancara direkam dengan recorder atau fasilitas lain.
Beberapa poin yang dianggap penting oleh peneliti jugadicatat dalam sebuah
buku. Catatan ini selanjutnyadigunakan oleh peneliti untuk menjadi panduan
ketikamemilih datayang dihimpun dalam recorder tersebut. Alasannya, tidak
semua data yang ada dalam recorder dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini,
recorder menjadi penting dalam proses wawancara, karena dengan cara
demikian banyak data bisadihimpun meski kemudian jugadilakukan reduksi
dan editing terhadapnya.

“! Y esmil membedakan dua model penelitian sosiologi hukum yaitu penelitian sosiologi hukum
empirik dan penelitian sosiologi hukum evaluative. Sosiologi hukum empirik adalah sosiologi
hukum yang mengumpulkan bahan-bahannyadari perspektif eksternal yaitu dari titik pengamat yang
mengobservasi. Model ini menyerupai penelitian hukum kuantitatif. Adapun penelitian sosiologi
hukum evaluatif adalah penelitian yang lebih menekankan kepada perspektif internal menyerupai
cara kerja fenomenologi. Anwar, Pengantar Sosiologi Hukum, 114-118

2 _exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 157
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Tingkat keseringan wawancara dalam penelitian ini tidak dibatasi,
melainkan tergantung keperluan mendapatkan data® Secara umum,
wawancara dalam penelitian ini dilakukan satu sampai tiga kali tergantung
kepada persoalan dan kemampuan subyek penelitian memberikan jawaban.

Di samping itu, digunakan juga teknik observasi untuk melengkapi
penggalian data dengan teknik wawancara. Observasi ini diarahkan kepada
perilaku dan tindakan subyek penelitian untuk melihat perilaku tindakan
informan kaitannya dengan jaminan sosid BPJS Ketenagakerjaan.
Kontinuitas perilaku dan tindakan dapat digunakan untuk melihat kesadaran
hak dan kewgjiban para informan tersebut. Dalam penelitian, komunikasi
perilaku dan tindakan yang digambarkan dengan ekspresi wajah, perilaku
keseharian, tampilan tubuh dan pakaian ini dikenal dengan sumber data
berupasimbol non-verbal.* Dari pengamatan atau observasi yang dilakukan
sebanyak delapan (8) kali yang dilaksanakan setiap hari jumat dan sabtu pada
rentang waktu Maret 2018 hingga maret 2020 menitik beratkan kepada latar
belakang desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan,
pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan, mikanisme iuran,
pengel ol ahan; disamping juga pemahaman tokoh seperti kiyai, perangkat desa
dan masyarakat secara umum tentang penyelenggaraan, mikanisme, tata
kelolanya yang dilaksanakan oleh desa Erabu sebagai desa sadar BPJS
K etenagakerjaan.

Kemudian hasil pengamatan selanjutnya digunakan untuk
mengkonfirmas beberapa data yang diperoleh dari wawancara. Hal ini
dilakukan untuk meminimalisas intersubyektif informan sekaligus sebagai

cara peneliti melakukan triangulasi.

3 Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Pendlitian, (Bandung: Widya
Padjadjaran, 2009), 61

“ Engkus Kuswarno, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Pendlitian, (Bandung: Widya
Padjadjaran, 2009), 124
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Selain itu, dalam teknik dokumentasi, penulis akan menelaah arsip dan
dokumen di Pemerintahan Kabupaten Sumenep dan di kecamatan sertadesa
yang menjadi lokasi penelitian ini. Arsip dan dokumen itu bisa sgja berupa
buku, maalah serta brosur yang berkaitan dengan program BPJS
K etenagakerjaan khususnya.

5. Teknik Analisis Data

Mengikuti model penelitian kualitatif, analisis datadilakukan dalam
waktu yang panjang, mulai dari penggalian datadi lapangan sampai dengan
laporan hendak di tulis* Dalam penelitian ini, model analisis dilakukan
dengan mengikuti Strauss dan Corbin, seperti dikutip Basrowi dan
Suwandi,* yaitu open coding, axial coding dan selective coding. Analisis
data dimulai dengan menemukan dan memaparkan sebanyak mungkin
varias data tentang perlindungan konsumen yang ada di lapangan (open
coding) baik data yang diperoleh dengan wawancara maupun data yang bisa
diamati. Semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan
pengel ompokan berdasarkan informasi dan bentuk tindakan informan yang
muncul di lokasi. Dalam model analisis data Miles dan Huberman, yang
disampaikan Sugiono,*’ tahapan ini dikenal dengan reduksi data.

Istilah-istilah yang muncul atau bentuk tindakan informan yang
diperoleh di lapangan kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain
(comparing). Beberapa informasi dan bentuk tindakan informan dalam
menjelaskan teori dan praktik nyata jaminan sosial BPJS digunakan, lalu
dikategori sebagai tema-tema. Dari kegiatan ini sangat dimungkinkan
diperoleh tema-tema yang melebihi tema penelitian yang terdapat dalam

pertanyaan penelitian, karenapenelitian kualitatif memang digunakan untuk

“>Data mentah berupa catatan lapangan dan kaset hasil rekaman, diproses secaraverbatim atau kata
demi kata

“6 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206

4" Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91
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membangun teori baru sesuai dengan data yang berkembang di |apangan.
Menurut Faisal, peneliti kualitatif harusterbebas dari tawanan sebuah teori.*®
Keberadaan teori hanyalah sebagai proposisi yang mengarahkan peneliti
tentang caraberfikir dan carapenelitian tersebut dilakukan.* Berikutnya, data
yang telah dikategori dalam tema-tema diorganisasi kembali menjadi
proposisi-proposisi dengan cara dilakukan analisis hubungan antar kategori
(axial coding).*®

Tahapan terakhir yaitu tahap (selective coding), hasil anaisis
hubungan antar kategori diorganisasi kembali untuk menentukan kriteriainti
dan pendukung. Kriteria inti adalah hasil analisis hubungan antar kategori
yang merupakan hasil ssimpulan atau desain temuan penelitian (general

design) tigatahap reduks data, display data, penarikan kesimpulan.

Desa sadar BPJS

ketenagakerjaan
Pendekatan Ekonomi
Fenomenologi < > Islam+Welfare state
Temuan lapangan Temuan teoritis

|. Sistematika Pembahasan
Disertasi ini akan ditulis berdasarkan sistematikapembahasan yang terdiri

dari bagian depan penelitian, bagian substansi dan juga bagian belakang

“8 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang: Yayasan Asih Asah
Asuh, 1990), 126

“9 Basrowi, Memahami Penelitian, 39. Lihat juga Sugiono, Memahami Penelitian, 47-48

* Basrowi, Memahami Penelitian, 39. Lihat juga Sugiono, Memahami Penelitian, 207
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penelitian. Bagian depan disertas terdiri dari halam judul, pernyataan keaslian,
halaman persetujuan promotor, halaman pengesahan tim penguji, pedoman
trandliterasi, motto, abstrak, pernyataan ucapan terimakasih, daftar isi, daftar tabel
dan daftar gambar. Selanjutnya bagian substansi dari disertasi ini diuraikan
berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan teoritik, bab hasil penelitian, bab
pembahasan dan penutup.

Bab ini merupakan desain besar dari disertasi secara umum. Dalam bab
ini dikemukakan beberapa persoalan yang menjadi latar belakang masalah
penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian. Selain itu, untuk mempertegas posisi penelitian ini dari
penelitian sebelumnya, dipaparkan kajian terhadap penelitian terdahulu.
Selanjutnya dipaparkan metode dan pendekatan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adal ah |andasan teori mengkaji tentang Jaminan Sosial, BPJS
Ketenagakerjaan, Konsep Jaminan Sosia, Kosep Pemberdayaan, Kosep
K esgjahteraan, Konsep Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam
kaitannya dengan Jaminan Sosial, dan Asuransi syariah serta konsep Welfare
Sate.

Bab ketiga adal ah tentang data yang diperoleh dari |apangan berupa data
geografis dan demografis Kabupaten Sumenep, khususnya desa Errabu
Kecamatan Bluto. Lebih dari itu, pada bab ini juga akan dikemukakan temuan
lapangan atau data | apangan, khususnya yang berhubungan dengan pel aksanaan
program jaminan sosial BPJS K etenagakerjaan.

Bab keempat aplikasi teoretis yang dikemukakan pada bab kedua sebagai
pisau analisauntuk membahas dan menilai datalapangan yang dipaparkan dalam
bab ketiga. Bahasan pada bab ini akan berisikan 3 sub bab sesuai dengan jumlah
rumusan masalah yang dikemukakan di bab kedua.
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Bab kelima merupakan penutup yang beris kesimpulan sekaligus
menjawab rumusan masalah dan rekomendas yang disarankan. Implikas
teoritik juga diulas dalam penutup untuk melihat posisi teori berdasarkan
temuan penelitian. Keterbatasan studi juga dijelaskan dalam bab ini, mengingat
penelitian ini terbatasi oleh hal-hal yang bersifat akademis maupun non
akademis, dengan harapan bisa ditindak lanjuti oleh penelitian-pendlitian
selanjutnya.



BAB 11
KERANGKA TEORITISDAN KONSEPTUAL JAMINAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN DAN AGAMA

A. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS K etenagaker jaan
1. Jaminan Sosial dalam Diskusi Pandanagan Par a Pakar

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang
diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk
memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam
deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB)
tentang Hak Asas Manusia(yang selanjutnya disebut HAM) tahun 1948
dan konvens International Labour Organisation (yang selanjutnya
disebut ILO) Nomor.102 tahun 1952.

Utamanya adalah sebuah bidang dari kesgjahteraan sosial yang
memperhatikan perlindungan sosia, atau perlindungan terhadap kondis
yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan,
pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain. Jaminan sosia
adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.*

Sistem jaminan sosia yang diberlakukan di Indonesia adalah
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosiad Nasional
diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas
keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosia
Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinyakebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan / atau anggota

keluarganya.?

! Wiwiho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja (Jakarta: Bina Aksara, 2000), 41
2 Zainal Asikin et.al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 83

30
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Pada sisi yang lainjaminan sosia di Indonesiabisa dikatakan dan
dimanfaatkan sebagai kesgjahteraan sosia ekonom Italia, Pareto, telah
menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumber
daya secaraefisien atau optimal, yang kemudianterkena denganistilah
syarat atau kondisi pareto (pareto condition). Kondisi pareto adalah
suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan
dengan alokas lainnya, alokas tersebut tidak akan merugikan pihak
manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Kondisi pareto
juga bisadidefinisikan sebagai suatu situasi yang sebagian atau semua
pihak individu tidak akan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran
sukarela

Berdasarkan kondis pareto inilah, kesgahteraan sosial (Social
Welfare) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang |ebih utama dari
konsep- konsep tentang kemakmuran (walfare economics). Boulding
dalam Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkukuh
konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu paretion
optimum (optimalitas ala Pareto dan Edeworth), dimana efesiens
ekonomi mencapai social optimum bila tidak seorangpun bisa lagi
menjadi lebih beruntung. Teori kesgahteraan secara umum dapat
diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian,
neoclassical welfaretheory, dan new contractarian approach (Albert dan
Hahnel dalam Swasono). Pendekatan classical utillataria menekankan
bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseoarang dapat
diukur dan bertambah. ®

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan

bahwa tingkat kesgjahteraan seseorang berkaitan dengan tingkat

3 Swasono, Fauziah. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia,”
Economics and Finance in Indonesia, Vol. 55(2). Agustus 2015, 109-134
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kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam
kehidupan guna mencapai tingkat kesegjahteraan yang diinginkannya.
Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat
kepuasan sesuai dengan sumber dayayang tersedia.

Berdasarkan Indonesan Human Development Report,”
kesgjahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan
publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik
maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik.
Kesgahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi (keuangan dan
industri), perawatan masyarakat, kesehatan, kesgahteraan sosid,
pengembangan manusia (pendidikan) sendiri dapat dilihat dari
berbagai indikator. Salah satuindikator yang dapat dipakai adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu
daerah dalamtiga dimens utama  pembangunan manusia,
yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup),
pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup
(diukur dengan pendapatan yang tel ah disesuaikan).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith,” kesejahteraan masyarakat
menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai
kehidupan yang lebih baik yang meliputi pertama, peningkatan
kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti
makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua,
peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang
lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-

nila kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi

4 NormaRitaSari dan Pujiyono Arif. Analisis Pertumbuhan EkonomiDan KetimpanganPendapatan
Antar Propinsi Di Indonesia Tahun 2004-2010. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Diponegoro Vol. 2 No. 3. Agustus 2013, 1-15

® Todaro, Michael P and Stepen C. Smith, Economic Development, 10" Edition, Pearson
Education, Inc. United State of Amerika. 2009, 67
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dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesgahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan
sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan
berkualitas ataukondisi setigp individu mampu memaksimalkan
utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi
tersebut cukup untuk kebutuhan jasmani dan rohani.

Todaro secaralebih spesifik mengemukakan fungs kesejahteraan
(walfare) dengan persamaan sebagai berikut: W = W (Y,I,P) Y adalah
pendapatan perkapital, adalah ketimpangan, dan P kemiskinan absolut.
Ketiga variabel ini mempunyai signifikan yang berbeda-dan selayaknya
harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesgjahteraan
di negara-negara berkembang.

K esgahteraan di negara-negaraberkembang diharuskan pada setiap
orang yang melakukan suatu pekerja sangatlah membutuhkan
perlindungan sosial, sebab setiap pekerjaan pasti adanya risiko yang
kemungkinan menimpadiri pekerja. Hal ini sgjalan dengan definisi dari
tenaga kerja berdasarkan pada pengaturan hukum perburuhan yang
dijelaskan oleh Tri Sulstiyona* Therefor e, based on the various definitions
of manpower, wor kers, entrepreneur and company showed that the labor
law set and cover protections for all workers both in the formal or
informal sektors.”®

Berdasarkan berbagai definisi tenagakerja, pekerja, pengusahadan
perusahaan menunjukkan bahwa pengaturan hukum perburuhan dan
perlindungan berlaku untuk semua pekerjabaik di sektor formal maupun

informal. Sehingga hampir semua negara memberlakukan sistem

® Tri Sulstiyonc International Journal of Business, Economics, and Law yang berjudul Study on
the Informal Workers Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang
Vol.6, Issue 4: 67-73
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jaminan sosial untuk memberikan perlindungan padasemua pekerjanya.
Sebagaimana di Indonesia memberikan jaminan sosial pada pekerja

melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosia Tenaga
Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerjaberupakecelakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal.

Jaminan Sosial Tenaga Kerjayangdiatur dalam Undang—undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
terhadap risiko sosiad ekonomi yang menimpa tenaga kerja
dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua,
maupun meninggal dunia. Dengan demikian, diharapkan pekerja
menj adi tenang dan nyaman dalam mel akukan pekerjaan, sehingga dapat
menunjang produktivitas para pekerja menjadi semakin meningkat.

Pada dasarnya setiap pekerja membutuhkan yang namanya rasa
aman dalam melakukan pekerjaan agar merekatermotivasi untuk dapat
melakukan pekerjaan secara praduktif. Sebagaimanayang terdapat dalam
teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, “bahwa semua orang
berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar, antaralain: kebutuhan
fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan
harga diri, dan kebutuhan aktualisasi”, Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyal beberapa aspek antara lain: 1. Memberikan
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi

tenaga kerja beserta keluarganya. 2. Merupakan penghargaan kepada
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tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada

perusahaan tempatnya bekerja.’

2. Jaminan Sosial Dan Masyar akat Sadar BPJS K etenagakerjaan
a. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial menurut undang-undang No. 40 Tahun 2004
tentang Jaminan Sosial Nasional merupakan salah-satu bentuk
perlindungan sosial dalam rangka menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak®. Jaminan
sosia jugamerupakan perlindunganyang diberikan oleh masyarakat
dari economic and social distress” yang disebabkan oleh penghentian
pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karenasakit, kecelakaan,
melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan,
kematian, dan lain-lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada
anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu
seperti  penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak,
tunjangan keluarga,dan lainnya.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara,
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang
menjelaskan™® “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi masyarakat.” Seperti terbaca pada
amandemen UUD 1945 tahun 2002, dalam Pasa 34 ayat 2,
menyebutkan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat.”

"Lalu, Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Cet. Ke-9; (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013), 79

8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Peyelenggara Jaminan Sosial

° Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raj agrafindo Persada, 2014), 104

%yndang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
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b. BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) merupakan
suatu progam berdasar pada UU No. 24 Tahun 2011 di selenggarakan
oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial dengan
tujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik
kepada masyarakat dalam hal jaminan sosia; seperti BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.™

BPJS Ketenagakerjaan lahir sebagai tindak lanjut dari sidang
tahunan MPR RI Tahun 2000, yakni Presiden Adurrahman Wahid
menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN. Pernyataan
presiden tersebut kemudian direalisasikan melalui upayapenyusunan
konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosia (UU JS) oleh kantor
Menko Kesra®, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Segjalan dengan pernyataan Presiden,
DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No.30/DPA/2000, tanggal
11 Oktoer 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosia Nasional dalam rangkamewujudkan
masyarakat sejahtera.’®

Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga
Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001"
dihasilkan Putusan Pembahasan MPR Rl yang menugaskan Presiden
RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden
Rl mementuk Kelompok KerjaSistem Jaminan Sosial Nasional

yang diketuai oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan

' Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsh danMoh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2016), 43

2 Kep. Menko Kesradan Taskin No. 25 KEP/MENKO/K ESRA-/V111/2000, tanggal 3 Agustus 2000

¥Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsihdan Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2000), 40

¥ K etetapan MPR RI No.X/MPR-RI Tahun 2001 utir 5.E.2
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pada Desemer 2001 telah menghasilkan naskah awal dari Naskah
Akademik SISN (NA SISN). Kemudian pada perkembangannya
Presiden Rl yang pada saat itu Megawati Soekarnoputri
meningkatkan status Pokja SISN menjadi Tim Sistem Jaminan
Sosial Nasional.”®

Konsep pertamaRUU SISN, 9 Februari 2003, hingga konsep
terakhir RUU SJISN, 14 Januari 2004, yang diserahkan oleh Tim
SISN kepada pemerintah, telah mengalami 52 kali peruahan dan
pemyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan reformulasi beberapa
pasal pada konsep terakhir RUU SJISN tersebut, pemerintah
menyatakan RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari
2004. Selama pemahasan tim pemerintah dengan Pansus RUU SISN
DPR RI hingga diterbitkannya UU SISN, RUU SISN telah
mengalami tigakali perubahan sehingga dalamperjaanannya, konsep
RUU SJSN hingga diterbitkan menjadi UU SISN telah mengalami
perubahan dan penyempurnaan sebanyak 56 kali. UU SISN tersebut
secara resmi diterbitkan menjadi UU No.40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004.26
Dengan demikian proses penyusunan UU SISN memakan waktu 3
tahun 7 bulan dan 17 hari sgjak Kepseswapres No. 7 Tahun 2001
pada 21 Maret 2001.

Setelah resmi menjadi  undang-undang, empat bulan
berselang UU SJISN kembali terusik. Pada bulan Januari 2005,
kebijakan ASKESKIN mengantar beberapa daerah ke MK untuk
menguji UU SISN terhadap UUD NegaraRI Tahun 1945. Penetapan
empat BUMN sebagai BPJS dipahami seagai monopoli dan menutup

5 Pokja SISN-Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001 21 Maret 2001 jo. K epseswapresNo. 8 Tahun 2001,
11 Juli 2001, baca juga Tim SISN-Keppres No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002
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kesempatan daerah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Empat
bulan kemudian, pada 31 Agustus 2005, MK menganulir empat ayat
dalam Pasal 5 yang mengatur penetapan empat BUMN tersebut
memberi peluang bagi daerah untuk membentuk BPJS Daerah
(BPJSD).

Putusan MK semakin memperumit penyelenggaraan jaminan
Sosia di masa transisi. Pembangunan kelembagaan SISN yang
semula diatur dalam satu paket peraturan dalam UU SJISN, kini
harus diatur dengan UU BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) pun akhirnya baru terbentuk. Pemerintah secara resmi
membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun
2008 tentang Pengangkatan AnggotaDJSN tertanggal 24 September
2008.

Pro dan kontra keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosia (BPJS) akhirnya berakhir pada 20 Oktober 2011, ketika DPR
Rl sepakat dan kemudiaan mengesahkannya menjadi undang-
undang. Setelah melaui proses panjangyang meleahkanmulai dari
puluhan kali rapat di manasetidaknya dilakukantidak kurangdari 50
kali pertemuan di- tingkat Pansus, Panja, hingga proses formal
lainnya. Sementara di kalangan operator, hal serupa dilakukan di
lingkup empat BUMN penyelenggara progam jaminan sosial
meliputi PT Jamsostek, PT Taspen, Asabri, dan PT Askes.

Keberadaan BPJS mutlak adasebagai implementasi UU No.
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosia Nasional (SJSN),
yang bahkan semestinya telah dapat dioperasionakan sejak 9
September 2009. Perjalanantidak selesal sampal disahkannyaBPJS

menjadi undang undang formal, jalan terjal nan berliku menanti di
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depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan
demi terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Sebuah kajian
menyebutkan bahwa saat ini, berdasarkan data yang dihimpun
oleh DPR RI dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
status badan hukunya adalah Persero tersebut, hanya apat sekitar 50
juta orang Indonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosia yang
diselenggarakan oleh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial.
Perubahan dari empat PT (Persero) yang selama ini
menyelenggarakan progam jaminan sosial menjadi duaBPJS sudah
menjadi perintah undang-undang, karena itu harus dilaksanakan.
Perubahan yang multidimensi terseut harus dipersigpkan dengan
sebaik-baiknya agar berjalan sesuai dengan ketentuan UU BPJS.
Pasal 60ayat 1 UU BPJS menetukan, bahwa BPJS Kesehatan mulai
beroperas  menyelenggarakan progam jaminan kesehatan pada
tanggal 1 Januai 2014. Kemudian pasal 62 ayat 1 UU BPJS
menetukan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS
K etenagakerjaan padatanggal 1 Januari 2014 dan menurut Pasal 4
UU BPJS mulai beroperasi paling lambat tanggal 5 Juli 2015.%

c. Konsep Jaminan Sosial
Jaminan sosial dalam rangkamemberikan perlindungan bagi
warga masyarakat, pertama kali dilaksanakan melalui pendekatan
pertumbuhan ekonomi namun untuk melaksanakannya diperlukan
modal daninvestas yang cukup besar dan pendekatanini tidak dapat
dirasakan langsung oleh setiap lapisan rnasyarakat.

¢ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan
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Melalui beberapatahapan perkembangan, terakhir digunakan
pendekatan kebutuhan pokok (The Basic Needs Approach) dalam
usaha menjangkau dan memecahkan masalah masyarakat yang hidup
di bawah garis kemiskinan. Sasaran dan pendekatan ini adalah: *’

1. Membuka lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Kemudian pendekatan ini diperluas dengan memasukkan

beberapa unsur kebutuhan kebutuhan pokok yang bersifat non-
material, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan minimal keluarga berupa
gizi pangan, sandang dan pemukiman, (2) Pelayanan umum seperti,
angkutan umum, pendidikan dan kesehatan sehingga dapatdigunakan
sebagal tolok ukur kualitas kehidupan (quality of life) dari kelompok
masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Strategi yang
terbaru ini justru memperkuat peranan dan kebutuhan jaminan sosia
dalam pengembangan masyarakat berbasiskomunitas. Jaminan sosia
merupakan bagian dari perlindungan sosia, dan jaminan sosial
terbagi dalam dua bagian, yaitu bantuan sosialdan asuransi sosial.
Secara tradisional, jaminan sosial (sosial security) didefmisikan

sebagai komponen-komponen program yang dapat memberikan

jaminan atas resiko yang dihadapi oleh kelompok warga. Komponen
tersebut meliputi perlindungan terhadap angkatan kerja (termasuk

pekerja anak); asurans sosia (termasuk pensiun) dan jaring

keselamatan sosial (termasuk dana-danasosial).'®

Y Thamrin, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; TinjauanTeoritikdan Imlementas,
(Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), 63
'8 Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan
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d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “ empower ment”
yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberian kekuasaan”,
dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power)™. Istilah
pemberdayaan menurut Kartasmita dalam Falilah merupakan upaya
untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi
dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta
berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut
diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masayarakat
itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang
positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang
kondusif. Pernyataan ini meliputi langkah-langkah nyata dan
menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan
akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang membuat
masyarakat menjadi makin berdaya.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah
upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab
menjadis emakin efektif secara strukturalis, baik dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, international,
maupun | dalam bidang ‘- ekonomi, dan lain-lain. Ide yang
menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri
mendasari dibakukanya konsep pemberdayaan (empowerment).
Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil,
pemberdayaan didefinisikan sebagal suatu upaya yang dilakukan
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk

YAbu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi
Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), 82
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penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan,
sehingga usahakecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.?

Pandangan Merriam Webster dan Oxford English Dictionary
dadam Mardi Yatmo Hutomo, kata empower mengandung dua
pengertian, yaitu:

a. To give power atau authority to atau memberi kekuasaan,
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke
pihak lain;

b. To give ability to atau enables atau usaha untuk memberi
kemampuan atau keberdayaan.

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah
pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila
masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum
mempunyai kapasitasuntuk menjalankan kewenangan tersebut maka
hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posis
marginal disebabkan karena kurang memiliki dua unsur tadi,
kewenangan dan kapasitas. Kondisi' tersebut juga sering disebut
masyarakat kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak
mempunyai peluang untuk mengatur masa depannyasendiri. Hal itu
yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan tidak
sejahtera®

2 Onny Prijono Sdan A. M. W Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi,
(Jakarta: CSIS, 1996), 52

2 Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik
dan Imlementasi, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), 76

2 Soetom, Pemberdayaar Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya? (Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2015), 88
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Konsep pemberdayaan mulaimenjadi dirkursus pembangunan,
ketika orang mempertanyakan makna pembangunan. Di Negara-
negara sedang berkembang wacana pemberdayaan muncul ketika
pembangunan memunculkan disinteraksi  sosial, kesenjangan
ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari
faktor-faktor produksi oleh penguasa.

B. Agama dan Kesg ahteraan
1. Ekonomi Syariah

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk
hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui
sebagal faktor esensia agar dapat survive dalam kehidupan. Seluruh anggota
manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi  kebutuhannya.
Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara
manusia telah melahirkan sebuah proses evolus gradua dalam pembentukan
sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya
peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi
dari ‘aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern.

Bisnis atau berusaha sebagai bagian dari aktivitas ekonomi selalu
memegang peranan vital di dalam kehidupan manusia sepanjang masa,
sehingga kepentingan ekonomi akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua
tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Umat Islam
telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi, yakni sgak lima belas abad
yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam
menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna

memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Rasulullah Shallullahu Alaihi



wa Sallam sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama
istrinya Khadijah.

Al-Qur’'an sebaga Kitab Suci Umat Islam bukan hanya mengatur
masal ah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang
sempurna(komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia.
Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang
fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masdah
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang
ada dalam berbagai ayat di Al-Qur’an dilengkapi dengan sunah-sunah dari
Rasulullah melalui berbagai bentuk Al-Hadis dan diterangkan lebih rinci
oleh parafugaha padasaat kejayaan Dinul 1slamiyah baik dalam bentuk Al-
[jma maupun Al-Qiyas.

Namun sgjak abad ke- 15 hingga pertengahan abad ke 20 Masehi,
kontribusi Islam dalam pemikiran ekonomi seakan hilang ditelan peradaban
dunia, sehingga tidak ditemukan bukubuku sejarah pemikiran Ekonomi
Isam. Adalah sebuah ironi, bahwa Adam Smith, yang dikenal sebagai
“Bapak IImu Ekonomi”, dalam bukunya The Wealth of Nations (tahun 1766),
menjelaskan bahwa perekonomian yang maju ketikaitu adalah perekonomian
Arab yang dipimpin Muhammad dan Para Kholifa Ar-Rasyidin (dalam buku
tersebut disebut sebagai Mahomet and his immediate successors). Lebih
ironis lagi, jika kita simak, ternyata judul buku Adam Smith tersebut
merupakan saduran dari buku Imam Abu Ubayd, yaitu “Al-Amwal” .

Ironi lainnya, adalah, ketika Samuel son dalam buku teks Economics
edisi 7, menyebutkan bahwaasal muasal Ilmuekonomi adalah Bible (Injil),
tidak satupun ekonom (pakar ekonomi) yang bereaksi. Sementara itu, ketika

[Imuwan Islam mengangkat kembali Ilmu Ekonomi 1slam dengan Al-Qur’an

2 Adam Smith (1776). An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations dalam Mark
Skusen; Sang Maestro Teori -teori Ekonomi Modern, (Jakarta Prenada, 2005), 865
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dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama, sebagian besar ekonom,
termasuk ekonom muslim, spontanbereaks: menentang keberadaan Ekonomi
yang berdasarkan gjaran Syariah Islam tersebut.

Sementara itu, seorang ilmuwan Barat, C.C. Torrey daam
disertasinya yang berjudul “ The Commercial Theological Terms in the
Koran” menyatakan bahwa Al-Qur'an menggunakan terminologi bisnis
sedemikian ekstensif. 1a menemukan 20 (dua puluh) macam terminology
bisnis dalam Al-Qur’ an sertadiulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat
(Mustaqg Ahmad, 1995). Penggunaan terminologi bisnis (ekonomi) yang
sedemikian banyak, menunjukkan sebuah manifestasi adanya spirit bersifat
komersia dalam Al-Qur’ an.

Jika kita simak dengan seksama, menurut Adiwarman Karim,
ilmu ekonomi merupakan warisan peradaban manusiayang dapat diibaratkan
sebagal bangunan bertingkat, dimana setigp kaum telah memberikan
kontribusi  pada zamannya masing-masing dalam mendirikan bangunan
tersebut. Oleh karenaitu, dalam upayamengembangkan pemikiran Ekonomi
Islam, para ulama yang merupakan guru kaum muslimin tidak menolak
pemikiran parafilosof danilmuwan non-muslim asalkantidak bertentangan
dengan garan Islam. Para ulama dan pakar ‘ekonomi 'lslam, saat ini,
berusaha mengembangkan Ekonomi Islam sesuai dengan dalil nagli dan
dalil agli, meskipun pengaruh pemikiran ekonom Barat masih terasa.®*

Kegiatan sosia-ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai
cakupan luasdanfleksibel, serta tidak membedakan antaraMuslim dan non-
muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan
oleh Sayyidina Ali, yaitu “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka
adalah kewagjiban kita dan hak mereka adalah hak kita”. Dalam segenap

2 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014),22
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aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia ISam mempunya sistem
perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan Al-Maidah prinsip-prinsip
Syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis serta dilengkapi dengan
Al-ljma dan Al-Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal
dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Sistem Ekonomi Syariah mempunyai
beberapa tujuan, yakni:*

a. Kesgahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar
pemikiran QS. Al-Bagarah ayat 2 & 168, ayat 87-88, Al-Jumuah ayat
10);

b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid,
berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-
Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu’ ara ayat 183)

c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
(QS. Al-An’am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Al-Zukhruf ayat 32);

d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesegahteraan sosial
(QS. Ar-Ra’ du ayat 36, Lugman ayat 22).

Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian
Islam, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada*“ *amar
al-ma’ruf al-nahi al-mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan
meningga kan yang dilarang. Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat)
sudut pandang, yaitu:?®

a. Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an)

b. Ekonomi Akhlag

c. Ekonomi Kemanusiaan

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti bahwamanusia diciptakan

% Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Rgja Grafindo, 2014), 22-23
% Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi |slamdari Masa Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta:
Pstaka Asatrus, 2005), 36



47

oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam
mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan
(Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan Ridho Allah. Ekonomi
Akhlag mengandung arti bahwakesatuan antaraekonomi dan akhlag harus
berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan
demikian seorang Muslim tidak bebas mengerjakan apa sga yang
diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.
Ekonomi Kemanusiaan mengandung arti bahwa Allah memberikan predikat
“Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan
dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui

perannya sebaga “ Khalifah” manusia wagjib beramal, bekerja keras,
berkreasi, dan berinovasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekonomi
Keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan
masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia
dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan,
iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat,
khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi padamasyarakat kapitalis.
Di samping itu, Isslamjugatidak menzalimi hak individu sebagaimana yang
dilakukan oleh kaum sosidis, tetapi ISlam mengakui hak individu dan
masyarakat secara berimbang.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah
mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan,
namun penganut gjaran Islam sendiri, seringkai tidak menyadari hal itu. Hal
ituterjadi karenamasih berpikir dengan kerangkaekonomi kapitalis, karena
berabad-abad di jgjah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari
Barat selau lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat

sendiri telah banyak negara mulai mendalami system perekonomian yang
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berbasiskan Syariah.

2. Konsep Ekonomi Syariah

Pada hakikatnyaekonomi islam adalah metamorfosadari nilai-nilai
dalam islam yang mengagjarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam
kehidupan manusia. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan
Ekonomi Islam berfungs sebagai identitas yang menandakan adanyaprinsip-
prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa arab istilah
ekonomi disebut dengan kata al-igtishad, yang artinya kesederhanaan, dan
kehematan.?’ Dari kata al-iqtishad berkembang menjadi sebuah maknailm
al-igtishad, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah
ekonomi.

Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis
untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia
secara relasiona dalam perspektif 1slam. Sedangkan menurut Muhammad
Abdul Manan ekonomi islam adalah “ilmu pengetahuan sosia yang
mempelgjari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami olehnilai-
nilai Issam”. Adapun menurut Shatibi,” ilmu ekonomi islam adalah suatu
cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia
melalui aokas dan distribusi sumber-sumber daya langkayang seirama
dengan magasid syariah”. Menurut Badan Pusat Pengkagian dan
Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam
adalah “ilmu yang mempelgari usaha manusia untuk mengalokasikan dan
mengolah sumber daya untuk mencapa falah berdasarkan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.®

" Elias Anton dan Edward E. Elias, Qamus Elias al-Ajri, (Beirut: Dar al-Jil,1982), 544 dikutip
olehAmiruddin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 27

% Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Y ogyakarta: PT. Dana Bakhti
PrimaYas, 1997). 19
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Dari beberapa pendapat di atas mengenai definisi ekonomi Islam,
dapat dissmpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah
suatu ilmu yang mengkaji tentang praktik-praktik ekonomi manusia dalam
kesehariannya, baik itu untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat
maupun negara dal am rangkamengel olasumber dayayang adauntuk menjadi
suatu kegiatan produksi, distribusi, dan konsums yang tunduk terhadap

perundang-undangan Islam, yakni Al-Qur’ an dan sunnah.

3. Ansuransi Syariah dalam Welfare State

Asuransl Syariah dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: asurans Syariah adalah
kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi
Syariah dan pemegang polisdan perjanjian di antarapara pemegang polis,
dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna
saling menolong dan melindungi dengan cara:®®

a. Memberikan penggantian kepada pesertaatau pemegang polis karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukumkepada pihak ketiga yang mungkin di derita

peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

tidak pasti; atau

% Simon Archer et. a., (ed.), Takaful Isamic Insurance, Concepts and Regulatory |ssues.
(Singapore: John Wiley & Sons, 2009), 1. Selanjutnya berkembang terus di berbagal belahan
dunia, termasuk Indonesia. Asuransi Syariah di Indonesia lahir pertama kali pada pada 24
Februari 1994 dengan pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). PT
Asuransi Takaful Keluarga, Laporan Tahunan 2015, (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga,
2015), 23 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada tahun
2014 telahlahir undang-undang perasuransian yang baru, menggantikan Undang-Undang (UU)
Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara substantif, undang-undang asuransi
yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama
dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bablyang tercantum. Di antaraldua
perbedaanlutama antaralUU No. 40 Tahun12014 dan UU No. 21Tahun 1992 ialahlsecara
eksplisitlasuransi Syariahlikut diaturldengan kedudukanlyang sejajarldengan asuransilyang
telahlada danlperalihan fungsilpengaturan sertalpengawasan terhadaplasuransi darilMenteri
K euanganlkepada OtoritaslJasa K euangan (OJK). Denganldemikian, lahirnyalUU Nomor140
Tahun12014 tentang Perasuransianlmerupakan babak 1baru kesederajatanlasuransi Syariahldan
asuransi 1K onvensional dalam lingkuplperaturan perundang-undangan.
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b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta
dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan

pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah padadasarnyalebih dikenal denganistilah al-ta’min
akan tetapi kemudian yang |ebih populer khususnyadi Indonesiadan negara-
negara yang menjalankan konsep ansuransi syariah dengan istilah takaful
kemudian ol eh sebagian ulama dianggap sebagai acuan operasional asuransi
Issam yang dikelola secara professional sebagaimana saat ini banyak
dikembangkan di negara-negara muslim seperti Indonesia.*

Kata dasar dari takaful ialah kafalayang berarti menjamin, menjaga
atau memelihara Mutual assurance or joint responsibility,* saling
menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan
meringankan beban). Tujuan penggunaanistilah takaful yakni agar terdapat
signifikansi bahwakontrak asuransi yang adadalam konsep takaful benar-
benar berdasarkan dan menerapkan nilai-nilai keislaman.®
Pada dasarnya, takaful mempunyal persamaan tujuan dengan asuransi
konvensional yang selama ini diangap lebih mengakomudir kepentingan
khalayak karena. 'memang lahirnya lebih awal ketimbang asuransi
syariah yakni sama-sama sebagai instrumen dalam menjalankan misi
membantu golongan yang membutuhkan karena ditimpa musibah

risiko yang masuk dalam skema pemberian manfaat oleh pihak asuransi.®

% Mohd Fadzli Yusof, Takaful: Sistem Insurans Islam, (Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn Bhd, 1996), 8; baca juga Mohd. Ma’ sum Billah, Islamic Insurance (Takaful),
(Petaling Jaya: IImiah Publishers, 2003), 4

3 Salahuddin Ahmed, 1slamic Banking Finance and | nsurance. (KualaLumpur: AS Noordeen, 2006),
512

¥ Mohd. Ma sum Billah, ISamic and Modern Insurance, Principles and Practices, (Petaling Jaya:
[Imiah Publishers, 2003), 19; Mohd. Ma sum Billah, Shari’ah Sandard of Quantumof Damages
in Insurance, (Petaling Jaya: IImiah Publishers, 2003), 23.

% Afzalur Rahman, Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance, (London: The Muslim
Schools Trust London, 1979), Val. 4., 78
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Sedikitnya terdapat lima tindakan secara umum yang banyak
dilakukan oleh manusia dalam penanggulangan resiko di setiap kemungkinan
yang akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, diantaranya:*

1. Menghindari resiko (risk voidance), yaitu berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan risiko.

2. Menghadapi resiko (risk assumption or retention), yaitu berbuat
sesual pilihannyadengan konsekuensi mendapatkan resiko yang akan
terjadi.

3. Mencegah resiko (risk prevention), yakni melakukan tindakan
tertentu dengan tujuan mengurangi resiko.

4. Membagi risiko (sharing risk) dengan melakukan tindakan tertentu
dengan membagi kemungkinan resiko yang bisa sgja terjadi pada
pihak lainyakni jikaada resiko yang terjadi tidak ditanggung sendiri,
tetapi dibagi dengan pihak lain juga.

5. Mengalihkan risiko (risk transfer), yakni kemungkinanresiko yang
dapat menimpadirinya dialihkan kepada pihak yang lain.
Berdasarkan kelimahal tersebut, nampaknya sama-sama merupakan

antisipass  dan menduduki skala prioritasnya masing-masing dalam
kebutuhan perlindungan manusia. Takaful bertujuan untuk saling membantu
memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau
meringankan kerugian sebagian anggota. Takaful juga merupakan cara
modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan
konsep saling membantu/ takaful meringankan siapa saja/ anggotanyayang
terkena musibah atau yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota
yang menyertai takaful. Menurut pedoman umum asuransi Syariah

sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI, asuransi Syariah

¥ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 61
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(ta’ min/takaful/tadhamun) merupakan usahasaling melindungi dan tolong-
menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabarru’ yang memberikan polapengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad Syariah. Eksistensi asuransi Syariah berdasarkan
ayat hadis, dan kaidah fighi.®

PR PER T N < e P AL g e P T < e e R
O stass

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

PP ol ) phog 1 Al o i gy JB 0B 8 B oy 1 g o8
EE IS of P B B A T 2 2 o0 8 Ror BE s @ od - 3 @ LRI
Al g ot o s g, il 08 S k8 ) o BN O S 1 B S
- 2r0s :2 L R ’reﬁ/a ’ j;/ }//1‘ L R - sa’n:ﬂ - ’ P
bl 0 B allly 5515 Gl Jalllo p lokews oy 85015 Ll e

}Jf/ai ¢ e ')e.-wa‘/
wr gl (a0 Jadll O

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda:" Barangs apamel epaskan
kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan
melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa
memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan
memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa
menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di
dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya
selama ia menolong saudaranya.” (H.R. Muslim, Nomor Hadis
2699)

9’.}41{05}&1:;J@’,L}f;i;w‘_g;@m&m;f};ﬁﬁ@y;ﬁ{}
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Dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a. dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sdlam bersabda, “Seorang mukmin terhadap sesama mukmin

bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagalan yang
lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya’. (H.R. Bukhari)®

¥ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah

% Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari/Al-Jami* ash-Shahih, (Beirut: Dar |bnuKasir,
2002), Hadis Nomor 2446



53

Le.q,,-.u e J.J: Jug of fs; i;-g;s? :;;Sa;L;lj'a Y, ey
Artinya: Hukum asal mu ‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya
dibolehkan kecuali adadalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan
al-Sunnah).*’
Asurans syariah berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang dipakai
tersebut dapat dikonsepkan ke dalam beberapa hal prinsipil berikut ini:®
1. Prinsip tolong menolong
Asurans Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi
antara duapihak, di manaterdapat unsur saling tolong menolong antara
keduanya untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh
Allah, sesua firman-Nyadaam Q.S. d-Maidah (5): 2. Tolong menolong
dalam takaful mestilah dalam hal kebalkan dan ketagwaan. Hal-ha yang
bertentangan dengan Syarak seperti bunuh diri, mati karena minum
khamr dan lain-lain yang bertentangan dengan Syarak tidak akan
dilindungi olehtakaful karenaperbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.
2. Prinsip Pengorbanan
Prinsip ini dimanifestasikan dengan dipakainya konsep tabarru
sebagai konsep dasar dalam asuransi |slam. Pengorbanan untuk sesama
saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan
mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi
yang artinya, “Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah
akan memenuhi hgjatnya”. (HR Bukhari Muslim).
3. Prinsip jaminan
Setiap umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan
kesgahteraan saudaranya. Sebagamana digambarkan oleh hadis

3" Al-Imam Jalduddin Abd. Rahman al-SuyUti, Al-A sybah wa al-Naza'ir fi Qawa ‘id wa
Furu Figh al-Syafi ‘iyyah, jil. 1. (Beirut: Dar a-Kutub al-‘lImiyyah, 1998), 131

% Mohd Fadzli Yusof, Takaful: Sistem Insurans Islam, (Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn Bhd, 1996), 13  baca juga  Fatwa Dewan  Syariah Nasional
Magjelis Ulama Indonesia(DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
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Rasulullah SAW yang artinya, “Seorang mukmin terhadap sesama
mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian
yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya’. (H.R. Bukhari dan
Muslim).

4. Prinsip keselamatan, kesgjahteraan dan perlindungan.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jika seorang muslim
ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membel anyasecaraproaktif.
Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesgjahteraan dan
perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang aami (tabi’i),
sebagaimana firman Allah yang artinya, “Y ang telah memberi makanan
kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka
dari rasa ketakutan.

Konsep yang dianut oleh asuransi syariah, sedikit banyaknya juga
terdapat dalam konsep welfare state/ kesgjahteraan yang dipakai oleh negara-
negara skandavina (Finlandia, Norwegia dan Swedia) yang kemudian banyak
digjdikan koblat oleh negara-negara lain, salah-satunya Indonesiayang hingga
saat ini terus berusaha mewujudkan negara dengan konsep kesejahteraan/
welfare state. Bahkan di Indonesia telah tertuang dalam undang-undang dasar
1945 pasal 34.%°

Pada dasarnya, sebagaimana telah disinggung pada sub bahasan
sebelumnya; welfare state menurut Pierson, kata kesgjahteraan (welfare) di
dalamnya palingtidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: (1) Social welfare
mengacu kepada penerimaan kolektif kesgahteraan; (2) Economic welfare
berkaitan dengan jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3)

Sate welfare merupakan acuan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melal ui

¥ Ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. (2) Negara mengembangkan
systemjaminan sosia bagi seluruhrakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) negara bertangungjawab ataspenyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitaspelayanan umumyang layak. (4) ketentuan lebihlanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
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agen dari negara*’ Berdasarkan tigahal tersebut, dapat dikatakan bahwanegara
kesgjahteraan tersebut merupakan negara yang bertanggung jawab secara utuh
terkait nasib hidup bangsanyadalam berbagai keadaan. Selain itu, dalam rangka
mewujudkan kesgahteraan bangsa, Indonesia tidak hanya membuat dan
mengundangkan peraturan tentang bagaimana kesetaraan asuransi syariah
dengan asuransi konvensional, namun jauh sebelum kedua asuransi tersebut
lahir, Indonesia didesain sebagai Negara Kesgahteraan (welfare state)
sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah
melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah, memaj ukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sebagaimana telah disebutkan
juga pada paragraph sebelumnya, bahwa terdapat pula pasal dalam UUD 1945
yang sangat mendasar berkaitan dengan perwujudan negara kesejahteraan guna
menjamin dan memberkan mandate sekaligus hal yang mendasar atas
pel aksanaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi syariah
khususnya. Beberapa pasal yang memantapkan Indonesia sebagai salah-satu
negaradengan konsep welfare state dalam UUD 1945 ia ah pasal 27 ayat 2, pasal
28A, 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasa 34 sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.

Negara kesegjahteraan oleh para pengamat dan ahli dibagi menjadi ke
dalam tiga bentuk welfare state yang ada dan dijalankan di dunia, konsep
tersebut diantaranya:**

a. Libera atau Residua (Anglo-Saxon) dengan ciri-ciri meliputi: (1)
Dukungan sosial yang means-tested, atau terbatas, atau bersyarat, dan
lebih berupa jaring pengaman; (2) Upaya negara yang lebih besar
dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga

“ Christopher Pierson, Welfare State: The New Political Economy of Welfare, (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2007), 9

“ Henry T Simarmata, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan
Perbandingan Pengalaman, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 31-33
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negara dapat berpartisipas (kembali) dalam arusbesar ketenagakerjaan;
dan (3) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan
dikembangkan terlebih dahulu (precursory) untuk menciptakan akses
atas barang dan jasa, serta dayabeli yang berkelanjutan.Contoh negara
penganut model ini adalah: Amerika Serikat, Kaanada, dan Australia.

. Konservatif (Korporatis, Continental Europe) dengan ciri-ciri meliputi:
(1) Negara mengusahakan skema kesegjahteraan yang dikelola oleh
negara; (2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-
satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja
dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan
tunjangan tertentu; (3) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap
tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-
kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai
dengan kolaborasi warga negara pekerjadan sektor swasta; dan (4) Arah
dari skema kesgjahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana
warga negara " sakit” baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan
sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali
model ini disebut model proteksi sosial.Contoh negarapenganut model
ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.

. Sosial Demokratis (Redistributif-Institusional) dengan ciri-ciri meliputi:
(1) Satu skemapagjak dipaka untuk membiayai keseluruhan pembiayaan
skema kesgjahteraan; (2) Skema kesegjahteraan ini mencakup layanan
yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang
semudah-mudahnya (universal coverage), warga negara dianggap
mempunyai hak atas pengaturan skema kesgjahteraan (prinsip equity);
dan (3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan

perdagangan dengan skema-skema kesgahteraan itu. Contoh negara
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penganut model ini adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia
dan Norwegia
Melihat kenyataan bangsa dan kebijakan pembangunan yang
diterapkan oleh Negara Kesatuan Republic Indonesia, setidaknya terdapat
empat prinsip umum dalam Negara Kesgjahteraan (Welfare State) untuk
menopang dan mewudkan lagkah nyata yang dibuat oleh negara
bersangkutan, diantaranya: 1). Prinsip Hak-Hak Sosia dalam Negara
Demokrasi; 2). Prinsip Welfare Rights, 3). Prinsip Kesetaraan
Kesempatan Bagi Warga Negara; dan 4). Prinsip Keseimbangan Otoritas
Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Ke-Empat prinsip umum
dalam Negara Kesgahteraan (Welfare Sate) ini memiliki relevansi dan
sinergi dengan tujuan dari pembangunan negara sebagaimana terdapat
ddam UUD 1945 Di dalam ke-empat prinsip itu pula, secara
konstitusional bersinggungan secarajel as dengan keberadaan asuransi yang
diberlakukan atau yang telah diterapkan oleh Indonesia melalui peraturan
perundang-undangan khusus asuransi, khususnya asuransi syariah dalam
menopang dan mewujdkan keterjaminan sosia gunan mencapai

kesgjahteraan masyarakatnya.

C. Kesgahteraan (Welfare State) Per spektif 1slam
Bilamanakonsep parailmuwan Barat Welfare State memperol eh tempat
dalam dua pandangan yang kontradiktif, menjadi penting untuk melihat Welfare
Sate dart pemikiran ilmuwan Idam. PentingnyaWel fare State dalam I1slam bukan
sekadar dasar hukumnya berbeda, dari Barat yang hanya mengutamakan akal.
Justru Islam juga mengakui akal tetapi tidak meninggalkan wahyu.

“2 Henry T Simarmata, Negara Kesgjahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan
Perbandingan Pengalaman, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 350-358
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Negara Indonesia yang bermasyarakat mayoritas beragama Islam dan
dalam Pasal 29 UUD 1945 memberikan perlindungan bagi seseorang dalam
menjalankan syariat agamanya, karena itu konsep Welfare Sate oleh para
ilmuwan Islam menjadi penting untuk dipaka dasar dalam memberikan corak.
Welfare State dalam konsep Islam dipahami sebagai tanggung jawab negara
dalam kesgjahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan jasmaniah (kebutuhan
dasar hidup) maupun rohaniah/segi material maupun spiritual. Dalam Al-Qur’ an
maupun Hadis dapat dijumpal makna yang tersirat di dalamnya terkait dengan
konsep Welfare Sate.

Sebagaimana peran Rasulullah Muhammad S.A.W. diutus di dunia
adal ah mengemban misi suci yang ditegaskan dalam Al-Qur’ an untuk bermurah
hati sebagal rahmat seluruh umat manusia.43 Secara eksplisit mis yang disebut
dalam Al-Qur antermasuk membantu satu samalain agar hidup bahagia(hayyat
thoyyibah) dan sgjahtera (falah):

The mission of theHoly Prophet is defined by the Qur'anto bemerciful

blessing (rahmah) for all mankind. Some manifestations of thismerciful

blessing are stated explisity in the Qur'an. Theseinclude, anong others
the fostering of 'good life” (hayyat thafyyibah) and welfare (falah).”

Di sini mengandung makna, tujuan utama yang diemban dalam misi
Rasulullah Muhammad s.a.w. tersebut adalah agar umatnya mencapai "hidup
yang damai" (hayyat thoyyibah) dan "sejahtera" (falah), sgjak hidup di dunia
hingga di akhirat kelak. Ilayya at-thoyyibah' ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat
An-Nahl ayat 97, yang artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

“Q.S. 21 Al Anbiya: 107

4 Misi atau tugas Nabi sudah dijelaskan dalam Alquran yaitu untuk menjadi rahmat/pengasih (rahmah)
bagi seluruh umat manusia. Beberapa manifestasi dari sang rahmat ini dinyatakan secara gamblang
dalam Alquran. Termasuk diantaranya adalah pembinaan 'kehidupan yang baik' (hayyat thafyyibah)
dan kesgjahteraan (falah), Umar Chapra, 1slamic Welfare State and its Role in the Economy, dalam
Khursid Ahmad, Sudiesin Islamic Economics, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1981),
144-145

*Q.S. 16 An Nahl: 97
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beri balasan kepada mereka dengan pahaa yang lebih dari apa yang telah
mereka kerjakan.

Sementara itu, falah'terdapat dalam Surat Al-Hgj ayat 77, yang artinya:
Ha orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudiah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Dari uraian tersebut terkandung arti bahwamisi Rasulullah Muhammad
S.A.\W. sebagai Nabi dan pemimpin umat menyiratkan di dalamnya sebagai
konsep Welfare State dalam Islam meliputi aspek hukum, politik maupun
berbaga kebijakan negara dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk
mensgj ahterakan warga negara dalam suasana kasih sayang dan saling tolong
menolong, yang hams dilakukan oleh para organisas masyarakat, institusi
maupun para penyelenggara negara. Beberapa pandangan para ilmuwan Islam
mengena konsep Welfare State dapat disebutkan sebagai berikut.

Pertama, Umar Chapra mengatakan bahwa dalam Islam, tujuan utama
Syari'ah dalam mensgjahterakan masyarakat dengan mengutip pendapat Imam
Ghozali, Umar Chapramenyatakan: Tujuan Syari‘ah adalah untuk meningkatkan
kesg ahteraan masyarakat yang terkait dalam 5 hal, meliputi (1) melindungi
keyakinan/agama, (2) kehidupan, (3) akal, (4) anak keturunan, dan (5) hak milik,
dan termasuk menjamin apa sgja perlindungan dari lima pelayanan umum yang

penting dan diperlukan:

“Defines the objective of the SharPah to be the promotion of welfare of
peoplewhich liesin safeguarding their faith, their life, their intellect, their
posterity, and their property, and includes that whatever ensure the
safeguard of these five services public interest and is desirable” .’

Bahwa gjaran |slam sebagaimanayang termuat dalam perintah Al-Qur’ an

dan Hadis, memperoleh ssimpulan bahwa kegunaan sosial dalam Islam dapat

% Q.S. 22 Al H}§ji: 77

4" Mendefinisikan tujuan dari SharPah yaitu demi kemajuan kesejahteraan masyarakat yang menjaga
kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan propertinya, juga termasuk apa saja yang
menjamin perlindungan dari lima layanan ini demi kepentingan umum dan yang diperlukan.
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dibagi dalam tigatingkatan: keperluan, menyenangkan dan perbaikan:

“By surveying Islamic teachings and injunctionsin the Qur'an and Hadis,

came to the conclusion that social utilitiesin Islam may be divided into

at three-level hierarchy: Necessities, Conveniences, and Refinements”.*

Untuk terlaksananya misi tesebut, Islam menggariskan langkah-langkah
yang meliputi mengatur dalam hal mengurangi penderitaan, generasi yang
makmur, pengasuhan dalam suasanakasih sayang dan saling tolong menolong,
jaminan kebebasan dari moral korupsi, rasa lapar, takut dan tekanan mental. Di
sini, seluruh organisasi dan institusi, termasuk negara, akan memantulkan
karakter pesan bermurah hati, dan memenuhi “"kesgahteraan” seluruh

wargalrakyat:

These include, among others, this fostering of "good life" (hayyat
thoyyibah) and "welfare" (falah), provision of case and alleviation of
hardship, generation of prosperity, nurturing - a climate of love and
affection, and ensuring freedom frommoral corruption. Hunge, fear, and
mental tension. Hence, all organization and institutions, including the
state, should reflect the character of merciful blessing, and cater to the
'welfare' of all people.*

Secara garisbesar pelaksanaan kesgjahteraan sosia dalam Islam meliputi
kesgahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas (a)
meningkatkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap individu danjuga masyarakat
dan (b) pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs) meliputi enam hal, yang
oleh Umar Chapradisebutkan sebagai berikut. (1) latihan dan pendidikan sesuai
bakat yang dimilki; (2) tersedianyapekerjaan sesuai dengan bakat, kemampuan

dan ketrampilannya maupun kebutuhan masyarakat; (3) cukup makanan dan

“ Hasil penelitian dari gjaran-ajaran dalam islam dan perintah-perintah al-Quran dan Hadist, bahwa
kebutuhan social dalam islam dibagi menjadi tiga tingkat hirarki: kebutuhan, kenyamanan, dan
kehalusan budibahasa.

““Termasuk diantaranya, pengembangan ini demi kehidupan yang baik dan sejahtera, bekal hidup dan
mengentaskan kesulitan, generas yang makmur, memelihara-suasana cinta dan kasihsayang,
menjamin kebebasan dari perilaku korupsi. Rasalapar, rasatakut, dan tekanan mental. Oleh karena
itu, seluruh organisasi daninstitusi, termasuk peerintah, harus mencerminkan sifat yang murah hati,
sertamelayani kesejahteraan masyarakat., M. Umar Chapra, The Islamic Welfare Sateand itsRole
in the Economy, dalam Khursid Ahmad, Sudies in Islamic Economics, (United Kingdom, The
Islamic Foundation, 1981), 145
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pakaian; (4) rumah yang nyaman; (5) kesehatan lingkungan pada umumnya
dikombinasikan dengan fasilitas kesehatan yang cocok, dan (6) pemenuhan
fasilitas transport yang memudahkan pekerja ketempat kerjamaupun membawa
produk mereka ke pasar.

Sebagai manayang disebutkan dalam Al-Qur’ an Surat Al-Bagarah ayat 29
yang artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nyatujuh langit. Dan
Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.® Disebutkan juga dalam Surat Al-
Lugman ayat 20, yang artinya: Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah
telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apayang di langit dan apa yang di
bumi dan menyempurnakan untukmu ni‘'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara
manusia adayang membantah tentang (keesaan) Allah tanpailmu pengetahuan
atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.>

Kedua, Ibn a-Qayyim® menyatakan bahwa basis Syari'ah adalah
kebijakan dan kesgjahteraan masyarakat di  dunia dan juga di  akherat.
Kesgahteraan ini terletak dalam keadilan yang lengkap, kemurahan hati,
kesgjahteraan, dan kebijakan: sesuatu itu bertitik tolak dari keadilan ke ketidak
adilan, dari kemurahan hati ke kasar hati, dari kesgjahteraan ke kesengsaraan,
dan dari- kebijaksanaan ke kebodohan:

That "basis of the Shari‘ah is wisdom and welfare of the peoplein world

as well as the Hereafter. This welfare lies in complete justice, mercy,
welfare, and wisdom; anything that departsfrom justicetoinjustice, from

% (.S, 2 Al Bagarah: 29

1 Q.S. 31 Lugman: 20

2 Nama lengkap Ibnu Qayim Al- Jauiziyah adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz
Az-Zar'i Ad Dimasgi.Gelarnya adalah Syamsudin.Kunyayhnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih
dikenal dengan panggilan Ibnu Qayiyim Aljauziyyah. Al-Jauziyyah adalahnama salah satu sekolah
di Damaskus yang dibangun oleh Muhyidin binHafizh bin Fargj Abdurahman Al-Jauzi. Ayah
Ibnu Qayyimm Al-JAuziyyah adalah salah seorang pengurusnya. Adapun Al-Jauzi adalah nisabat
kepada sebuah nama tempat di Bashrah. Dan, ada yang mengatakan bahwa nama ini
dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutera) dan penjualannya. la dilahirkan di kota Damaskus
pada tahun 691H/1292 dan meninggal di Damaskush juga padatahun 751/1350. Ibnu Qayyim Al-
JAuziyah adalah tipekal orang yang hatinya bersih, lapang dada, serta menyayangi orang miskin
dan orang-orang yang baik. Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, cet.1, (Jakarta: Pustaka
Al-kautsar, 2006), 822
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mercy to harshness, from welfare to misery and from wisdomto folly has
nothing to do with the Shari 'ah".>

Ketiga, pendapat Afzalur Rahman yang sejalan dengan Umar Chapra,
bahwa dalam Islam, kesgjahteraan sosial selalu dikaitkan dengan kepentingan
masyarakat dan individu atau dengan kata lain, keduanya saling melengkapi.
Dalam sistem Islam, kebaikan seseorang dipandang sebagal kebai kan masyarakat
dan sebaliknya, kalau masyarakat makmur, orang-orangnya berkecukupan, dan
kalau orang-orangnya makmur, masyarakatnya juga makmur. Begitulah dalam
sistem Islam setigp orang ikut menanggung kesejahteraan orang lain dan
kesejahteraan individu dan sosial menjadi saling melengkapi.™

Di samping itu berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam
kesgahteraan masyarakat agar memelihara hukum dan ketertiban guna
memberikan kesgjahteraan bagi tiap-tiap warga masyarakat, is mengatakan:
segala kepentingan yang objektif negara Islam bertitik tolak dari tanggung jawab
negara |slam adalah usaha perlindungan keselamatan dan integritas negarauntuk
memelihara hukum dan Kketertiban untuk membangun negara agar tiap-tiap
individu sedapat mungkin memperoleh kekuatan dan menambah kesgjahteraan
masyarakat secara menyeluruh:

The @l importance objective of an Isamic state are to safeguard the

safeguard and integrity of the state, to maintain ‘law and order

to develop the country so that every individual in it may be able to
ﬁglz: his full potentialities and contribute to the well-being of the

Keempat, oleh Anwarul Yaqgin dikatakan, konsep Welfare Sate atau
perlindungan masyarakat sebagai tanggung jawab negara modem. Negara

% Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat.
Kesgjahteraan ini terletak padakeadilan penuh, belaskasihan, kesejahteraan,vdan kebijaksanaan;
segala sesuatuyang berangkat dari keadilanke ketidakadilan, dari belaskasiha kekekerasan, dari
kesejahteraan kesengsaraan dan dari kebijaksanaan kebodohan ada hubungannya dengan syari‘ah.

> Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam, terjemahan: Soeroyo, Doktrin Ekonomi Islam,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 50-51

% Seluruh tujuan penting dari negaraislam adalah untuk melindungi. Perlindungan dan ketangguhan
negara untuk menegakkan hukum dan perintah untuk mengembangkan negara sehingga setiap orang
bisa mencapai potensi dan berkontribusi untuk kesejahteraan semua.
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menggunakan hukum sebagai sarana untuk menyelenggarakan hal-hal berkaitan
denganpendidikan, pelayanan bidang kesehatan, perlindungan terhadap anggota
masyarakat lemah (orang tua, wanita maupun anak-anak), pemberantasan
kegjahatan sosia dan eksploitas ekonomi, lingkungan bersih, dan berbagai
pelayanan sosiad terhadap kesgjahteraan warganya. Pemerintahan modem
mengeluarkan uang dalam jumlah besar yang diambil dari pgjak, kepentingan
sosial, dan pelayanan. Umumnya kepentingan ini diatur oleh undang-undang
yang di desain secara khusus. Perlindungan hukum dalam kesejahteraan sosial
yang berlaku di Malaysia menurut Anwarul Yagin adalah karena munculnya
perhatian umum dalam keperluan berbagai caraterhadap perlindungan dengan
perhatian pada empat hal, yaitu (a) orang yang sudah tua; (b) anak-anak; (c)
wanita; dan (d) orang-orang lumpuh.

Increasing public concern has been expressed in recent years as to the

need for some measures to safeguard the interest of senior citizen,
children, women and disabled persons.

Konsep kesgahteraan demikian, oleh Anwarul Yagin dikatakan
mendasarkan pada pendekatan secara lslam dalam mensejahterakan masyarakat
dengan pendekatan kesejahteraan keluarga dan kesgahteraan umum, dengan
mengatakan: Ini adalah sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan
masyarakat menaruh perhatian pada kepentingan keluarga sebagai basis sosial
kelompok yang anggotanya dalam ikatan oleh pertalian cinta, membantu dan
kerjasamadan memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan kesadaran di antara
kebutuhan warga untuk menyampaikan bantuan kepada orang miskin dan
keperluannya. Banyak bukti yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi
menunjukkan bahwa Islam menggunakan dua pendekatan: “kesejahteraan

keluarga dan kesgjahteraan umum” sebagal basis strategi terciptanya suatu

% K eprihatinan publik yang meningkat telah diungkapkan dalam beberapa tahun terakhir mengenai
perlunya beberapalangkah untuk melindungi kepentingan wargalanjut usia, anak-anak, perempuan
dan penyandang disabilitas.
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kesgjahteraan masyarakat.

Pendekatan kesejahteraan oleh Anwarul Y agin tersebut ternyata senada
dengan yang dinyatakan Afzalur Rahman. Dengan secarategas bahwatanggung
jawab negara dalam mensgjahterakan warganya didasari oleh landasan norma
[lahiyah dan Sunnah Nabi tidak hanya mendasarkan pandangan yang dilandasi
oleh pengaruh perkembangan politik dalam suatu pemerintahan negara yang

selama ini dalam tarikan pemerintahan negara liberal/kapitalis dan sosiais.
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FENOMENA DESA SADAR BPJSKETANAKERJAAN; MEKANISME,
TATAKELOLA DAN REALITASJAMINAN SOSIAL BPJS
KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT DESA ERRABU

A. Gambaran Umum Desa Errabu
1. Luas dan Batas Wilayah Desa Errabu

Desa Errabu merupakan satu di antara desa-desa yang berada di
wilayah Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kecamatan Bluto. Luas Desa
Errabu yaitu 120.928 M2. Tanah desa Errabu didominasi |ahan pertanian
dan perkebunan dengan struktur tanah cukup subur karena didiri
beberapa sumber mata air desa. Luas wilayah yang dimiliki desa Errabu
terbagi dalam dua dusun. Y akni dusun temor leke (Timur leke/ Sungai),
dan bara’ leke (barat leke/ sungai); dengan rincian structural desa dua
Rukun Warga dan tujuh Rukun Tetangga.

Desa Errabu berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya. Batas
desa Errabu sebagai berikut;

a. Arah barat berbatasan dengan desa Moncek Timur
b. Arah timur berbatasan dengan desa Gilang

c. Arah selatan berbatasan dengan desa Kapedih

d. Arah utara berbatasan dengan desa Gingging*

Jarak desa Errabu ke ibu kota kecamatan Bluto sekitar 7 km
dengan waktu tempuh 30 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten
Sumenep sekitar 22 km dengan waktu tempuh 45 menit.

2. Keadaan Masyar akat Desa Errabu
a. Keberagamaan dan Sosial Kemasyar akatan
Masyarakat desa Errabu mengalami peningkatan. Secara
keseluruhan jumlah masyarakat desa Errabu dari total 423 KK yaitu

! Data Monografi Kantor Kepala Desa Errabu
2 Data Profil Desa Errabu 2007
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1.317jiwa dari usia 0-56 tahun keatas. Dengan rincian berdasarkan
jenis kelamin yaitu masyarakat laki-laki dengan rentang usia 0-56
tahun ke atas sebanyak 633 kepala. Sedangkan perempuan sebanyak
684 kepala. Dari jumlah tersebut terlihat jumlah masyarakat cukup

berimbang antara laki-laki dan perempuan.®
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Data Jumlah Masyarakat, Jumlah KK dan Jenis Kelamin Serta Rentang Usia

Berdasarkan Buku Rencana Pembangunan Desa Errabu Tahun
2020 Keberagamaan masyarakat desa Errabu jika merujuk kepada
data monografi desa, keseluruhannya memeluk agama Islam. Dari
keseluruhan jumlah masyarakat yaitu 1.317 jiwa, semuanya adalah
muslim. Masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat desa
Errabu pada khususnya merupakan masyarakatdengan keyakinan
agama |slam yang fanatik. Jika digolongkan, masyarakat desa Errabu
mayoritas bisa dikategorikan sebagai penganut Islam tradisional.
Juga dapat dikatakan seluruh masyarakat desa Errabu secarakultural

merupakan pengikut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia

3

Buku Induk Penduduk/ Buku Data Penduduk Kantor Desa Errabu; Set Data Tahun 2020 pada

Lembar Ke-10
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yaitu Nahdlatul Ulama (NU).*

K eberagamaan masyarakat desa Errabu sangat tinggi, bahkan
seperti dagrah pedesaan di Madura lainnya, agama merupakan
elemen yang menjadi pondasi untuk ketertiban sosial. Praktik-praktik
dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Errabu adalah cermin dari
tingginya nilai-nilai agama bagi masyarakat desa Errabu.

Masyarakat desa Errabu merupakan bagian dari Masyarakat
Madura yang dikenal dengan budaya yang khas, unik, stereotipikal,
dan stigmatik. Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian-
bahwa entitasetnik Maduramemiliki kekhususan-kultural yang tidak
serupa dengan etnografi komunitas etnik lainnya.”

Kekhususan kultura itu tanpak antara lain pada ketaatan,
ketundukan dankepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat
figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis
keberagamaan, sebagaimana juga berlaku di tengah-tengah
masyarakat desa Errabu. Keempat figur itu adalah Buppa', Babbu,
Guru, ban Rato (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin Pemerintahan).
Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang
Madura menampakkan wujudnya dalam praksis kehidupan sosial
budaya mereka.®

Bagi etnik Madura khususnya masyarakat desa Errabu,
kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hak yang niscaya jika
dileburkan kedalam sebuah aturan normatif yang tertulis, namun
dalam kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat. Sehingga
segala bentuk pengabaian baik yang disengaja maupun tidak tentu
akan mendapat sanksi soaia dan kultural bagi pelakunya. Bahkan

Taufiqurrahman mengatakan, dalam pengertian yang lebih luas

4 DataMonografl Kantor Kepala Desa Errabu
Tauflqurrahman | dentitas Budaya Madura, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. X1 No. 1 April 2007, 3
® A. Latief Wiyata, Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura, (Jakarta
CERIC-FISIP Ul, 2003), 1
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tentang kepatuhan tersebut diaktualisasikan sepanjang hidupnya,
sehingga tidak ada kosa kata yang patut dan pantas untuk menyebut
istilah lain kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan pada
keempat figur utama tersebut.’

Kepatuhan atau ketaatan kepada Ayah dan Ibu (Buppa ban
Babbu’') sebagai orangtuakandung atau nasabiyah sudah jelas, tegas,
dan diakui keniscayaannya. Secarakultural, ketaatan dan ketundukan
seseorang kepada kedua orangtuanya adalah mutlak. Jika tidak,
ucapan atau sebutan kedurhakanlah ditimpakan kepadanya oleh
lingkungan sosiokultural masyarakatnya. Bahkan, dalam konteks
budaya mana-pun, kepatuhan anak kepada keduaorang tuanya juga
menjadi kemestian secara mutlak, tidak dapat dinegosiasikan,
maupun diganggu gugat. yang mungkin berbeda, hanyalah cara dan
bentuk dalam memanifestasikannya. Kepatuhan mutlak itu tidak
terkendala oleh apa-pun, sebagai kelaziman yang ditopang oleh
faktor genealogis. Konsekuensi lanjutannya relatif dapat dipastikan
bahwa jikapadasaat ini seseorang (anak) patuh kepadaorangtuanya,
maka pada saatnya nanti diaketikamenjadi orangtua-akan ditaati pula
oleh anak-anaknya. ltulah salah satu bentuk pewarisan nilai-nilai
kultural yang terdiseminasi. Siklus secarakontinu dan sinambungitu
hanya akan berulang dan berkelanjutan dalam kondisi normal, wajar,
dan alamiah, kecuali kalau pewarisan nilai-nilai kepatuhan itu
mengalami keterputusan yang disebabkan oleh berbaga kondis,
faktor, atau peristiwa luarbiasa.®

Kepatuhan orang Madura kepada figur guru berposisi pada
level hierarkis selanjutnya. Penggunaan dan penyebutan istilah guru
menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai pengasuh pondok

pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada “ sekolah-sekolah”

"Taufiqurrahman, | dentitas Budaya Madura, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, 3
8 Taufiqurrahman, | dentitas Budaya Madura, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. X| No. 1 April 2007, 3
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keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks
moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatol ogis-terutama
dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau
derita di aam kehidupan akhirat (Morality and Sacred World). Oleh
karena itu, ketaatan orang-orang Madura sebagaimana masyarakat
desa Errabu kepada figur guru menjadi penandakhas budayamereka
yang-mungkin tidak perlu disangsikan keberadaan dan keberle-
kuannya.’

Siklus-generatif tentang kepatuhan orang Madura (sebagai
murid) kepada figur guru ternyata tidak dengan sendirinya dapat
terwujud sebagai mana ketaatan anak kepada figur | dan 11, ayah dan
ibunya. Kondisi tersebutdikarenakan tidak semua orang Madura
mempunyal kesempatan untuk menjadi figur guru. Sehingga dari itu,
orang Madura-pun masih dikatakan belum cukup wadah dan |eluasa
untuk mengubah dirinya menjadi orang yang senantiasa berprilaku
patuh, tunduk dan pasrah.

Sedangkan kepatuhan orang Madura, khususnya di desa
Errabu kepada figur Rato (pemimpin pemerintahan) menempati
posisi hierarkis keempat. Figur Rato dicapai oleh seseorang dari
mana pun etnik asalnya, bukan karena faktor genealogis semata
melainkan bisa karena prestasi dalam meraih statusnya. Sementara
realitasnya, tidak semua orang Madura diperkirakan mampu atau
berkesempatan untuk mencapal posis sebagai Rato tersebut. Oleh
karena itu, kesempatan untuk menempati figur Rato-pun dalam
realitas praksisnyamerupakan kondisi langka yang relatif sulit (tidak
semua bisa) diraih oleh orang Madura khususnya di daerahnya
sendiri. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan bahwa sepanjang

hidup orang-orang Madura masih tetap dalam posis yang senantiasa

® Taufiqurrahman, | dentitas Budaya Madura, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. X| No. 1 April 2007, 3
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harus patuh. Begitulah posisi subordinatif-hegemonik yang menimpa
para individu dalam entitas etnik Madura.'®

Kepatuhan orang-orang Madura khususnya masyarakat desa
Errabu kepada empat figur utama tersebut sebagaimana yang telah
diungkapkan Y udilatif dalam bukunya, bahwa pada sisi religiusitas
budayanyalah letaknya. Dan juga sebagai pulau yang berpenghuni
mayoritas Muslim, Madura termasuk desa Errabu menampakkan ciri
khas keberlslamannya yang khas, khususnya dalam aktualisas
ketaatan kepada gjaran normatif agamanya.™*

Hal tersebut pula yang tergambar dalam kepatuhan kepada
kedua orangtuadi masyarakat desa Errabu yang merupakan tuntunan
Rasulullah SAW walaupun urutan hirarki seharusnya mendahulukan
Ibu (Babbu') kemudian Ayah (Buppa). Rasulullah menyebut
ketaatan anak kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada Ayahnya
Selainitu jugadinyatakan bahwa keridhaan orangtua® menjadi dasar”
keridhaan Tuhan Sejatinya juga yang tercermin pada masyarakat
desa Errabu sebagal bagian dari masyarakat Madura. K epatuhan pada
orang tua merupakantindakan yang harus dilakukan oleh anak tanpa
pamrih atau tanpa adanya tekanan dari pihak mana-pun sebagai
bentuk realisasi gjaran agama yang mereka yakini. Juga kepatuhan
masyarakat/ masyarakat desa Errabu pada guru atau orang yang
mereka sepuhkan pada bidang agama, hampir tidak ada bedanya
dengan kepatuhan mereka pada orang tuanya.

Sedangkan pada tataran kepatuhan pada pemimpin
pemerintahan (ratoh), masih sangat bergantung pada kepatuhan
bapak, ibu terlebih oleh kepatuhan pada guru. Jika dibandingkan
tingkat kepatuhan masyarakat desa Errabu diantara empat figur

19 Taufiqurrahman, Identitas Budaya Madura, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. X1 No. 1 April 2007,

3-4

A, Latief Wiyata, Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, (Y ogyakarta: LkiS,

2002), 42
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tersebut; khusus figure yang ke-empat mempunyai tempatnyasendiri,
khususnya dalam sosi al-kemasyarakatan. K epatuhan masyarakat desa
Errabu terhadap pemimpin/ Ratoh |ebih tergantung padatempat yang
mereka diami juga lebih bersifat forma-individual. Artinya
masyarakat desa Errabu melihat dan memaknai posisi pemimpin tak
lain sebagal bapak dalam lingkup sosial-kemasyarakatan dan
kepemerintahan. Karenakeberadaan mereka saat ini disadari sebagai
bagian dari kehidupan mereka.

. Pendidikan

Padalingkup pendidikan, masyarakat desa Errabu mayoritas
merupakan lulusan pesantren; sedangkan pada lingkup pendidikan
formal merupakan lulusan sekola pada tingkat dasar, menengah
pertama disamping ada yang menamatkan sekolah menengah atas.
Pada generasinya, remga atau pemuda desa Errabu mempunyai
beberapa lulusan sarjana/ lulusan sekolah pada perguruan tinggi
negeri maupun swasta, dari sarjana S1 hingga S2. Pada pendidikan
terahir tersebut memng mayoritas generasi muda desa Errabu. Juga
selain pendidikan padalingkungan formal sebagaimanadisingung di
awal, masyarakat desa Errabu juga mengena pendidikan pesantren.

Pendidikan pesantren ini jugatidak sedikit yang menamatkan,
selain sebagal sistem pendidikan kultural masyarakat setempat, juga
merupakan sebuah keharusan yang telah turun-temurun mendidik
anak-anak/ generasinyadi pesantren, meski pada saat ini mengal ami
penurunan khususnya pada pesantren dengan kurikulum klasik. Akan
tetapi kedua sistem pendidikan tersebut di desa Errabu dapat
dijalankan dan dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat desa
Errabu. Hal ini terbukti dengan keberadaan dua pondok pesantren di
desa Errabu yang keduanya sama-samamemadukan antarapendidikan

pesantren yang dikenal dengan kurikulum keagamaan seperti
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pendidikan baca kitab kuning dan Al-Qur’ an salah-satunya; berjalan
sgigar dengan pendidikan forma yang dikenal dengan kurikulum
pendidikan dengan fokus pembel g aran padailmu pengetahuar/ sains.

Table Tingkat Pendidikan Maswvarakat Desa Errabu Berdasarkan Buku
Perencanaan Pembangunan Desa Errabu set 2020
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Berdasarkan pada wawancaralangsung yang dilakukan; desa
Errabu sebagaimana telah disinggung di atas, termasuk pada salah-
satu desa yang cukup baik pada lingkup penyiapan SDM. Karena
selain generasinya yang sudah banyak yang melanjutkan pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi, juga mayoritas masyarakat pada
umumnyamempunyai kesadaran yang baik terkait pendidikan. Secara
kultural, masyarakat desa Errabu mayoritas berlatar belakang
pendidikan pesantren; meski pada saat ini tidak sedikit yang
mel anjutkan padajenjang pendidikan formal, namun tetap ditempuh
di lingkungan pondok pesantren baik padajenjang pendidikan tingkat
pertama, atas bahkan sampa sarjana. Seperti pada dua lembaga
pesantren yang ada di desa Errabu misalnya selain pada lembaga
pesantren lainnya yang ada di luar desa Errabu yakni ada pesantren

Annugoyah, Al-Amin dan lain sebagainya.
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“Mayoritas penduduk Errabu panikah Monduk jugen aanjut

sekolah formal atau agamanya e ponduk. Umummah

smangken derih MTs, MA; jugen bedeh se alanjut sarjana e

Annugoyah, Al-Aminjugenel em"blapa-l embagase-ghi’ bedeh

hubungannah sareng keagamaan.

Keumuman pendidikan yang ditempuh oleh SDM yang adadi
desa Errabu dari total 770 usia produktif yakni kisaran umur 16-55
tahun baik laki-1aki maupun perempuan mayoritas pernah mengenyam
pendidikan diberbagai tingkatannya di pesantren yang kedmudian
padajenjang berikutnyaseperti padajenjang sarjana, magister mereka
banyak yang mel anjutkan padalembaga pendidikan di luar pesantren.
Dengan estimasi jumlah laki-1aki usia 16-55 tahun yang melanjutkan
pendidikan sebanyak 397 orang dan perempuan pada rentang usia
yang sama mencapai 373 orang. Dari jumlah tersebut diketahui yang
melanjutkan pendidikan di luar pesantren laki-laki maupun
perempuan sebanyak 237 orang khususnya pada jenjang pendidikan
agama, MTs dan MA. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan di

luar pesantren baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 533 orang

dengan rata-rata pada jenjang yang sama.

Persentase pendidikan Penduduk Errabu di pesantren dengan di luar
pesantren

anjutkan Jumlah

didikan di luar 25%

m Laki-laki Usia 16— 55 tahun m Perempuan Usia 16— 55 tahun
o Jumlah Melanjutkan pendidikan di luar pesantren

m Melanjutkan pendidikan di pesantren = Jumlah

2 Umummah penduduk desa Errabu berpendidikan pesantren, melanjutkan sekolah formal maupun
agamanyadi pesantren. Pada umumnya saat ini melanjutkan padaM Ts, MA dan adajugasarjanadi
pesanren seperti salah-satunyadi Annugoyah, Al-Amin jugadi lembaga-lembaga pendidikan yang
masih ada keterkaitan dengan lembaga pesantren. Wawancara dengan bapak Mohammad |lyas
(perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2020 pukul: 09:43
WIB



69

mempengaruhi sektor kehidupan lainnya, salah-satunya padalingkup
mata pencaharian/sumber perekonomiannya. Tingkat pendidikan,
padabanyak penditian dijadikan pola-pikir objektif dalam mene usuri
sumber utama perekonomian suatu masyarakat, selain lingkungan dan
letak wilayah yang juga mempunyai pengaruh pada sumber
perekonomia suatu masyarakat.

DesaErrabu biasa dikatakan sebagai desa dengan kemudahan
bidang pendidikan. Karena ditengah-tengah lingkungan masyarakat
desa Errabu berdiri dua lembaga pesantren dengan dua system
pendidikan sekaligus, yakni pesantren dengan kurikulum klasik dan
pesantren dengan kurikulum moderen. Sehingga dengan adanya dua
lembaga pendidikan itu, masyarakat tidak perlu memikirkan
jangkauan atau jarak tempat mendidik anak-anak mereka bahkan
secara materi, pendidikan dilingkungan masyarakat desa Errabu
cukup terjangkadl.

Selainitu, masyarakat jugadiuntungkan dalam hal pendidikan,
karenadapat ikut memantau anak-anak mereka secaralangsung dalam
perkembangan pesertadidik, baik sebagal wali dari anak-anak mereka
ataupun sebagai masyarakat yang peduli pada pendidika. Dari sudut
pemdes Errabu, melalui perangkat-perangkatnyacukup apresiatif dan
bersinergi dalam rangka menigkatkan kualitas pendidikan di
lingkungan masyarakat desa.

Kedua lembaga pendidikan yang dimaksud tidak lain adalah
Pondok Pesantren Mashlahatul Hidayah dan Pondok Pesantren
Miftahulloh. Keduanya sama-sama menjalankan dua system
pendidikan, yakni pendidikan dengan kurikulum pesantren dan
pendidikan dengan kurikulum formal. Untuk pendidikan dengan
kurikulum pesantren pelaksanaanya yakni pada sore hari hingga

malam, sedangkan untuk pendidikan dengan kurikulum formal
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pelaksanaannya sebagaimana umummnya yakni mulai pagi hari
hingga siang menjelang sore. Pada kedua lembaga tersebut juga
dipimpin langsung oleh seorang Kiya yang juga merupakan
masyarakat desa Errabu, berkut tenaga pengajarnya juga mayoritas
memakai SDM asli masyarakat desa Errabu. Sehingga semangat
untuk menciptakan generasi yang berpendidikan sangat besar.
“Mun tingkat pendidikan desa Errabu insyaAllacukup bagus.
Karna selaen terdukung sareng bedenah due’ ponduk, jugen
unstad/ustadzah pengajerreh aslih masyarakat disah Errabu.” 2
Sebagaimana diketahui, masyarakat M adura pada masa-masa
orde lama dan orde baru; pada lingkup pendidikan bisa dikatakan
memegang teguh pola pendidikan berbasis pesantren, sehingga
berdasarkan pada sistem pendidikan yang dilalui, masyarakat/
masyarakat Madura meski wataknya keras dan pekerja keras
sebagai manamasyarakat desa Errabu, akan tetapi merekamempunyai
pendirian yang kokoh dan pribadi yang santun serta terbuka pada
setigp golongan. Dan seiring perubahan dalam peradaban masyarakat
dan lingkungan, kini masyarakat Errabu termasuk dalam kategori
masyarakat dengan kudifikas tingkat pendidikan yang baik
berdasarkan kepada sensus yang dilakukan oleh pemerintah desa
Errabu dan fakta lapangan.
c. Perekonomian
Seiring dengan perkembangan jaman dan juga keluar-
masuknyamasyarakat/ masyarakat Madurakhususnyadi desaErrabu,
sedikit banyak memberikan warna dan perkembangan baru dalam
memahami pendidikan, terutama untuk para generasi mereka. Dua
sistem pendidikan yang ada ditengah-tengah mereka dapat mereka

jalankan bahkan secara bersamaan; yakni dengan memasukkan anak-

¥ Kalua tingkat pendidikan desa Errabu, insyaAllah cukup bagus. Karena selain didukung oleh
keberadaan dua pondok pesantren, juga tenaga pengajarnya asli masyarakat desa Errabu,
wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala
desa Errabu, 17/02/2020 pukul: 09:20 WIB
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anak mereka pada lingkungan pesantren dengan paduan sistem
pendidikan formal sebagaimana banyak dikembangkan oleh
pesantren-pesantren modern saaat ini.

Berdasarkan pola atau latar belakang pendidikan masyarakat
desa Errabu tersebut di masa-masa berikutnya akan membawa
dampak padalingkup kehidupan merekayang lainnya. Misalnyapada
sistem pencaharian atau sumber perekonomian mereka. M asyarakat
desa Errabu menurut data monografi desa, mayoritas (70%) mata
pencaharian masyarakat adalah petani/ pekebun dengan kuasa tanah
yang terbagi pada setiap kepalakeluarga (KK) jikamengacu padadata
buku induk kantor desa Errabu kurang dari 10 hektar.* Artinyajika
diukur diameter kuasatanah tidak banyak; dalam satuan penyebutan
di lingkungan masyarakat desa Errabu dikenal dengan nama
lokke' (petak).

Selain itu, sumber perekonomian masyarakat Errabu jugaada
yang mereka dapatkan dengan bekerja keluar daerah atau merantaw.
Sebagal mana keumuman masyarakat M adura, masyarakat desaErrabu
sebagian ada yang menggantungkan perekonomian mereka dengan
cara merantau bahkan hingga ke negaralain. Disamping petani dan
perantau juga ada sebagian masyarakat yang berwirausaha, namun
sumber ekonomi yang terahir ini kurang diminati lantaran dianggap
masih belum bisa dijangkau secara pengetahuan atau juga karena
diangap membutuhkan dana dan waktu lama untuk menikmati
hasilnya; sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka cukup mendesak.

“Samangken e dhisa Errabu eadeppaghi sareng kenyataan
urbanisasi edelem kabotoan odi’, tak sakonik warga kadinto se

ngoladih kaungtongan dhe’ loar daerah, misalla dhe’_jakarta tor
daerah lain, bahkan sampek dhe; negere tatanggeh.”

¥ Buku Induk Penduduk/ Buka Data Penduduk Kantor Desa Errabu; Set Data Tahun 2020 pada
Lembar Ke-6

!> Saat ini, desa Errabu dihadapkan pada kenyataan urbanisasi dalam hal kebutuhan hidup. Tidak
sedikit wargakami yang mencari peruntungan ke luar daerah/ desa. Misalnyake Jakarta dan daerah
lain, bahkan ke negara tetangga. Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu
Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul: 09:43 WIB
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Sebagaimana disinggung di atas, pada dasarnya masyarakat
Madura atau etnis Madura merupakan salah-satu etnis dengan
karakter kompetitor atau jiwa peuang, sehinggatidak dianggap tabu
jika masyarakat Madura berani meninggalkan keluarga, rumah dan
tanah mereka sehingga saat ini-pun keberadaannyadapat dijumpai di
berbaga sudut di Negeri ini bahkan di berbagal Negara; yakni tidak
ada lain dalam rangka menjemput rejeki untuk kebutuhan keluarga
mereka

Nampaknya, kenyataan tersebut jugaberlaku padamasyarakat
desaErrabu sebagai bagian dari masyarakat etnis Madura. Merupakan
imbasdari polapikir juga pengaruh lingkungan luar selain merupakan
tuntutan kebutuhan hidup mereka. Kebanyakan dari mereka yang
merantau/ melakukan urbanisasi sumber perekonomian keluarga
adalah usis-usia produktif atau sudah masuk usiakerjayakni rentang
usia 19-38 tahun bahkan lebih. Mencari kerja keluar daerah saat ini
ol eh sebagian masyarakat desa Errabu dianggap salah-satu carayang
dapat memenuhi kebutuhan mereka; meski harus meninggalkan
keluarga, tanah yang seharusnya menjadi lahan produktif di desa
mereka. “Eman sebenderreh, bedeh tanapastadek se-agerephemunla
etingelaghi arantau.” *°

Sumber perekonomian masyarakat desa Errabu cukup
beragam. Pertanian merupakan sumber perekonomian mayoritas
ditekuni oleh masyarakat desa Errabu; yangterdiri dari jaung, kacang-
kacangan, sayuran hingga padi. Di lingkup wirausaha (ditekuni
kurang dari 2% masyarakat desa Errabu) selain kios, kebutuhan
rumah tanggajugaterdapat kios kebuthan pertanian dan usaharumah

tangga seperti camilan/ makanan ringan yang merupakan inisiasi dari

1 Eman sebenarnya, ada tanah tapi tidak ada yang mengelola kalua ditinggal merantau oleh
pemiliknya. Wawancara, Moh. Hasan (Perangkat desa Errabu bag. K esgjahteraan penduduk desa) di
desa Errabu, pukul 09:52 WIB tanggal 17/02/2021
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BUMDES sebagai mentor dan fasilitator kewirausahaan masyarakat
desa Errabu. Disamping itu, masyarakat desa memelihara ternak
seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. Kotoran dari hewan peliharaan
tersebut dikumpulkan dan dibakar untuk kemudian dijadikan pupuk
alami untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Sedang hasi penjualan
hewan peliharaannya menjadi tambahan dari penghasilan keluarga.
Jenis pertanian lain yang juga merupakan produk unggulan
daerah yang ditekuni setigp musim tanamnya leh masyarakat desa
Errabu adal ah tembakau yang masa tanamnya hanya pada saat musim
kemarau. Kudlitas tembakau yag ditanam oleh masyarakat desa
Errabu termasuk dalam kategori super; karena setiap tahun atau masa
panennyamenjadi sal ah-satu tembakau yang diminati oleh perusahaan
besar seperti rokok gudang garam. Jika sudah masuk masa panen,
hasil panen yang diperoleh dari penjualan tembakau tersebut,
diperuntukkan kebutuhan dalam satu tahun; seperti biaya
sekolah/mondok, biaya kesehatan, biaya pernikahan (bagi yang
mempunya hajat), biaya rumah tangga, selamatan, dan lain-lain.
Selain tembakau, penghasilan masyarakat juga diperoleh dari
penjualan buah kelapa, dan cabi jamu. Sehinga pada intinya,
mayoritas masyarakat desa Errabu berdasarkan peta sumber
perekonomiannyamas h tergolong dalam masyarakat yang bergantung
atau mengandalkan alam sekitar (pertanian).
" Sekitar 60-70% ekonominah masyarakat Errabu ecokobhin
kalaben atanih. Misal namen jagung, kacang, sayur akadiyeh
sawi deun, arta’ dan cabbi jemuh ben bileh nimor biasananem
bekoh. Pyguknah derih kotoran hewen ternak beng-saebeng
compok.

Persentase dari jumlah keseluruhan masyarakat desa Errabu

tersebut, memang mayoritas sumber perekonomiannyadiperoleh dari

17 Sekitar 60-70% perekonomian masyarakat Errabu kecukupannya bergantung pada pertanian.
Misalnyamenanam jagung, kacang-kacangan, sayur seperti sawi daun/ hijau, kacang hijau dan cabai
jamu. Dan jika kemarau tiba, biasanya menanam tembakau. Untuk pupuknya diambilkan dari
kotoran hewan ternak masing-masing petani,Wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa bag.
K esgjahteraan masyarakat), di kantor kepaladesaErrabu, 17/02/2021 pukul 10:17. WIB Lihat juga
profil desa Errabu.
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lahan pertanian yang mereka garap. Sissa dari persentase tersebut
yang tidak pergi merantau keluar daerah atau keluar negeri,
pemenuhan kebutuhan ekonominya didapat dari bekerja sebagai
buruh pabri tembakau (pabrik rokok gudang garam). Selain itu
sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai penggjar di dua lembaga
pesantren modern yang adadi desa Errabu dan di beberapa sekolah di
luar desa Errabu. Sehinga dalam lingkup peraturan pekerjaan
sebagai mana peraturan perundang-undangan, pekerjaan yang ditekuni
oleh masyarakat desa Errabu masuk dalam sistem kerjainformal.
Sumber perekonomian atau mata pencaharian masyarakat desa
Errabu selain beberapajenis yang telah disebutkan diatas, masih ada
mata pencaharian lainnya, yakni sebagai penyediajasa pertukangan.
Biasanya untuk penyedia jasa pertukangan ini dilaksanakan dengan
dua sistem. Pertama sistem transaks individua yang cakupan
pemakaian jasanya masi h disekitar desa atau kecamatan. Sedangkan
yang kedua yakni sistem transaksi kelompok atau yang dikenal
dengan sistem borongan; biasanya sistem yang keduaini lebih banyak
dipakai oleh konsumen di luar kecamatan atau bahkan antar
kabupaten dan kota. Untuk tariff jasanya mengikuti transaksi
keumuman atau lebih kepada transaksi personal. Sedangkan waktu
kerja penyedia jasa pertukangan ini seperti biasanya, yakni dari pagi
hari hingga sore hari.
“Somber pencaharian masyarakat Errabu neka acem macem,
bede se aatanih, bede buruh pabrik, tenaga pengajar, toking,
adegeng tor jugen perantauan. Dheri genika dhisa Errabu

cukup produktif edelem masalah ekonomi; meski gik
dikatakan pas-pasan.” *®

18 Sumber penghidupan masyarakat desa Errabu ini cukup variatif, ada yang petani, buruh pabrik,
tenaga pengaj ar, tukang dan pedagang hingga perantau. Dari itu, desa Errabu cukup produktif dalam
hal ekonomi; meski masih dalam garis pas-pasan., wawancara, Muhammead |lyas (perangkat desa
koordinator bag. BPJS Ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 11:16
WIB lihat juga pada tabel buku induk data desa set 2020.
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Kema emukankan masyarakat desa Errabu dalam hal mata
pencaharian tidak lepas dari tuntutan masing-masing keluarga akan
kebutuhannya sel ain perkembangan pengetahuan dan teknologi yang
jugaikut mempengaruhi arah gerak dan caraberfikir masyarakatdesa
Errabu. Akan tetapi, atas fakta tersebut terdapat hal yang berbeda
kiranya dengan daerah lainnya, yakni produktifitas atau pemenuhan
perekonomian masyarakat desa Errabu hampir tidak ditemukan yang
bergantung pada pola hidup yang terus menerus bersifat konsumtif.
Artinya, dari pendapatan yang mereka peroleh dari mata
pencahariannya, mereka paham dengan kebutuhan mereka sehingga
mereka selain produktif juga keinginan untuk mandiri dan
berpenghasilan menjadi animo tersendiri di lingkungan masyarakat

desa Errabu meski dengan sistem kerjainformal pada umumnya.

B. Mekanisme dan Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS K etenagakerjaan

Secara Konstitusional, mekanisme penyelengaraan BPJS
ketenagakerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang BPJS
nomor 24 tahun 2011 sebagaimanadalam sub bab |egalitas|lembagajaminan
sosiad di atas. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus
dipahamkan kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam
memahami dan menja ankan menisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat
desa Errabu sebagai salah-satu peserta BPJS K etenagakerjaan di lingkungan
kantor oprasional BPJS kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat desa
Errabu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan
prasyarat yang ditetapkan olen BPJS kabupaten Sumenep. Yakni dengan
diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi bagian atau
peserta BPJS ketenagakerjaan. Slah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk

menjadi perserta BPJS ketenagakerjaan i al ah seseorang harus sudah mencapai
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usia kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada
pasal satu ketentuan umum angka 26 yakni “ Anak adalah setiap orang yang
berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”*° Artinya, setiap individu atau
orang dikatakan telah mencapal usia kerjabila sudah berumur 18 tahun atau
lebih. Dengan demikian, masyarakat desa Errabu yang dapat menjadi peserta
BPJS ketenagakerjaan meraka yang telah berumur 18 tahun ke atas. Juga
telah disampai kan oleh pemerintah desamelalui perangkatnyayang bertugas
serta dalam buku perencanaan pembangunan jangka panjang desa Errabu
tahun 2015-2020, bahwa data usia masyarakat yang masuk dalam usiakega
yakni kisaran umur 18 tahun hingga 59 tahun setiap angkatan kerjanya.

“Sementara se kaule data terkait omur dhelem angkatan kerja

masyarakat Errabu nekadheri 18 sampek 59 taon. Sebelum depak 18

taon neka termasuk omur se tak masok usia kerja” %

Hal ini sebenarnya juga sesua sekaligus sebagal sinergi antar
peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk ketentuan yang dapat
menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, dalam pasal 14 undang-undang BPJS
tertuang “ Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.”
Ini artinya siapa sgjabiasa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan asal telah
memenihi persyaratan yang telah ditentukan. Juga telah ditegaskan, bahwa
setiap orang yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan program jaminan
sosia diwgjibkan agar mendaftarkan dirinya dan keluarganya yang juga
memenuhi syarat dalam BPJS ketenagakerjaan khususnya sebaga peserta
BPJS yang telah dipilih atau sesuai program BPJS yang akan diikuti;
sebagaimana dalam pasa 16 undang-undang BPJS “Setiap orang, selain
Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan luran, yang memenunhi

persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan

19 Undang- undang Republik | ndonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 ketentuan
umum pasal 1 angka 26

% Sementara ini yang kami data untuk usia dalam angkatan kerja masyarakat Errabu 18 sampai 59
tahun. Di bawah 18 tahun berarti belum masuk usiakerja. wawancara, Muhammad | lyas (perangkat
desa koordinator bag. BPJS Ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul.
10:13 WIB lihat juga pada tabel buku induk data desa set 2020.
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dirinyadan anggota kel uarganya sebagai Pesertakepada BPJS, sesuai dengan
program Jaminan Sosial yang diikuti.” Diwgjibkan jugakepada pesertayang
mendaftarkan dirinyadan kel uarganyaagar melengkapi datadiri dan keluarga
yang didaftarkan kemudian diserahkan ke pihak penyelenggara jaminan
sosia. Hal ini sebagaiman tertuang dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang
BPJS “(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan data mengenai dirinya dan anggota kel uarganya secaralengkap
dan benar kepada BPJS.”

Di desa Errabu, masyarakat yang mendaftar dan menjadi pesertaBPJS
ketenagakerjaan terbagi ke dalam tigakategori. Kategori pertama peserta dari
lingkungan perangkat desa Errabu, yakni mulai dari kepala desa hingga
semuaperangkat-perangkatnyajugakel uarganya. Kategori keduayakni para
tokoh agamakhususnya pimpinan |lembaga (pesantren) dengan semuatenaga
penggjar atau tenaga administrasinya berikut keluarganya. Ketiga kategori
individu yang berasal dari kalangan masyarakat/ masyarakat desa Errabu.

Agar masyarakat atau pemerintah desa semakin maksima dalam
mengakomodir masyarakat, baik yang berangkat dari lembaga atau individu
untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; BPJS ketenagakerjaan
bersama-sama pemerintah desa Errabu bersinergi membentuk pengurusyang
SDMnya berasal dari masyarakat desa dan dibawah binaan serta koordinasi
pemerintah desa. Kepengurusan khusus bidang BPJS ketenagakerjaan
tersebut diberikan nama “perisa” dengan tugas pokoknya iaah
mengampanyekan/ mensosialisasikan serta mendorong masyarakat desa
Errabu agar ikutserta menjadi bagian dari BPJS khususnya BPJS
ketenagakerjaan, dan agar supaya masyarakat desa Errabu mempunyal
jaminan sosia dimasa yang akan datang.

“E dhisa errabu neka ampon ebentuk pengurus sareng BPJS ben

pemerintah disa separengi asma “perisal” anggotanah neka deri

masyarakat ka' dinto. Tugasah neka untuk akampanye BPJS sareng
memotivasi masyarakat sopajeh ageduan hgjat abadhi BPJS jaminan
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sosia "%

Sinergitas antara BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah desa pada
dasarnya juga dibenarkan oleh undang-undang BPJS dalam pasal 18 ayat 1
dan 2 yakni “(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan luran dan
anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. (2) Penerima Bantuan
luran wajib memberikan datamengenai diri sendiri dan anggotakeluarganya
secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada
BPJS.”

Tetapi dalam perjalanannya, perwakilan BPJS yang tergabung dalam
‘perisai’ desa Errabu tersebut mengalami beberapa kendala dan benturan
anggota karena kepentingan yang bersifat individual bahkan kepentingan
politik atau pandangan yang berbedaterhadap kebijakan dess; seperti pro dan
kontraterhadap pejabat desa karena sebagian dari pegurus persai merupakan
pihak lawan pada saat pemilihan kepala desa yang mencoba dirangkul oleh
parastruktur desamenjabat, juga adanyakepentingan kel ompok seperti ingin
memobilisas masyarakat untuk kemapanan structura pemdes hingga
kepentingan individu seperti mencari namadan memanfaat momentum untuk
posis tertentu di desa atau di luar desa Erabu. Sehingga saat penulis ke
lapangan, hanya tingal beberapa individu yang sampai’ saat ini masih
konsi sten mengampanyekan/ mensosi ali sasikan program BPJS sebagaimana
awal mula mereka dibentuk dan tergabung dalam wadah yang diberi nama
“perisal” tersebut.

Akan tetapi meski dengan keadaan demikian, pemerintah desaErrabu
melalui perangkat desa yang diberi tugas untuk mengomandoi sosialisas
program BPJS guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat desa;

masih berharap dan terus melakukan kampanye kepada masyarakat. Karena

! Untuk desa Errabu telah dibentuk pengurus oleh BPJS bersama pemerintah desa kemudian diberi
nama “Perisal” yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Tugasnya mengampanyekan
BPJS dan memotivasi masyarakat agar mempunyai keinginan untuk memiliki jaminan sosial
kedepannya. Wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS
K etenagakerjaan) di kantor kepaladesaErrabu, 17/02/2021 pukul. 10:13WIB, lihat jugapadatabel
buku induk data desa set 2020.
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bagamana-pun menurut mereka, keberadaan BPJS ketenagakerjaan
khususnya merupakan fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap
masyarakat demi meningkatkan kesg ahteraan hidup sertamenjamin hari-hari
tua atau bahkan menjamin mereka dari berbagai kemungkinan yag tidak
diinginkan.

“Kabadeen perisai kadinto se anggota epon 6 oreng sangat ekabuto,
namong samangken coma bede beberapa oreng seaktif deri 6 oreng
genikah”#

Perwakilan BPJS ketenagakerjaan yang tel ah dibentuk tersebut selain
berada dalam pengawasan pemdes Errabu juga bertangung jawab kepada
lembaga penyelenggara jaminan sosia dalam ha ini iadah BPJS
ketenagakerjaan terkait berbagai perkembangan yang adadi lapangan. Dalam
hal ini termasuk jikamasyarakat desaadayang akan mendaftar, maka perisal
sebagal kepanjangan tangan dari BPJS ketenagakerjaan dapat mengakomodir
atau membantu penyelesian proses pendaftaran masyarakat yanh akan
menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tersebut; mulai dari penyiapan syarat-
syarat administrasi hingga penyetoran berkas ke BPJS ketenagakerjaan serta
mendapat kartu identitas kemudian disampaikan kepada masyarakat.

Namu sebelum itu, perisai yang merupakan kepanjangan tangan BPJS
ketenagakerjaan wajib melakukan pemahaman secara menyeluruh tentang
BPJS ketenagakerjaan; mulai dari memberikan informasi detail kewajiban
yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat untuk menjadi peserta, kewajiban
saat menjadi peserta seperti membayar iuran wajib peserta BPJS
ketenagakerjaan, baik yang sifatnya personal atau institusional hingga hak-
hak peserta BPJS ketenagakerjaan yang nantinyaakan merekaperol eh berikut
cara dan syarat memperolehnya. Tujuannya agar supaya peserta BPJS

ketenagakerjaan dalam ha ini masyarakat desa Errabu yang mayoritas

%2 K eberadaan “perisai” yang anggotanya 6 orang itu dibutuhkan sebenarnya. Tetapi baru-baru ini
hanya beberapa yang aktif dari 6 orang tersebut. Penyebabnya perbedaan pandangan sajaterhadap
pemdes. Wawancara, dengan perangkat desadi kantor kepaladesaErrabu, 17/02/2021 pukul.. 11:32.
WIB.
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berstatus pekerjainformal.

Desa Errabu dalam peta pendidikan masyarakatnya, termasuk ke
dalam desa dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Namun tetap,
keberadaan masyarakat dengan status tingkat pendidikan yang cukup tingi
tersebut membutuhka bantuan / pendampingan khususnya dalan
penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Karena tidak semua
masyarakat mempunyal pemahaman yang sama atau terbuka dengan hal-hal
yang demikian. Salah-satu bukti lapangan, sampai penelitian ini disusun,
peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengikuti program jaminan sosial masih
di bawah rate-rata. Salah-satu yang mungkin menjadi kendala adalah pola
pikir masyarakat yang masi h mayoritas berpegang kepada kesederhanaan dan
enggan terlibat/ direpotkan dengan hal-ha yang sifatnya administratif,
terutamadi awal-awa masuknya BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu.

“BPJS ketenagakerjaan e lingkungan msyarakat kadinto merupakan

hal se anyar, karena tak sadejeh masyrakat bisa paham. Maka perlo

bedenah pendamping tor kampanye se mapahammagi tentang
program BPJS, sopaje masyarakat bisa kasokan ngereng deddhi
peserta’, >

Sebagaimana disingung di atas, masyarakat yang ingin menjadi
peserta BPJS ketenagakerjaan wajib melalui mekanisme yang telah diatur
oleh BPJS ketenagakerjaan. Mula dari syarat awal seperti usian, identitas,
mendaftar/ mengis formulir hingga penetapan nomor peserta harus dilalui
namun khusus di desa Erabu ini didampingi langsung oleh “perisai” yakni
pengurus yang dibentuk oleh pemdes sebaga kepanjangan tangan dari pihak
BPJS ketenagakerjaan. Termasuk juga kewgjiban setelah menjadi peserta
BPJS ketenagakerjaan seperti membayar iuran wajib yang besarannyaantara
18.000-19.000 perorangnya, hingga nantinya juga mekanisme untuk

memperoleh hak-haknya sebagal peserta. Khusus hak peserta ini, karena

% BPJS ketenagakerjaan ini dilingkungan masyarakat termasuk hal yang baru, karena tidak semua
masyarakat biasa memahami dengan utuh. Makanya perlu pendampingan dan kampanye
pemahaman terhadap program BPJS ini secara terus-menerus agar ketertarikan masyarakat biasa
bertambah untuk jadi peserta.” Wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa) di kantor kepala desa
Errabu, 17/02/2021 pukul. 11:17. WIB



81

keterbatasan masyarakat atau pesertayang berasal dari desa Errabu, biasanya
pemdes melalui perangkat yang ditugaskan untuk membatu, dalam
mengambil haknya, peserta dibantu oleh perangkat desa hingganantinyaapa
yang menjadi hak peserta BPJS ketenagakerjaan yang berasal dari masyarakat
desa Errabu ini didapatkan atau sampa kepada peserta yang berhak
sebaga mana mestinya.

K eberadaan pemdes Errabu dalam keikutsertaan memahamkan dan
mendorong masyarakatnyaagar sadar BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan
dapat dikatakan sebagai langkah maju. Disamping marupakan kewajiban
membantu masyarakat agar mempunyai jaminan dan kualitas kesejahteraan
memang betul-betul terjamin dengan adanya BPJS ketenagakerjaan tersebut
juga sebagal salah-satu mekanisme dalam mengayomi dan melindungi
masyarakatnya. Dari beragamnya profesi masyarakat, dari sebagai petani,
buruh pabrik, wirausaha, hinggapengajar di lembaga pendidikan yang adadi
desa Errabu, pemdes tidak membeda-bedakan hal tersebut, justru mereka
memberikan pemahaman dan dorongan terkait bagaimana caranya mereka
menjadi pesertaBPJS. Sehinggauntuk masyarakat baik yang berangkat secara
persona atau melalui institusi dimana ia bekerja, pemdes terus melakukan
monitoring melalui perangkat desa yang ditunjuk sebagai koordinator desa
bidang BPJS ketenagakerjaan.

“Pemerenta disah Errabu tak kerah notop matah apa pole notop

kopeng. Penduduk dinna’ ghi’ bennyek se perloh fasilitas jugen

jaminan, utama epon se ampon masok usia tuah. Milanah pemdes
terros adoring penduduk ma’le nuro’ BPJS; tapeh tadek paksaan,
sadgjenah eserraaghi dek beng-sebengah. Pemdes coma amulaeh

apareng pangetaoh sopajeh areng- sareng ngagungln jaminan kerja
sekaimmah ampon eyator delem perbub.”?

Semangat dan niat pemdes untuk memiliki masyarakat yang

mempunyai jaminan patut diapresiasi, terlepas dari semua hal yang

 Pemdes Errabu tidak mau menutup mata atau telinga. Masyarakat kitaini masih banyak yang perlu
fasilitas dan jaminan, terutama dikemudian hari tuanya. Makanya pemdes terus mendorong
masyarakat terkait keiktsertaan pada BPJS, meski pada ahirnya kami serahkan kepada mereka
masing-masing keputusannya. Dan ini sebagai inisiatif kami agar sama-sama mempunyai jaminan
ketenagakerjaan sebagaimanakami dijamin dalam perbub., Wawancara, dengan kepaladesaErrabu
di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 10:27. WIB
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melatarbelakangi. Karena memang dalam perbub (peraturan bupati)
kabupaten Sumenep pada poin belanja desa; mendorong pemdes agar kepala
desa dan perangkatnya mengikuti BPJS ketenagakerjaan sesuai denga
peraturan perundang-undangan dan kondis keuangan pemerintah desa

setempat.?®

C. Implementas BPJS K etenagakerjaan
1. LegalitasL embaga Jaminan Sosial/ BPJS

Mewujudkan amanah dari sebuah peraturan perundang-undangan
sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar Pasal 34 Undang-
undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni
dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SIJSN) adalah
keniscayaan, disamping sebagal kewajiban juga merupakan hajat orang
banyak dalam rangka menjamin dan memelihara kehidupannya. Y akni
Badan Penyelenggara Jaminan Sosid (BPJS) Ketenagakerjaan
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko
tertentu dan dengan sistem penyelenggaraan atau mekanisme asurans
social demi memudahkan dan memberikan rasa adil baik secara
administratif maupun dalam pelaksanaan atau realisasinya.Sesuai UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosia (BPJS), BPJS K etenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba
yang salah-satunya bergerak dalam bidang pelaksanaan asuransi sosial
BPJS K etenagakerjaan selain sebagai pel aksana undang-undang.

% Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sub-bab bel anja desa poin a. bel anja pegawai
angka 6 tentang iuran BPJS ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa yang besaran nilai
preminya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangarkan sesuai
kemampuan keuangan desa. Sehingga berdasarkan perbub tersebut, dapat dipahami bahwa pemdes
Errabu mencoba merealisasikan program BPJS ketenaga kerjaan tersebut tidak hanya ditataran
pejabat pemdes, akan tetapi juga harus bias mengakomodir penduduk desa setempat, meski
penduduk hari ini mayoritas berada dalam lingkup profesi atau pekerjaa informal; walaupun juga
nantinya iuran wajibnya jika ada penduduk yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetap
ditanggung sendiri karenatidak adanya angaran atau tidak dapat dikafer oleh pemdes.
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Penyel engaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan khususnyatidak
hanya focus pada sektor ketenagakerjaan formal sgja, namun juga dapat
menjangkau sektor ketenagakerjaan informal. Sebagai mana masyarakat
padawilayah tertentu atau pel osok misalnya; termasuk desa Errabu yang
mayoritas sistem ketenagakerjaan mereka masih dalam lingkup sektor
informal. Sebagaimana pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwatenagakerjaberhak
atas jaminan sosia tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”®

Terdapat penjelasan terkait tenaga kerja dalam undang-undang
nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosia TenagaKerjayakni “ Tenaga
kerja adalah setigp orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau
jasauntuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Akan tetapi, hinggasaat ini
undang-undang tersebut efektifitasnyamasih dalam lingkup tenagakerja
dengan hubungan kerja yang jelas. Sedangkan pekerjainformal dengan
jumlah yang lebih banyakmasih jauh dari perlindungan sebagaimana
ketegasan undang-undang. Daam hal ini jika pemerintahan
mencanangkan untuk melaksanakan suatu sistem jaminan sosial, maka
sudah seharusnya pemerintah menjamin kesgjahteraan parapekerjatanpa
membedakan satu dengan yang lainnya, termasuk kesgjahteraan keluarga
mereka

Jaminan sosia merupakan suatu kebijakan publik, sudah barang
tentu harusjelastujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini termasuk tujuan
yang hendak dicapa oleh BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan
masyarakat desa Errabu yang hampir keseluruhannya bekerja dengan

sistem kerja informal bahkan non-institusional. Jika melihat fakta di

% Siti Ummu Adillah dkk. Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis
Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesgjahteraan, jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-
Desember 2015, 558-559
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lapangan, pekerja dengan sistem informa menjadi angka terbesar
disbanding pekerjadengan sistem formal. Sebarannyacukup luas, bahkan
mayoritas daerah-daerah mayoritas masyarakatnya bekerja di bawah
sistem informal bahkan hingga kepelosok desa di nusantara seperti
masyarakat desa Errabu. Sehingga tidak menutup kemungkinan terlalu
tinggi nomina iuran/ biaya iuran yang akan dibebankan dan tidak
sebanding dengan jumlah iuran yang dapat dikumpulkan oleh mereka.
Secaragarisbesar, jaminan sosia terdapat duabagian, yakni yang bersifat
jangka panjang seperti jaminan hari tua, pensiun, putus kerja, dan
kematian. Kedua jaminan dengan sifat jangka pendek seperti jaminan
kesehatan dan kecelakaan diri.

BPJS dalam ha ini adalah BPJS Ketenagakerjaan secara
institusional yang termasuk dalam lembaga pelayanan pubik mempunyai
dasar, prinsip dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam undang-
undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BPJS dibentuk oleh negara guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi peserta dan kel uarganya sebagai manaterdapat padapasa 3 Undang-
undang BPJS; “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi
setigp Peserta dan/atau anggota keluarganya.” Oleh karena itu, BPJS
dengan didasarkan kepada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan
sosia; khusus dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak ada lagi perbedaan
antara peserta dengan system kerja formal dan peserta dengan system
kerja informal. Karena asas tersebut telah dituangkan ke dalam pasal 2
undang-undang BPJS “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial
nasiona berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak-boleh tidak wajib dijadikan
pondasi dalam pelayanan atau menjalankan tugas sebagal instutusi

pelayanan publik dalam bidang jaminan sosia dalam rangkamewujudkan



85

pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup peserta.

Mewujudkan kesgahteraan peserta BPJS dan keluarganya,
merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dengan berbagai usaha
sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk BPJS yang mempunyal
prinsi p sebagamanaterdapat dalam undang-undang BPJS pasal 4, bahwa
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosia nasiona berdasarkan
prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas; f. portabilitas;, g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana
amanat; dan i. hasil pengelolaan dana jaminan sosia dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta. Oleh karenanya, BPJS oleh pemerintah selain
dibentuk berdasarkan undang-undang juga berdasarkan kepada kondisi
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Disamping prinsip yang telah diatur oleh undang-undang, BPJS
yang terdiri dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan mempunyai ruang
lingkup yang jugadiatur dalam undang-undang, yak terdapat dalam pasal
6 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS; “(1) BPJS
Kesehatan sebagamana dimaksud daam Pasa 5 ayat 2 huruf a
menyelenggarakan ~ program  jaminan = kesehatan. (2) BPJS
K etenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b
menyel enggarakan program: a. jaminan kecel akaan kerja; b. jaminan hari
tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.” Dengan demikian,
khusus BPJS ketenagakerjaan cukup rinci ruanglingkupnya, sehingga
manfaat untuk para pesertajuga cukup bermacam-macam.

M ewujudkan tujuan sebagaimananiat dalam pembentukan BPJS
ketenagakerjaan nampaknya sebuah keniscayaan dalam menghadapi
tantangan. Maka dari itu, pemerintah secara matang mempersiapkan
lembaga ini dengan berbagal detail kebutuhannya. Tidak hanya prinsip

dan ruang lingkup, tetapi demi menjamin terwujudnyakesehateraan hidup
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dan peningkatan kualitas hidup peserta, pemerintah jugamengatur fungs,
tugas, wewenang, hak, dan kewgjiban dalam undang-undang BPJS.
Secarainstitusional pelayanan publik, BPJS K etenagakerjaan mempunyal
fungsi menyel engarakan jaminan pesertanyadalam hal kecel akaan kerja,
kematian, pensiun, dan jaminan hari tua. Ini juga berdasarkan pada pasal
9 ayat 2 undang-undang BPJS “(2) BPJS K etenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungs menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.”

Menjalankan fungs sebagal lembaga penyelenggara jaminan
sosia sekala nasional juga berarti harus menjaankan tugasnya dengan
baik berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa BPJS
bertugas membuka dan menerima pendaftaran, memungut dan menerima
iuran dari pesertadan pemberi kerja, menerimabantuan dari pemerintah,
mengelola dana jaminan sosia yang ada untuk kepentingan peserta,
mengumpulkan lalu mengel ola data peserta, membayarkan manfaat pada
pesertasesual peraturan, memberikan informas terkait BPIS baik kepada
peserta maupun masyarakat.

Tugas BPJS ini telah diatur dalam pasal 10 bahwa “Dalam
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS
bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b.
memungut dan mengumpulkan luran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c.
menerima Bantuan luran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan
Sosia untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengeloladata
Peserta program Jaminan Sosiad; f. membayarkan Manfaat dan/atau
membiaya pelayanan kesehatan sesual dengan ketentuan program
Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan

program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
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Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, BPJS dalam
menjalankan pelayanan atau fungsinya mempunyak kewenangan untuk
menarik iuran yang harus dibayar oleh pesertanya, menempatkan dana
jaminan sosial untuk investas jangka pendek dan jangka, melakukan
pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan para peserta dan pemberi kerja
dalam menjalankan kewajibannya, membuat kesepakatan dengan fasilitas
kesehatan dalam lingkup pembiayaan, membuat dan menghentikan
kontrak dengan fasilitas kesehatan, memberikan sanksi administratif
terhadap peserta dan pemberikerja yang mangkir dari kewajibannya,
untuk pemberi kerja BPJS dibenarkan membuat dan melaporkan kepada
pihak berwenang atas tindakan ketidak patuhan dalam pembayaran iuran
atau kewgjibannya, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
rangka menyeleggarakan jaminan sosial.

Kewenangan ini sgjatinyasejalan dengan pasal 11 undang-undang
BPJS yakni “Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam
Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran luran; b.
menempatkan Dana Jaminan Sosia untuk investas jangka pendek dan
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Pesertadan Pemberi Kerja
dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. membuat kesepakatan
dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan
yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; e.
membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f.
mengenakan sanksi administratif kepada pesertaatau pemberi kerjayang
tidak memenuhi kewgjibannya; g. melaporkan pemberi kerja kepada
instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar
iuran atau dalam memenuhi kewagjiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan; dan h. melakukan kerja sama dengan
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pihak lain dalam rangka penyel enggaraan program jaminan sosial.”

Kewenangan yang diatur dengan tegas dalam undang-undang
tersebut, tidak lain dalam rangka menciptakan kondusifitas dalam ruang
lingkup pelayanan penyelengaraan jaminan sosia, baik secara
institusional yang di dalamnya terdapat berbagai macam SDM dengan
berbagal |atar bel akang dan karakter tentu harus diatur dan diikat dengan
perundang-undangan, maupun secarapersonal untuk pesertaagar dengan
sadar dan disiplin mengikuti tata-aturan yang berlaku. Sehingga BPJS
tidak sampai mel akukan kesawenang-wenang dalam kewenangannyaatau
juga peserta tidak mengabaikan tete-aturan yang ada. Disamping
kewenangan tersebut, BPJS juga mempunyai hak dalam penyelengaraan
jaminan sosial tersebut, yakni berhak memperoleh danaoperasiona untuk
penyelenggaraan program dan berhak memperoleh hasil monitoring dan
evaluas penyel enggaraan program. Hak BPJS tersebut jugadiatur dalam
pasal 12 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa
“Dalam mel aksanakan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal
11, BPJS berhak untuk: a memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial
dan/atau sumber ‘lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam)
bulan.”

Selain hak sebagaimana dalam pasal 12 tersebut, BPJS juga
mempunyai kewajiban yang secara peraturan perundang undangan wajib
ditunaikan. Diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh BPJS yakni
setelah peserta menyatakan keikutsertaannya, BPJS wajib memberikan
identitas bernomor, mengembangkan asset dana yang ada, membuka

akses informasi seluas-luasnya sesuai peraturan yang berlaku,
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memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesual peraturang
perundang-undangan, menginformasi kan kepada peserta tentang hak dan
kewagjibannya, menjelaskan kepada peserta tentang prosedur untuk
mendapatkan hak dan memenuhi kewgjibannya, menginformasikan saldo
jaminan hari tua dan pengembangannya, memberitahukan besaran hak
pensiun yang biasa didapatkan, membentuk cadangan teknis sesuai
standar praktik aktuaria, melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi,
serta melaporkan setiap program yang dilaksanakan termasuk kondisi
keuangan secara berkala.

Kewagjiban tersebut diatur dalam pasal 13 undang-undang BPJS
bahwa “ Dalam mel aksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal
10, BPJS berkewagjiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal
kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset
BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; c. memberikan
informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja,
kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d.
memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesual dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; e. memberikan
informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajibaniuntuk mengikuti
ketentuan yang berlaku; f. memberikan informasi kepada Peserta
mengenal prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewgjibannya;
g. memberikan informasi kepada Pesertamengenal saldo jaminan hari tua
dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. memberikan
informasi kepada Pesertamengenal besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun; i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar
praktik aktuariayang lazim dan berlaku umum; j. melakukan pembukuan
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial; dan k. mel aporkan pel aksanaan setiap program, termasuk

kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden
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dengan tembusan kepada DJSN.”
. TataKelola Kelembagaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penydenggara
Jaminan Sosial padaPasal 1 angka (2) menjel askan bahwa Jaminan Sosial
merupakan salah satu upaya melakukan perlindungan sosial dengan
menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat.
Berdasarkan ini pula, kiranyatidak ada perbedaan antara setiap individu
maupun kelompok dalam penyelenggaraan jamina sosia tersebut.
Berkaitan dengan jaminan sosia pada lingkup ketenagakerjaan,
sebagai manatertuang dalam Pasal 1 angka(2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 menjelaskan dengan tegas sistem jaminan sosial nasional
merupakan suatu penyelenggaraan berkaitan dengan program jaminan
sosiad oleh badan penyelenggara jaminan sosia. Oleh karena itu,
dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial dengan dasar
hukum yang kuat, agar supaya dalam pengel olaan jaminan sosia tersebut
dapat memenuhi setiap target yang menjadi tujuan suatu badan/
lembaganya disamping merupakan amanat undang-undang.

Melindungi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal
menjadi instrument penting dalam upaya mewujudkan kesehateraan
pekerjaatau rakyat. Memang, padadasarnya pemberian perlindungan bagi
parapekerjabiasa dilakukan melalui pemberian santunan, meningkatkan
pengakuan dalam lingkup hak asas manusia, perlindungan fisik dan
sosia ekonomi sebagaimana peraturan dimana pekerja mendapatkan
profesinya. Namun pertanyaan muncul, bagaimana dengan para pekerja
disektor informal, yang waktu kerjanya bergantung pada kebutuhannya,
system kerjasesuai kebijakan personal, upah atau pendapatan bergantung
pada seberapa sering iabekerjabukan padakontrak sebagaimanapekerja

dengan sistem formal.
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BPJS ketenagakerjaan memberikan komitmen menyeluruh terkait
jaminan sosia pada aspek jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian. Pelaksanaan Jaminan Sosia
Ketenagakerjaan berikut pembiayaan dengan konsep berkelanjutan,
menjadi tangtangan dan upaya luar biasasekaligus membutuhkan
serangkalan strategi besar dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS ketenagakerjaan harus mempu menjaring  kemudian
memaksimalkan hasil penjaringan guna membuat nota kesepahaman
kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan cite-cita yang tertuang
dalam undang-undang BPJS tersebut. Hal ini menjadi penting karena
mempunya dampak signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan terhadap stabilitas sosial negara, ketahanan
ekonomi nasional, daya saing pekerja, juga pada anggaran pendapatan dan
belanja negara disegala bidang.

Berdasarkan pada amanat perundang-undangan khususnya
undang-undang BPJS, bahwa cakupan BPJS ketenagakerjaan meliputi
semua pekerja, baik forma maupun informal seperti masyarakat desa
Errabu. Lebih dari itu, BPJS ketenagakerjaan berkomitmen dan berpegang
teguh pada asas yang dianut secara konstitusional yakni keadilan sosial
bagi seluruh rakyat; artinya BPJS ketenagakerjaan berkomitmen
memberikan manfaat yang sama untuk semua pihak yang menjadi
pesertanya. Oleh karenaitu, adabeberapahal yang diupayakan oleh BPJS
ketenagakerjaan dalam tata kel ol a kel embagaan diantaranya; transparansi
program dan pengelolahan, menjadi penyelenggara yang bertanggung
jawab, profesionalisme kerjatinggi dan menerapkan sistem checks and
balances. Sedangkan padasegi administrasi dan pelayanan yang diberikan
kepada peserta disiapkan semudah mungkin, proses bisnisdan sistem Tl
terintegras antara BPJS K etenagakerjaan dan BPJS K esehatan.

Dalam rangka mewujudkan pel aksanaan program Jaminan Sosid

Bidang Ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan membuat pemetaan
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berdasarkan kerangka logis berbasis analisis kesenjangan pada periode
yang telah dilalui sebelumnya sesua amant undang-undang. Kemudian
berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BPJSmerumuskan langkah-langkah,
kegiatan, peran dan tanggung jawab institusi hal-hal apa yang perlu
dilakukan dalam prosestransformasi badan penyelenggara sertapersiapan
dan pelaksanaan program-program Jaminan Sosia  Bidang
Ketenagakerjaan pada periode berikutnya, sehingga dapat melakukan
penetapan target yang hendak dicapai.?’

Sal ah-satu langkah untuk menjangkau perl uasan kepesertaan yang
akan dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan meliputi 2 strategi utama:
Pertama, berhubungan dengan kewilayahan yakni BPJS ketenagakerjaan
memprioritaskan cakupan kepesertaan semaksimal mungkin dan tentunya
harus|ebih besar. Seperti padapekerjaformal yang meliputi pekerjapada
skalausahabesar, menengah, dan kecil, sementarauntuk pekerjainformal
meliputi pekerja dalam skala usaha mikro. Kedua, pada sektor usaha,
BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan pada sektor usaha dan lapangan
usahayang telah memiliki asosias atau penghimpunan usahabaik formal
maupun informal. Seperti, asosias pengusaha (APINDO), asosias
pertambangan, asosisasi |lembaga keuangan (perbankan dan asuransi),
kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan lain sebagainya ®

Berdasarkan pada data yang dihimpun oleh penulis dari peragkat
desa Errabu, nampaknya ada sebuah mis-uder standing pada pemahaman
keikutsertaan masyarakat dengan jenis pekerjaan informal atau non
institusional. Sehingga semua masyarakat yang mendaftarkan dirinya
menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan semuanya berangkat secara
personal, sehinggaterdapat perbedaan kalkulasi iuran wajib pesertayang

harus ditangung oleh masyarakat Errabu yang mendaftar secara personal

" Buku Ringkasan Peta Jalan Penyel enggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan padalembar
ke 3 dan 4.

% Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan padalembar
ke 13.
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dengan masyarakat yang mendaftar melalui institusi tempat ia bekerja;
missal seperti perangkat desa yang terfasilitasi oleh pemdes dan para
pegaar dan pimpinan lembaga pendidikan di desa Errabu yang mendaftar
melalui lembaganya. Padahal, berdasarkan tata kelola BPJS
ketenagakerjaan, kelompok tani menjadi salah-satu prioritas dalam
penyerapan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang seharusnya
dimaksimalkan keangotaannya mengingat masyarakat desa Errabu
mayoritas bekerja sebagal petani/ buruh tani.

Poin Dberikutnya terkait tata kelola kelembagaan BPJS
ketenagakerjaan ialah berkaitan dengan rancangan program dan
keseimbangan tujuan kebijakan sosid dan kemampuan para pekerja,
pengusaha dan Pemerintah dalam pembayaran sebaga iuran wagjib
kepesertaan. Juga terkait perancangan desain manfaat dan besar iuran
harus memperhitungkan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan, serta
kesediaan yang berbeda dalam membayar iuran antara pekerja penerima
upah dan bukan penerima upah atau pekerjaformal dan informal.

Menurut analisis kebijakan BPJS, program harus berkel anjutan
secarafiskal baik jangka pendek maupun jangka panjang; yakni dengan
melakukan analisis pertimbangan terhadap kondisi: demografi dan
gelombang ekonomi. Di dalam desain rancangan program, diterapkan
skema multi pilar dengan hargpan manfaat yang diperoleh tidak
berkurang. Artinya, desain program berkaitanal dengan manfaat yang
akan diberikan menganut prinsip kesukarelaan dari peserta lainnya
sebagal tambahan manfaat sesuai kemampuan masing-masing individu.

Pada aspek investasi, BPJS ketenagakerjaan dalam tatakelolanya
telah melakukan pembaharuan struktur hukum dan keuangan sistem
asuransi sosial yakni memisahkan aset BPJS dari aset Dana Jaminan
Sosia (DJS). Kepastian keamanan dana peserta untuk jangka panjang

menjadi pertimbangan utama dalam pemisahan ini selainselaras dengan
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praktik internasional. Pemerintah perlu memastikan peraturan investasi
dan mangemen risko yang akan diterbitkan gunamenata kerangka
keuangan dan struktur tata kelola agar 1ebih baik.

Begitu pula pada tataran keuangan dan pelaporan. BPJS
ketenagakerjaan perlu melakukan penyelarasan yang diperlukan sesuai
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 vyakni (a)
Mengidentifikasi aset dan kewagjiban untuk masing-masing program
dengan memisahkan antara aset peserta dan aset penyelenggara. DJS
merupakan danaamanat milik seluruh pesertayang merupakan himpunan
iuran beserta hasil pengembangannya. Aset penyelenggara tercermin
daam bentuk penyertaan Pemerintah selaku pemegang saham; (b)
M enentukan biaya pengel olaan program; (¢) Meakukan sistem pelaporan
untuk aset dan kewgjiban serta pendapatan dan beban untuk masing-
masing program yang diselenggarakan; (d) Mempersiapkan pelaporan
daam rangka penambahan Program Jaminan Pensiun di wilayah
ketenagakerjaan.?® Khusus pada wilayah pelaporan keuangan program
jaminan sosial,wgjib dipertanggungjawabkan segenap mangemen dan
pengurus. Laporan harustersusun berdasarkan padasi stem pengendalian
intern yang akuntabel, sehinggafungsi check and balance berja an dengan
baik dan maksmal. Laporan keuangan wajib diaudit secara berkala
kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan dan publik
sebagai mana amanat undang-undang BPJS.

Sedangkan pada aspek kelembagaan dan keorganisasian,
perubahan struktur organisasi menuntut perubahan pada seluruh aspek
tata kelola organisasi (Good Governance). Perubahan signifikan dalam
status hukum, tata kelola, struktur organisasi, uraian pekerjaan, proses
bisnis dan sistem TI sebagaimanatelah disingung di atas. Salah-satunya

perubahan yang dirasamenjadi titi bangkit penyel enggarajaminan sosial

% Buku Ringkasan Peta Jalan Penyel enggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan padalembar
ke 17.
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ialah budaya organisasi dari prolaba/ profit oriented menjadi nirlaba.
Rencana strategis Tl, pengel olahan dan penyediaan database kepesertaan,
maksimalisas aplikasi sistem TI, aplikass mangemen resiko, juga
penyempurnaan sistem pengambilan keputusan, pengadaan id-card,
penyempurnaan SOP serta tata kelola TI, Capacity Planning,
jugapeningkatan Business Continuity Plan harus diterapkan demi
mendukung proses bisnis dilingkungan BPJS ketenagakerjaan.®

Aspek penting lainnya dalam tata kelola kelembagaan BPJS
ketenagakerjaan ialah proses sosialisas dilakukan dengan integrase antar
system dan menyeluruh; sehingga peserta dapat memperoleh informas
secara langsung kemudian dapat memahami manfaat atas hak mereka,
cara mengakses manfaat, serta hak dan kewajiban semua pihak tanpa
terkecuali.

Proses terahir dalam tata kelola kelembagaan BPJS
ketenagakerjaan ialah aspek monitoring dan evaluas terhadap seluruh
program dan kinerja, baik managemen maupun pengurus. Sebagai mana
penjelasan dalam buku pedoman pel aksanaan jaminan sosial, monitoring
perlu dilakukan dalam rangka menjamin persiapan dan penyelenggaraan
program Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan sesual amanat Undang-
undangsystem jaminan sosial nasional/ SISN dan Undang-undang BPJS.
Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur kegiatan, output, manfaat,
serta dampak program SJSN bagi seluruh peserta BPJS ketenagakerjaan
baik pada sektor formal maupun sektor informal.

Pedoman Pengelolaan Y ang Baik Untuk Dewan Dan Pengelola
Prinsip dan pedoman Prinsip dan pedoman untuk
untuk dewan pengelolaan
Tanggung jawab
Kekuasaan dan K ekuasaan dan tanggungjawab
tanggungjawab dewan pengelolaan
Mendel egasikan kekuasaan Kgelasan dalam kekuasaan dan

% Buku Ringkasan Peta Jalan Penyel enggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan padalembar
ke 19.
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dan tanggungjawab dewan tanggungjawab

Dewan Bebas dari Tanggungjawab kepala pengelolaan
kepentingan politik

Kesesualan dan kompetensi | Pengelolaan yang Bebas dari

pengurus dewan

kepentingan politik

Kewajiban hukum pengurus
dewan

K esesuaian dan kompetens kepala
pengelolaan

Standar kinerja pengelolaan

Kewajiban hukum pengel olaan

Perencanaan strategis

Perencanaan strategis

Resiko pengelolaan

Resiko pengelolaan

System kendali internal dan
eksternal

System kendali internal dan eksternal

Manaemen Investas

Mana emen Investas

K eberlanjutan keuangan

K eberlanjutan keuangan

Standar kinerja untuk kepala dan staf
pengelolaan

Transparan
Bijak ketika berucap Bijak ketika berucap
Kode etik Kode etik
Laporan terbuka Laporan terbuka
Hak anggota untuk Hak anggota untuk mendapatkan

mendapatkan informasi
manfaat

informasi manfaat

Prediks

Tugas dan tanggungjawab
anggota dan penerima

penerima

Tugas dan tanggungjawab anggota dan

Hak-hak anggota dan
penerima

Hak-hak anggota dan penerima

Menerapkan keputusan
dewan yang konsisten

Strategi informasi dan komunikasi

Partisipasi

Perwakilan dewan pemangku
kepentingan

Partisipas pemangku kepentingan

Inisiatif pengelolaan pemangku
kepentingan

Dinamisme

Pel aksanaan peraturan untuk
pembuat undang-undang,
kebijakan keputusan

Inovas dan kepemimpinan dalam
lembaga

Inovasi dan kepemimpinan
dalam lembaga

Mendorong keterlibatan para staff

Di lingkungan desa Errabu mengena pengelolahan BPJS

ketenagakerjaan sudah disinggung oleh penulis pada sub bahasan

sebelumnya. Bahwamulai dari kampanye program BPJS ketenagakerjaan,
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mendorong masyarakat agar menyadari kebutuhan jaminan sosia di masa
yang akan datang sehingga harus dipersiapkan dari sekarang,
memfasilitasi masyarakat yang akan mendaftar sebagai peserta BPJS
ketenagakerjaan hingga mendampingi pada saat mengurus haka tau
manfaat sesua dengan syarat jaminan yang ada dilingkup BPJS
ketenagakerjaan melalui Perisal desa yang telah dibentuk sebagai
perwakilan BPJS ketenagakerjaan sekaligus sebagai sinergitas dengan
pemdes sebagai inisiator dalam mendorong dan mendaftarkan beberapa
masyarakatnya. Y akni dengan mekanisme yang sama sebaga manasyarat
dan tataaturan BPJS ketenagakerjaan, hanya sgja padaaspek pendaftaran

diakomudir melalui Perisai desa Errabu.

D. Realita Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan
Masyarakat Desa Errabu
1. Pemahaman Masyarakat Desa Errabu Tentang Jaminan Sosial BPJS
K etenagakerjaan
Masyarakat desa Errabu, sebagaimanadisinggung padasubbab dia
atas, merupakan masyarakat dengan latar bel akang pendidikan mayoritas
tingkat dasar dan menengah; dengan sumber perekonomian mereka
mayoritas (64%) dari total angkatan kerjadi desaErrabu bergantung pada
lahan pertanian yang mereka miliki, disamping sebagai perantau dan
beberapa yang berwirausaha. Dengan kenyataan tersebut, sistem
pekerjaan mereka sebagai masyarakat desa masuk pada lingkup pekerja
informal dalam versi badan jaminan sosia nasional/ BPJS, khususnya
BPJS ketenagakerjaan. Dengan mayoritas pekerjaan yang informal
tersebut, masyarakat Errabu melalui pemerintahan desanya tidak
menyurutkan geliat untuk merubah nasib dan mempunyai jaminan dimasa
depan; salah-satunya dengan mengikuti program jangka panjang yakni
BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan sebagaimana peraturan
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perundang-undangan, cakupannya tidak hanya pada sektor pekerjaan
dengan ststus formal, akan tetapi juga sektor pekerja informal
sebagaimana pekerjaan/ profesi yang ditekuni oleh masyarakat desa
Errabu.

BPJS ketenagakerjaan dipilih sebagai salah-satu program yang
diangap ideal dengan keadaan masyarakat desa Erabu, tidak |epas dari
peran beberapa pihak, mulai dari keberadaan pemerintah desa Errabu,
langkah aktif masyarakat hingga pendampingan yang dilakukan oleh
pihak lain, misalnya dari pihak BPJS Ketenagakerjaan membentuk
koordinator di desaErrabu yang tergabung dalam kel ompok perisai. Demi
memaksimalkan peran perisai, BPJS ketenagakerjaan berkolaborasi dan
berkoordinasi dengan pemerintah desayakni dengan merekrut SDM yang
berjumlah 6 orang anggota perisai tersebut diambil dari masyarakat
setempat.

“Manabi cagpon kauleh neka BPJS ketenagakerjaan cek

pentingah, karena sesuai motto BPJS ketenagakerjaan kadinto

kaangguy gotong royong tor saleng abento.”*

Artinya, masyarakat yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
bilasudah mel akukan kewajibannyatetapi karenabelum bisamengambil
hak mereka karena syarat belum terpenuhi, seperti pada jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan
kematian; maka harus dengan sukarela mereka memberikan manfaat
mereka kepada siagpa sga yang membutuhkan manfaat tersebut.
Disamping itu, masyarakat desa Errabu mempunyai keharusan dalam
pemahaman yakni memahami secara utuh, baik mekanisme kepesertaan,
kewajiban dan hak yang harus mereka tunaikan dan yang akan mereka

dapatkan terkait keikutsertaannya.

31 BPJS Ketenagakerjaan ini menurut kami cukup penting, karena sesuai dengan motto BPJS
ketenagakerjaan yakni gotong royong dan saling bantu-membantu, Wawancara, Muhammad |lyas
(perangkat desakoordinator bag. BPJS ketenagakerjaan) di kantor kepaadesaErrabu, 17/02/2021
pukul. 10:46 WIB
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Masyarakat desa Errabu sehari-hari adayang beraktivitas sebaga
petani, yakni dari pagi hari sampa sore hari, namun karena lahan
pertanian yang berdekatan dengan tempat tinggal, rate-rata pada siang
harinya mereka kembali ke rumah untuk sekedar beristirahat kemudian
kembali kelading hinggasore hari. Aktivitasini dilakukan oleh mayoritas
masyarakat setempat karena memang mata pencaharian mereka dalam
mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bertani selain dari hasil
penjualan hewan ternak mereka yang tidak setiap hari mereka dapatkan.
Redlitastersebut di Maduralazim dijumpai di kawasan pedesaan, karena
alam untuk mereka merupakan sandaran utama dalam menyambung
hidup.

Jka berbicara pemahaman masyarakat terhadap BPJS
ketenagakerjaan di lingkungan mereka, adalah hal yang wajar bilamereka
acuh tak acuh pada kehadiran program BPJS ketenagakerjaan di tengah-
tengah mereka. Selain karenakesibukan merekadengan system kerjadan
waktu yang tidak menentu atau ada waktu lama di rumah kecuali pada
malam hari, juga lebih dikarenakan pola hidup mereka yang sudah
terbiasa dengan kesedarhanaan tanpa harus bersinggungngan dengan
administrasi dan polapikir modern disamping tingkat kepasrahan mereka
kepada Y ang Maha Kuasa begitu besar dan konsisten. Tak berlebihan
kiranya bila masyarakat Errabu yang secara pendidikan termasuk tinggi,
tetapi karena pola-pikir yang enggan berurusan dengan keriuhan
administrasi, membuat mereka kurang respon terhadap ketersediaan
program BPJS ketenagakerjaan, padahal di desa mereka sudah dibentuk
coordinator khusus konsultasi tentang BPJS ketenagakerjaan bahkan siap
mendampingi mulai dari pendaftaran kepesertaan hinggamengambil haka
tau manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya.

“Mayoritas masyarakat Errabu nekah gik sangat minim

pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan ponapah poleterkait

manfaat epon. Padahal ampon ebentuk fasilitator e dhisa neka
kaangguy perwakilan BPJS dhe’ masyarakat e dhisa Errabu
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n 32

sopa eh program genikah bisa eakses sareng masyarkat

Sebagaimanatelah disampai kan pada sub bahasan di atas, bahwa
keanggotaan BPJS ketenagakerjaan di Desa Errabu masih minim
dikalangan masyarakat dengan profesi petani. Jikayang berprofesi buruh
pabrik sperti masyarakat yang bekerja di pabrik rokok gudang garam,
mereka biasa dikatakan telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
melalui fasilitas yang diberikan oleh pabrik tempat mereka bekerja
Sehinggatidak perlu melakukan pendaftaran lagi meski di desaterdapat
kampanye dan sinergitas program BPJS dengan pemdes Errabu. Dengan
keangotaan mereka di BPJS ketenagakerjaan dengan fasilitas kantor
mereka, sudah cukup baik untuk mereka atau dengan keluarganya yang
telah mencapai usia kerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal demikian jugaberlaku untuk masyarakat dengan profesi PNS
seperti anggota TNI dan guru SD/SMP PNSlainnya. Karenamerekatelah
terfasilitasi dari profesi merekadi satuan masing-masing. Sehinggatidak
perlu lagi mendaftar BPJS ketenagakerjaan. Perlu diketahui, masyarakat
desa Errabu yang berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri terdapat 8 orang.
Angka tersebut merupakan angka untuk masyarakat yang tempat
tinggalnya menetap di desa Errabu. Sedangkan yang berada di luar desa
Errabu namun masih memakai KTP desa Errabu tidak masuk dalam data
desa Errabu.

“Mata pencaharian masyarakat errabu neka mayoritas atanih,

korang lebbi 63 %. Namong bede jugen se profes egon buruh

pabrik rokok tor bedeh sabegien nekah dheddi PNS.”

Terkait tingkat pemahaman masyarakat tentang BPJS
ketenagakerjaan dapat pula diukur dari persentase keikut sertaannya

dalam program BPJS K etenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun

32

33

Masyarakat desa Errabu mayoritas masih minim pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan apa
lagi tentang manfaatnya. Padahal sudah terbentuk fasilitator di desasebagai perwakilan BPJS untuk
masyarakat desa Errabu agar program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses., wawancara
dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:31 WIB

Mata pencaharian masyarakat desa Errabu memang mayoritas petani, hampir 63% lebih. Tetapi
adajugayang profesinyasebagai buruh pabrik rokok dan beberapayang PNS. Wawancaradengan
Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:35 WIB
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dari data sementara pemdes Errabu tentang masyarakat yang mengikuti
program BPJS ketenagakerjaan masih kurang dari 2% dari total 423
kepala keluarga yang ada di desa Errabu. Ini membuktikan bahwa
masyarakat desa Errabu masih berada di bawah rata-rata antusiasme
terhadap BPJS ketenagakerjaan. Keikutsertaan masyarakat setempat
dalam BPJS ketenagakerjaan masih didominasi oleh perangkat desa dan
SDM yang ada di dua lembaga pendidikan ketimbang dari masyarakat
non institusional desa Errabu sendiri.

Hal ini juga menjadi tolak-ukur tingkat pemahaman masyarakat
desa Errabu sebagal desa sadar BPJS ketenagakerjaan berdasarkan
sebaran angket terhadap beberapa masyarakat dan masyarakat yang
menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, tokoh agama juga tokoh
masyarakat termasuk juga perangkat desa. Dari sebaran angket yang
penulis edarkan, mayoritas responden menjawab bahwa mereka
mengetahui tentang desa Errabu telah dijadikan desa percontohan/desa
sadar BPJS ketenagakerjaan. Namun sebagian responden yang berasal
dari masyarakat desa Errabu tidak mengetahui mekanisme dan bentuk

kerjasama antara pemdes dan BPJS.

Pada kusioner yang direspon oleh responden berjumliah 39
responden/ 100% peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu dan tokoh
agama serta tokoh masyarakat, dengan dominasi laki-laki karena
kepentingan posisi dan peran atas program BPJS ketenagakerjaam sebagai
alasan desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS ketenagakerjaan yakni
berjumlah 30 laki-laki atau sebanyak 77% yang terdiri dari 7 tokoh
agama, 11 tokoh masyarakat/ perangkat desa dan 12 peserta BPJS
ketenagakerjaan. Sedangkan perempuan berjumlah 9 orang atau 23%

dengan status sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.
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Responden
120
100 Jumiah, 100 Total, 100
80
60
40 Jumlah, 39
i-laki, 30
20
o erempuan, 9
0 Laki-laki, 77% Perempuan, 23%
Laki-laki Perempuan Jumlah Total
e |UmMIah Persentase (%)

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, bahwa umur
peserta BPJS ketenagakerjaan cukup variatif, namun untuk masyarakat
desa Errabu ini persentase yang paling tinggi kisaran umur peserta BPJS
ketenagakerjaan berada pada usia 30 tahun ke atas yakni sekitar 49%.
Berikut tabel nya:

USIA RESPONDEN

<20tahun, 3
| ,~ 20-<30tahun,7
30-<40tahun, 19

Total, 100
Jumlah, 39

Sedangkan pada aspek pemahaman responden terkait kerjasama
desa Errabu dengan pihak BPJS ketenagakerjaan, pembentukan desa
sadar BPJS ketenagakerjaan serta mikanisme keanggotaan BPJS
ketenagakerjaan beberapa responden ada yang menjawab kurang
mengetahui sebanyak 64.2% dan si sanyamenjawab mengetahui. Berikut
table pemahaman peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu. Berikut

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/
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table pemahaman peserta dimaksud:

Pemahaman Responden

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH TOTAL

Mengetahui Tidak Mengetahui

Dari data-datayang telah penulisurai di atas, menunjukkan bahwa
desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan masih perlu
terobosan-terobosan dal am rangka mendorong dan memfasilitasi terutama
meni ngkatkan kesadaran masyarakatnya untuk ikut serta menjadi bagian
dari program BPJS ketenagakerjaan. Sehingga predikat sebagai desasadar
BPJS ketenagakerjaan dapat dinikmati dan dirasakan secara luas di
lingkungan masyarakat desa Errabu.

. Realitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan
Masyar akat Desa Errabu

Predikat desa sadar BPJS ketenagakerjaan desa Errabu diperoleh
pada tahun 2018 dari pemerintah kabupaten Sumenep sebagal apresiasi
terhadap pemdes Errabu yang telah menginisiass mendaftarkan
masyarakatnya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Akan tetapi tidak
sedikit pula masyarakat desa Errabu yang masih belum paham dengan
utuh mengenai mekanisme, tatakel olanya. Mayoritas masyarakat setempat
hanya memahami keberadaan BPJS ketenagakerjaan sebatas fasilitas
kesehatan, padaha yang benar ialah salah-satu program BPJS yang
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mempunyai program jaminan kecel akaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun dan jaminan kematian.

Di lingkungan masyarakat desa Errabu sebagai desa sadar BPJS
ketenagakerjaan, keanggotaannyamasih minim, khususnyayang berasal
dari masyarakat dengan sektor kerjainformal seperti petani, wirausaha,
dan buruh tani. Mayoritas keangotaan BPJS ketenagakerjaan di desa
Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan masih didominasi oleh
masyarakat dengan sektor kerja formal, seperti kepala desa dan
perangkatnya yang pada dasarnya posisi merekatel ah diatur oleh perbub
(peraturan bupati) kabupaten Sumenep Nomor 71 tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
BelanjaDesa Tahun Anggaran 2020, sub-bab belanjadesapoin a. belanja
pegawal angka 6 tentang iuran BPJS ketenagakerjaan kepala desa dan
perangkat desa dan tenaga pengajar serta pimpinan lembaga pendidikan
yang adadi desaErrabu seperti lembagapondok pesantren Miftahul Thsan
pimpinan KH. Abbasi, S.Pd. dan lembaga pondok pesantren Masl ahatul
Hidayah pimpinan KH. Samlan, S.Pd. sedangkan dari kalangan
masyarakat/ petani hanya ada 3 kepala keluarga (KK) yang menjadi
peserta program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana jugatelah penulis
jelaskan di awal.

Minimnya pemahaman yang utuh terkait BPJS ketenagakerjaan
membuat masyarakat kurang tertarik terhadap program yang ditawarkan
oleh BPJS ketenagakerjaan. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi
indikator penyebab minimnyamasyarakat dengan profesi kerjainformal
seperti petani salah-satunya; pertama karena mereka merasa tidak
memerlukan fasilitas yang ditawarkan oleh BPJS ketenagakerjaan meski
sudah diadakan kampanye tentang BPJS ketenagakerjaan. Kedua mereka
menganggap bahwa tindakan yang selama ini mereka lakukan dalam
menanggulagi kesehatan mereka masih dianggap paling praktis dan
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minim biaya. Ketiga, dari segi ekonomi mereka menganggap iuran yang
harus merekatanggung berada diatas kemampuan dan pendapatan mereka
yang mayoritas profesinyapetani. Keempat polapikir merekamenggiring
pada opini bahwa mereka belum memerlukan kehadiran BPJS
ketenagakerjaan mereka lantaran manfaat yang kurang dirasakan secara
langsung. Kelima mekanisme kenggotaan yang belum terbiasa mereka
ikuti sehingga dirasa berat baik dari segi peraturan maupun dari segi
kewajiban yang harus mereka |aksanakan.

Selainitu, terdapat sebab yang cukup berpengaruh dalam pasifnya
masyarakat desa Errabu terhadap program BPJS ketenagakerjaan salh-
satunya pemahaman masyarakat yang rendah terhadap BPJS
ketenagakerjaan, monopoli kepentingan oleh oknum masyarakat yang
ditugaskan karena pagbedaan pandangan beberapaindividu dan kel ompok
dengan kebijakan pemdes; padahal desamerekatelah dinobatkan sebagal
desasadar BPJS ol eh pemerintah kabupaten Sumenep melaui pihak yang
berwenang beberapa waktu yang lalu. Penyebab lain yaitu datang dari
anggota “perisal” yang tidak satu mis/ tidak satu tujuan dalam
melaksanakan tugas mereka sebaga kepanjangan tangan BPJS
ketenagakerjaan. Diantaranya ada konflik kepentingan diantara anggota
perisal, kesalah-pahaman dalam mengartikan tugas hingga kontradiksi
dengan kebijakan pemdes|antaran pandangan politik yang berbeda seperti
sebelumnya merupakan pihak oposisi.

“Sebagian besar masyarakat masih minim pemahaman tentang

seluk-beluk BPJS ketenagakerjaan selain karena keadaan

perekonomian mereka. Juga masih belum semuanya mempunyai
keinginan untuk terlibat dalam jaminan sosia ini. Mungkin
karenaprinsip merekaselamaini, missal jikasakit merekacukup
minum tablet yang mereka beli dari toko sehinga tidak perlu ke
rumah sakit. Serta ketidak sepemahaman anggota perisai juga

rasa-rasanyaikut berdampak padaanimo masyarakat untuk ambil
bagian dari program BPJS ini.”*

¥ Wawancara dengan muh. hasan tokoh desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:57 WIB
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Realitadi lapangan menjadi faktayang tidak terbantahkan terkait
minimnya kepesertaan dari masyarakat desa Errabu sebagal desa sadar
BPJS. Disamping persentase keangotaan yang berasal dari masyarakat
dengan profesi petani khususnyatidak sampai 1% (hanya3 KK) dari totd
keseluruhan masyarakat yang berjumlah 1.317 jiwatersebut. M asyarakat
desa Errabu sudah mendapatkan sosialisass mengena BPJS
ketenagakerjaan. Akan tetapi, animo masyarakat masih minim dan
bersifat pasif terkait program BPJS ketenagakerjaan di lingkungan
mereka. Selain karenakondisi perekonomian merekasebagai petani tidak
menentu, juga pola hidup mereka yang masih memakai pola tradisional
khususnya dalam hal-hal yang belum terjadi sebagaimana program-
program BPJS ketenagakerjaan.

K eberserahan masyarakat dalam penghidupan dan hal-hal yang
dapat terjadi dalam kehidupan mereka, merupakan asset religiusitasyang
sekaligus menjadi tantangan untuk stake holder desa Errabu; mulai dari
pemimpin desadan perangkat-perangkatnya hinggatokoh agamamaupun
tokoh masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki jaminan
sosial.

“Masyarakat neka gik sakonik se ngereng: program BPJS

ketenagakerjaan, khusus deri kalangan petani, masyarakat neka

gik takok ribet, manabi epataberi ngereng program, gsik adhebu
manabi songkan lebih sae adhe’ er obat bodrex saos.”

Secaraagama, BPJS ketenagakerjaan oleh masyarakat desaErrabu
tidak dipermasalahkan. Hanya sgja mereka merasa berat dengan kondis
kemampuan merekasecarafinansia/ perekonomian yang pas-pasan harus
menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan yang besarannya mencapai
18.000-19.000 setigp anggota yang berangkat dari personal atau non
institusional. Kembali lagi pada tingkat pendidikan; masyarakat desa

Errabu khususnya para petaninya mayoritas menempuh pendidikan

¥ Masyarakat masih sangat sedikit yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, khususnya dari
kalangan petani. Masyarakat kitaini masih tidak mau ribet dan jika ditawari, mereka bilang kalua
sakit cukup dengan bodrex saja, Wawancaradengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang profes
sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12. WIB
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sekolah pada tingkat dasar dengan kisaran umur saat ini diatas 40,
sedangkan kisaran umur 30-40 mayoritas telah menamatkan sekolah
menengah pertama disamping sebagian juga ada yang sampal menengah
atas. Tetapi nampaknya tidak menjamin mereka akan proaktif dengan

adanya program BPJS ketenagakerjaan di desa mereka.

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat desa Errabu yang masih
berada dalam kondis kurang mampu atau kurang sejahtera; masih
mengandal kan bantuan langsung tunal (BLT) yang dibagikan oleh desa
Errabu. Pada dasarnya masyarakat desa Errabu mengetahui keberadaan
BPJS ketenagakerjaan karenatel ah dikampanyekan oleh perwakilan BPJS
yang bekerjasamadengan pemdes Errabu yang tergabung dalam “ Perisai” .
Tetapi kembali lagi pada persona masyarakat; karena merekalah yang
mempunyai hak untuk memutuskan untuk ikut sertaatau tidak. Sementara
pemdes Errabu merupakan inisiator sekaligus fasilitator dan motivator
terhadap masyarakat agar memiliki jaminan sosial tersebut.

. Manfaat/ Realisas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi
Masyarakat Desa Errabu

Redlisasi atau manfaat dari program BPJS ketenagakerjaan
memang tidak biasa dirasakan secara langsung. Kepesertaannya juga
memperhatikan usia kerja begitu juga untuk anggota keluarganya, ini
berbeda dengan BPJS kesehatan, yang keanggotaannyamencakup seluruh
angotadalam satu kepal a-keluargatanpamelihat usia. Manfaat dari BPJS
ketenagakerjaan biasa dirasakan manakal a pesertatelah memenuhi syarat
sesuai program jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan. Seprti terjadi
kecelakaan kerja, tidak berpenghasilan lagi karena pemutusan kerja,
peserta telah pensiun dari pekerjaannya dan terdapat anggota keluarga
yang meninggal. Pada setiap program tersebut terdapat kriteria khusus
atau penjelasan khusus, misanya dalam kecelakaan kerja dapat

direalisasikan manfaat dari kepeserataannyada am BPJS ketenagakerjaan
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bila mana kecelakaan yang menimpa dalam misi kerja. Pada program
pensiun, BPJS ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2015 bahwaterhitung sgjak januari 2019, usiapensiun
pada program BPJS ketenagakerjaan pada usia mencapa 57 tahun.
Kemudian usia pensiun tersebut akan bertambah satu tahun dalam kurun
waktu 3 tahun berikutnya sehingga mencapai usia pensiun 65 tahun.
Selebihnya mengikuti program yang dalam realisasinya memperhatikan
kejadian missal pada kematian.

Pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana4 program yang menjadi
focus jaminan sosial, juga terdapat 4 manfaat yang dapat dirasakan oleh
peserta BPJS ketenagakerjaan, diantaranya;®

1. Manfaat pensiun karenacacat baik karenakecel akaan atau karena
penyakit hingga menyebabkan meninggal dunia, yakni berupa
uang tunai bulanan yang direalisasikan terhadap peserta dengan
syarat minimal telah menjadi angota BPJS ketenagakerjaan
minimal 1 bulan dengan density rate 80%. Manfaat tersebut
diberikan hingga tutup usia.

2. Manfaat pensiun janda/ duda. Y aitu berupa uang tunai bulanan
yang diberikan terhadap peserta atau yang menjadi ahli warisnya
dengan syarat yang menjadi ahli waris harus terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan. manfaat tersebut juga diberikan samppai tutup
usia atau menikah lagi. Kondisi peserta berdasarkan kebijakan
BPJS masuk ke dalam kondisi: meninggal dunia bila masa iur
kurang dari 25 tahun, yakni masaiur yang digunakanmenghitung
manfaat 15 tahun dengan syaratmemenuhun minimal 1 tahun
kepesertaan dengan densit rate 80%. Atau meningeal dunia pada

saat memperoleh pensiun MPHT.

% BPJS Ketenagakerjaan bagian batas usia pensiun dan manfaat program program BPJS
ketenagakerjaan lembar ke 21
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3. Manfaat pensiun hari tua/ MPHT. Yakni berupa uang
tuna bulanan yang diberikan kepada peserta yang
memenughi masaiur minimum 15 tahun atau setaradengan 180
bulan pada saat memasuki usia pensiun sampai dengan tutup
usia

4. Manfaat pensiun anak, yakni berupa uang tuna setiap
bulannya yang diperuntukkan kepada anak yang menjadi ahli
waris peserta yakni maksmal 2 anak yang didaftarkan
pada program pensiun dengan ketentuan redlisasi manfaat
sampa dengan usia anak mencapa 23 tahun atau telah
menikah atau telah bekerja dengan syarat peserta: meningedl
dunia sebelum usia pensiun jika waktu iur kurang dari 15
tahun dengan syarat telah menjadi peserta selama 1 tahun
dan density rate 80% sertatidak memiliki ahliwaris janda/ duda;
atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat
pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/ duda;
atau janda/dudayang memperoleh manfaat pensiun MPHT tutup
usia
Manfaat BPJS ketenagakerjaan jugadapat teredlisas padapeserta

yang memasuki usiapensiun tetapi tidak memenuhi masa iur minimum
15 tahun, mengalami cacat total tetap dan tidak tetapi tidak memenuhi
cacat setelahminimal 1 bulanmenjadi pesertatetapi minimal desit rate
tetap harus 80% atau peserta tutup usia dan tidak memenuhi masa
kesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimaldensity rate
80%. Terahir manfaat BPJS ketenagakerjaan dapat bermanfaat bagi
pensiun orang tua/ MPOT, yakni manfaat yang diberikan terhadap orang
tua yang menjadi ahli waris peserta lgang/ belum menikah dengan
rentag waktu iur kurang dari 15 tahun, sehingga masa iur yang

digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan syarat
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memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dengan desity rate 80%.%
Redlisasi manfaat di lingkungan peserta BPJS ketenagakerjaan
menurut penuturan perangkat desa masih biasa dihitung. Karena
masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan rata-rata
keadaan keluarga atau kondisi keluarganya dalam keadaan baik. Peserta
yang tergabung dalam program BPJS ketenagakerjaan pada dasarnya
memahami hak yang akan mereka dapatkan yakni harus memenuhi
ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara jaminan
sosia yang mereka ikuti. Hal tersebut juga tidak memberatkan mereka
bila manfaat yang belum biasa mereka rasakan ternyata dirasakan oleh
orang lain karena ada sebagian nominal dari pengembangan dana yang
mereka setorkan diberikan terhadap peserta lain sebagai bagian dari
manfaat kepesertaannya.
“Secaraprinsip pesertase ngereng program BPJS ketenagakerjaan
nekah ampon paham tentang syarat mendapatkan manfaat dheri
program genikah. Dheddi mereka nekah tak berrek manabi gik tak

bisah arassa agih manfaatah, namong dana seettoragih nekah bisa
epondut kaangguy eparengagih dhe” oreng lain se bhuto”*®

Sebab manfaat yang tidak dapat dirasakan secarainstan sekaligus
mengurusnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan berberapa
ketentuan yang disyaratkan, membuat masyarakat desa Errabu masih
berpikir sekian kali untuk menjadi anggotaBPJS ketenagakerjaan. bahkan
diantara masyarakat adayang pesimis dengan manfaat yang akan mereka
dapatkan dari apa yang harus dibayarkan setiap bulannya bila mereka
menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. hal ini juga sebagai akibat dari
polapikir masyarakat yang masih kurang terbuka atau kurang memahami
apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka serta bagaimana mereka

mendapatkan haknya tersebut; padahal kampanye program BPJS

" BPJS Ketenagakerjaan bagian batas usia pensiun dan manfaat program BPJS ketenagakerjaan
lembar ke 21-22

% Secara prinsip masyarakat yang menjadi pesertaitu paham tentang syarat mendapatkan manfaat dari
program BPJS ketenagakerjaan. jadi mereka juga tidak keberatan jika mereka belum biasa
merasakan manfaat tetapi dana yang mereka setorkan itu diambil untuk diberikan kepada yang
lainnya yang membutuhkan., Wawancara dengan Barirotul Khoairiyah, di desaErrabu, 20/02/ 2021
pukul 12:06 WIB.
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ketenagakerjaan telah dilakukan terhadap mereka.

Akan tetapi menjadi berbeda pada saat masyarakat yang penjadi
peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu pada tahun 2020 lalu ada
yang menerima manfaat, yakni manfaat yang didapatkan pada program
manfaat kematian/ karena ada anggota kel uarga peserta yang meninggal
duania. Besaran nominal yang didapat berkisar Rp. 15.000.000 s/d Rp.
20.000.000 jutaan. Dari pengalaman salah-satu peserta yang menerima
manfaat tersebut kemudian didengar oleh masyarakat lainnya; lalu
kemudian beberapa hari setelah penerimaan dan beritanya tersebar, ada
masyarakat desa Errabu yang mendaftar untuk menjadi peserta BPJS
ketenaga kerjaan.

“Karena manfaatah neka gik tak bisah erassagih langsung sareng

para pesereta, dheddi masyarakat kadinto masih ker-mekker

kaangguy ngereng program BPJS nekah, salaen jugen karena

keadaan keuangan tor jugen syarat2 epon gik eanggep sulit sareng
masyarakat”*°

Dari faktatersebut di atas, dapat dikatakan bahwamasyarakat desa
Errabu mayoritas merasa kurang tertarik atau kurang membutuhkan
lantaran manfaatnya dirasa lama dan menyulitkan selain tidak diketahui
secara pasti waktu realisasi manfaatnya tersebut. Disamping itu,
masyarakat desa Errabu masih nyaman dengan kebiasaan sehari-hari
mereka yang tanpa iuran atau tanggungan. Buktinya dengan adanya
peserta yang mendapat manfaat dari kepesertaan mereka di BPJS

ketenagakerjaan, masih sangat minim animo untuk mendaftar/ ikut PBJS

¥ Karenamanfaat yang tidak biasa dirasakan langsung ol eh peserta, jadi masyarakat umumnyamasih
berpikir-pikir untuk ikut. Selain karenakondisi keuangan merekajuga syarat-syaratnya dianggap
menyulitkan. Wawancara dengan Nurul, penduduk desa Errabu sekaligus pengajar, desa Errabu
20/02/2021 Pukul 12:25 WIB



BAB IV
MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS
KETENAGAKERJAAN DESA ERRABU KABUPATEN SUMENEP
PERSPEKTIF EKONOMI| SYARIAH

A. Jaminan Sosial Dalam Komunitas Sadar BPJS Ketenagakerjaan Bagi
Masyar akat Desa Errabu Kabupaten Sumenep
Anadlisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis
fenomenadan data- data hasil wawancara, observas maupun dari dokumen-
dokumen yang diperoleh selama penditian. Anaisis data dalam
penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari sejak data awal
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir.

Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Desa Errabu merupakan
masyarakat mempunyai keunikan yaitu keberagamaan dan Sosia
kemasyarakatan dan keberagamaan masyarakat, jika merujuk kepada data
monografi desa, keseluruhannya memeluk agama Islam dengan jumlah
masyarakat yaitu 1.317 jiwa, semuanyaadalah Muslim taat padasisi yanglain
masyarakat desa Errabu pada khususnya merupakan masyarakat dengan
keyakinan agama |slam yang fanatic dengan kategori sebagal penganut Islam
tradisional.

“Masyarakat dhisa errabu kaintoh satgjena islam ben masyarakat

kaintoh satgenah norok organisasi kaagemaan sekasohor neng
Indonesia engki panikah Nahdlatul Ulama’.”*
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat dapat

diketahui bahwa, Masyarakat Sadar BPJS K etenagakerjaan 100% yang ada di

! Semuamasyarakat Errabu adalah islam dan mengikuti organisasi keagamaan yang sudah dikenak
di Indonesiayaitu Nahdlatul Ulama’ , Wawancaradengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu
Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul: 09:00 WIB
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desa errabu masyarakatnya beraga islam dan semuanya mengikuti organisasi
keagaman yaitu organisas tertua dan terbesar di negaraini yaitu organisasi
kemasyarakatan dan keagamaan Nahdlatul Ulamayang dididirikan oleh KH.
Hasyim Asyari dimana dalam kegiatanya dan iplementasinya harus
takdim/patuh kepada orang tua, guru dan pimpinan maksud dalam hal ini
penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada
pengertian Kia pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz
pada “ sekolah-sekolah” keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan
pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis-
terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau
derita di alam kehidupan akhirat (Morality and Sacred World).

Pada kalangan Masyarakat Sadar BPJS K etenagakerjaan Desa Errabu
hal diatas tersebut kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hal yang niscaya
jika dileburkan kedalam sebuah aturan normatif yang tertulis, namun dalam
kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat dan seperti halnya dalam
diskursus kemasyarakatan apabila seoarang kiayi dan tokoh masyarakat yang
diyakini baik menikuti BPJS Ketenagakerjaan maka seluruh masyarakatnya
akan mengikuti juga bagainapun caranya.

M ekanisme dan Pel aksanaan M asyarakat Sadar BPJS K etenagakerjaan
Desa Erra secara Konstitusional, mekanisme penyelengaraan BPJS
ketenagakerjaan telah mengikuti aturan pemerintah dalam undang-undang
BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagaimana dalam sub bab legalitas lembaga
jaminan sosia. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus
dipahamkan kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam
memahami dan menjalankan menisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat

desa Errabu sebagai salah-satu peserta BPJS K etenagakerjaan di lingkungan
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kantor oprasional BPJS kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat desa Errabu
diwajibkan untuk memenunhi persyaratan administrasi sesuai dengan prasyarat
yang ditetapkan oleh BPJS kabupaten Sumenep. yakni dengan diwajibkan
melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi bagian atau peserta
BPJS ketenagakerjaan. Slah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi
perserta BPJS ketenagakerjaan ialah seseorang harus sudah mencapai usia
kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada pasal
satu ketentuan umum angka 26 yakni “ Anak adal ah setiap orang yang berumur
dibawah 18 (delapan belas) tahun.?

Di desa Sadar BPJS K etenagakerjaan yaitu desa Errabu, masyarakat
yang mendaftar dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan terbagi ke dalam
tigakategori. Kategori pertama pesertadari lingkungan perangkat desa Errabu,
yakni mulai dari kepala desa hingga semua perangkat-perangkatnya juga
keluarganya. Kategori kedua yakni para tokoh agama khususnya pimpinan
lembaga (pesantren) dengan semua tenaga pengagar atau tenaga
administrasinya berikut keluarganya. Ketiga kategori individu yang berasal
dari kalangan masyarakat/ masyarakat desa Errabu.

“Masyarakat dhisa errabu kaintoh kompak ekarenaaki dhisa ben

masyarakat ka dintoh ekakebey masyarakat ben thisa percontoan

sebede ekabupaten sumenep ban tongsettongah dhisa se ekakebey
percontoan samadure ben ekomandoi sareng perangkat dhisa”.

Berdasarkan hasil wawancaradapat diketahui bahwaAgar masyarakat

atau pemerintah desa semakin maksimal dalam mengakomodir masyarakat,

baik yang berangkat dari lembaga atau individu untuk menjadi peserta BPJS

2 Undang-undang Republik Indonesianomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 ketentuan
umum pasal 1 angka 26

% Masyarakat Errabu ini kompak karena desaini dijadikan desa dan masyarakat percontohan yang
adadi Kabupaten Sumenep dan satu-satunya desayang dij adikan Desapercontohan di Maduradan
dipimpin oleah apparat Desa, Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu
Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul: 09:30 WIB
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ketenagakerjaan; BPJS ketenagakerjaan bersama-sama pemerintah desa Errabu
bersinergi membentuk pengurus yang SDMnya berasal dari masyarakat desa
yang sangat kompak dan dibawah binaan serta koordinasi pemerintah desa.

Selainitu, padaprogram jaminan sosial kepengurusan khusus bidang
BPJS ketenagakerjaan tersebut diberikan nama “perisai” dengan tugas
pokoknya ialah mengampanyekan serta mendorong masyarakat desa Errabu
agar ikutserta menjadi bagian dari BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan,
dan agar supaya masyarakat desa Errabu mempunyai jaminan sosial dimasa
yang akan datang. untuk desa Errabu telah dibentuk pengurus oleh BPJS
bersama pemerintah desa kemudian diberi nama“Perisal” yang anggotanya
berasal dari masyarakat setempat. Tugasnya mengampanyekan BPJS dan
memotivasi masyarakat agar mempunyai keinginan untuk memiliki jaminan
sosial kedepannya.

Perwakilan BPJS ketenagakerjaan yang telah dibentuk tersebut selain
berada dalam pengawasan pemdes Errabu juga bertangung jawab kepada
lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini idah BPJS
ketenagakerjaan terkait berbagal perkembangan yang ada di lapangan
“perisai” yang merupakan kepanjangan tangan BPJS ketenagakerjaan wajib
melakukan pemahaman secara menyeluruh tentang BPJS ketenagakerjaan;
mulai dari memberikan informasi detaill kewgjiban yang harus dipenuhi
seperti syarat-syarat untuk menjadi peserta, kewgjiban saat menjadi peserta
seperti membayar iuran wajib peserta BPJS ketenagakerjaan, baik yang
sifatnya personal atau institusiona hingga hak-hak peserta BPJS
ketenagakerjaan yang nantinya akan mereka peroleh berikut cara dan syarat
memperolehnya. Dalam perjalananya terdapat beberapa kendala* Edelem

Perjelenannah ben Perkembangenah bedhe sakonik kendala otabe masalah
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engki kaintoh kapentingan individu” .*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
perwakilan BPJS yang tergabung dalam “perisa’ desa Errabu tersebut
mengalami beberapakendal a dan benturan anggota karena kepentingan yang
bersifat individual bahkan kepentingan politik atau pandangan yang berbeda
terhadap kebijakan desa. Sehingga saat penulis ke lapangan, hanya tingal
beberapa individu yang sampai saat ini masih konsisten mengampanyekan
program BPJS sebagaimanaawal mulamerekadibentuk dan tergabung dalam
wadah yang diberi nama*“ perisai” tersebut.

Namun keberadaannya saat ini “perisal” yang anggotanya6 orang itu
dibutuhkan sebenarnya. Tetapi baru-baru ini hanyabeberapayang aktif dari 6
orang tersebut. Penyebabnya perbedaan pandangan sgja terhadap pemdes.
pemerintah desa Errabu melalui perangkat desa yang diberi tugas untuk
mengomandoi sosialisasi program BPJS gunameningkatkan pemahaman dan
minat masyarakat desa; masih berharap dan terus melakukan kampanye
kepada masyarakat walaupun terjadi sedikit kendala.

BPJS ketenagakerjaan ini dilingkungan masyarakat termasuk hal yang
baru, karenatidak semuamasyarakat biasamemahami dengan utuh. Makanya
perlu pendampingan dan kampanye pemahaman terhadap program BPJS ini
secaraterus-menerus agar ketertarikan masyarakat biasabertambah untuk jadi
peserta.

Keberadaan pemdes Errabulah yang ikut serta memahamkan dan
mendorong masyarakatnya agar sadar BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan
dapat dikatakan sebagai langkah maju. Disamping marupakan kewajiban

membantu masyarakat agar mempunyai jaminan dan kualitas kesejahteraan

4 Dalam perjalanan dan perkembangan ini ada sedikit kendala dan masalah salah satunya adalah

kepentingan individu, Wawancara, dengan perangkat desa di kantor kepala desa Errabu,
27/02/2021 pukul. 11:32. WIB
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memang betul-betul terjamin dengan adanya BPJS ketenagakerjaan tersebut
juga sebagai salah-satu mekanisme dalam mengayomi dan melindungi
masyarakatnya.

Tata Kelola Kelembagaan BPJS ketenagakerjaan yang ada di desa
sadar BPJS Ketenagakerjaan Pertama, berhubungan dengan kewilayahan
yakni BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan cakupan kepesertaan
semaksimal mungkin dan tentunya harus lebih besar. Seperti pada pekerja
formal yang meliputi pekerja pada skala usaha besar, menengah, dan kecil,
sementara untuk pekerjainformal meliputi pekerjadalam skalausahamikro.
Kedua, pada sektor usaha, BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan pada
sektor usaha dan lapangan usaha yang telah memiliki asosiasi atau
penghimpunan usaha baik formal maupun informal. Seperti, asosias
pengusaha (APINDO), asosiasi pertambangan, asosisasi |embaga keuangan
(perbankan dan asuransi), kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan lain
sebagainya.

Pemahaman Masyarakat Desa Errabu Tentang Jaminan Sosial BPJS
K etenagakerjaan program ini sangat bermanfaat bagi buruh dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin kesdamatannya saat
bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang
dikatakan oleh Kepala desa Errabu sebagai berikut:

“BPJS Ketenagakerjaan mabedeh 4 program jaminan socidl,

program epon diantaranah: jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun seekagebey gente

jaminan pemeliharaan kesehatan. Dheri 4 program genikah, bedeh 2

se manfaat epon etingkatkan dhek peserta, yaitu program jaminan

kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tor jugen, berkat program
pensiun nekah sangat bermanfaat kaangguy meningkatkan

5

Buku Ringkasan Peta Jal an Penyel enggaraan Jaminan Sosial Bidang K etenagakerjaan padalembar
ke 13.
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kesejahteraan hidup buruh.®

Berdasarkan hasil wawancara dapat diket ahui bahwa, program
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat
menjamin kesegjahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan
pensiun akan menjamin kesgjahteraan peserta ketika sudah pensiun atau
tidak bekerja lagi ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa
depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS
K etenagakerjaan.

Masyarakat desa Errabu mayoritas masi h minim pemahaman tentang
BPJS ketenagakerjaan apalagi tentang manfaatnya. Padahal sudah terbentuk
fasilitator di desa sebagai perwakilan BPJS untuk masyarakat desa Errabu
agar program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses. Hal ini juga
diungkapkan oleh sekretris desa sebagal berikut:

“Masyarakat kaintoh ras-arasen majer BPJS K etenagakerjaan karena

kaintoh masyarakate tak ngarteh manfaat ben kaontongannah serta

sanaose gelasaki namong masyarakat kaintoh cuwek kalaben
kabedeenah”.’

Berdasarkan hasil wawancaradapat diketahui bahwa, merekaacuh tak
acuh pada kehadiran program BPJS ketenagakerjaan di tengah-tengah mereka.

Selain karena kesibukan mereka dengan system kerja dan waktu yang tidak

6

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah
jaminan kecelakaan Kkerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun
sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu ada 2 yang manfaatnya
ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Selain itu, dengan adanya program pensiun ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan
kesgjahteraan hidup buruh ke depannya nanti Wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa
koordinator bag. BPJS ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul. 10:46
wiB

Masyarakat disini males membayar BPJS K etenagakerjaan karena masyarakat tidak memahami

manfaat dan keuntungan serta meskipun dijelaskan masyarakat cuek dengan keceradaan BPJS.,
Wawancara, dengan perangkat/sekretaris desa di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 Pukul.
11:32. WIB
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menentu atau ada waktu lama di rumah kecuali pada malam hari serta
masyarakat desa Errabu memang mayoritas petani, hampir 63% |ebih. Tetapi
adajugayang profesinyasebagai buruh pabrik rokok dan beberapayang PNS.
dari hal tersebut diatas Berdasarkan data yang dihimpun dari data sementara
pemdes Errabu tentang masyarakat yang mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan masih kurang dari 2% dari total 423 kepala keluarga yang
ada di desa Errabu. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa Errabu masih
berada di bawah rata-rata antusiasme dan belum faham terhadap BPJS
ketenagakerjaan.®

Manfaat/ Realisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi
Masyarakat Desa Errabu mengacu pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang
menyebutkan bahwa, bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat
total tetap akibat kecelakaan kerja akan menerima beasiswa pendidikan
anak yang berjumlah Rp 12.000.000 untuk setiap peserta. Tidak ada batas
dana bantuan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
membantu pengobatan peserta: yang mengalami kecelakaan kerja yang
artinya BPJS K etenagakerjaan akan membiayal pengobatan peserta sampai
peserta itu sembuh.

Selain itu, pada program jaminan kematian adanya peningkatan
jumlah uang santunan sebesar Rp 16.200.000 yang sebelumnya Rp
14.200.000 yang akan dibayarkan sekaligus kepada keluarga buruh.
Keluarga buruh juga akan mendapatkan santunan berkala selama24 bulan

di mana akan dibayarkan Rp 200.000 perbulannya dan akan sangat

8 Wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 28/02/2021 pukul 09:31 WIB
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bermanfaat bagi keluargaburuh tersebut. Biaya pemakaman pun mengalami
peningkatan j umlah pembayarannya menjadi Rp 3.000.000 dari yang
sebelumnya Rp 2.000.000 dan akan mendapatkan jugabeasiswa pendidikan
anak sebanyak Rp 12.000.000 yang dibayarkan kepada setiap peserta.

Selainitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, buruh sudah memiliki
tabungan yang bermanfaat apabila buruh sudah tidak bekerja lagi,
meninggal atau di PHK oleh perusahaan yang berdampak pada
kesgjahteraannya nanti.

Di sampingitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka buruh dapat
penghasilan dari jaminan pensiun ketika buruh sudah memasuki usia
pensiun atau sudah memasuki usia 56 tahun dengan minimal 15 tahun masa
kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesgjahteraan kehidupan buruh beserta keluarganya yang sudah menjadi
peserta BPJS K etenagakerjaan ketikasudah pensiun dan tidak bekerja lagi.

Daam bidang pelayanan BPJS K etenagakerjaan jugameningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan
agar pelayanan yang berjalan dapat berjalan maksimal dan peserta dapat
merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS
K etenagakerjaan. Salah satunya dengan waktu pelayanan maksimal adalah
30 menit kepada setiap peserta, seperti yang diungkapkan oleh Kepala
Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Sumenep sebagai
berikut:

“Bekto pelayanan dhe' peserta samangken ebetesse maksimal 30
menit se apeddoman dhe' service blue print tor tak bisa lebbi dheri
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bekto genikah, sopaj e peserta bi sa narema pel ayanan bisaarassapuas.
Service blue print neka jugen bertujuan sopaje peserta se antri nekah
tak sampek adentos abit kaangguy ngaolleagih pelayanan dheri BPJS
K etenagakerjaan.”®
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa demi
terciptanya pelayanan yang efektif dan efisen maka waktu pelayanan
dibatas maksimal 30 menit agar dapat tercapainya kepuasan dari peserta
yang menerima pelayanan dan juga agar peserta yang sudah antri dapat
terlayani secepatnya. Dengan adanya peraturan service blue print ini
diharapkan pelayanan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan
pelayanan yang diberikan bisamaksimal nantinya
Selain itu, setigp akan memberikan pelayanan kepada peserta yang
akan mengaukan klaim petugas BPJS K etenagakerjaan akan mengadakan
sosialisas terlebih dahulu untuk memberikan informas terkait dokumen-
dokumen apa sgja yang perlu dilengkapi seperti KTP adi dan Kartu
Keluarga(asli) kepada pesertaagarpesertadapat mengetahuidokumen yang
perlu dibawa padasaat ingin mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan.
Namun berbanding terbalik bagi Masyarakat desa Sadar BPJS
K etenagakerjaan dalam pemahamanyayang diantaranya: pendapat masyarakat
yang antipati yaitu: (1) Layanan BPJS ketenagakerjaan memang tidak biasa
dirasakan secaralangsung, (2) K epesertaannyajugamemperhatikan usiakerja
begitu juga untuk anggota keluarganya, ini berbeda dengan BPJS kesehatan,
yang keanggotaannya mencakup seluruh angota dalam satu kepala-keluarga

tanpa melihat usia, (3) kondisi keuangan mereka juga syarat-syaratnya

9

Waktu pelayanan kepada peserta sekarang maksima 30 menit yang berpedoman pada
service blueprint dantidak bolehlebih dariitu agar peserta yangmenerima pelayanandari kami
merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Service blue print ini juga bertujuan agar
peserta yang telah antre tidak menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS
K etenagakerjaan. Wawancaravdengan Dhyah Swasti Kusumawardhani, kepala BPJS Kabupaten
Sumenep 28/02/2021 pukul 11:00 WIB
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dianggap menyulitkan, (4) Masyarakat desa Errabu mayoritas merasakurang
tertarik atau kurang membutuhkan lantaran manfaatnya dirasa lama dan
menyulitkan selain tidak diketahui secara pasti waktu realisasi manfaatnya
tersebut, (5) Sebagai masyarakat desa masih butuh bukti peserta yang
mendapat manfaat dari kepesertaan merekadi BPJS ketenagakerjaan sehingga
animo untuk mendaftar/ ikut serta dalam program BPJS tersebut masih jauh
dari nama yang disandang oleh desa Erabu sebagai desa percontohan sadar
BPJS K etenagakerjaan.

Oleh karena itu, berdasarkan realitas masyarakat dan mekanisme
pengelolahan BPJS Ketenagakerjaan di desa Erabu, untuk pemahaman/
makna serta manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap
BPJS K etenagakerjaan juga berdasar pada strata sosial masyarakat desaErabu

sebagal berikut:
No | Golongan Penghasilan Keterangan
1 | Buruh Tani/ Tidak K eberadaan BPJS K etenagakerjaan
Petani menentu dianggap bukan kebutuhan primer/

kurag penting. Sebagai akibatnya,
sangat minim keanggotaan masyarakat
golongan ini dalam BPJS

K etenagakerjaan; disamping tingkat
kesadaran mereka masih tergolong
rendah.

2 | Buruh Pabrik Cukup BPJS K etenagakerjaan menjadi wajib/
penting, karena pabrik tempat mereka
bekerja mengharuskan semua
karyawannya mengikuti kenggotaan
BPJS ketenagakerjaan sebagaimana
dalam peruran perundang-undangan.
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Aparat Desa

Terjamin

K eanggotaan dalam BPJS

K etenagakerjaan menjadi peting,
disamping karenatingkat
kesadarannya lebih tinggi disbanding
masyarakat umum, juga adanya
peraturan BUPATI Sumenep yang
mengharuskan seluruh perangkat desa
(kepala desa dan jgjarannya) wajib
mengikuti BPJS K etenagakerjaan.

Kiyai/
Tokoh/Guru

Cukup

K eberadaan tokoh sekaligus pendidik
selain menjadi contoh terhadap
masyarakat juga posisinya yang masuk
dalam kategori masyarakat dengan
kebutuhan yang cukup terpenunhi,
merasa perlu untuk megikuti
keanggotaan BPJS K etenagakerjaan,
selain merupakan tuntutan kesadaran
dan institus pesantren yang dipimpin.

PNS/ TNI-
Polri

Terjamin

Berdasarkan pada posisi dan status
sebagal aparatur sipil negara, maka
sesual dengan peraturan perundang-
undangan, maka kenggotaan BPJS
K etenagakerjaan merupakan

keni scayaan disamping tingkat
kesadaran yang tinggi dalam
menjamin hidup diri mereka.

B. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS K etenagakerjaan di Desa

Errabu Kabupaten Sumenep Dalam Prespektif Ekonomi I slam

1y

Implementas  Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap

Masyarakat Menurut Islam

Isam sebagai agama (Rahmatan lil Alamin) yang sempurna

memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat manusia terutama

pemeluk agama Islam dalam mencakup berbagal aspek yaitu, aspek

agidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk

sosial disadari ataupun tidak disadari, dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain. implementasi adalah
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bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu
sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.™

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan
untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerja seluruh warga
Indonesia. Regulasi mengenai penyelenggaraan BPJStelah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mana dinyatakan bahwa
“Badan PenyelenggaraJaminan Sosia adalah badan hukumyang dibentuk
menyel enggarakan jaminan sosial.”

Tujuan pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan
yang dijalankan oleh BPJS adalah untuk memberikan kesejahteraan dan
kemaslahatan bagi semua masyarakat serta menghilangkan mafsadah
(kerusakan). Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fighi mengenai
teori kebijakan publik:*

nliady b e o i Ofs

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan

pada kemaslahatan.”

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga baru yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang sudah mulai
beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti halnya di desa sadar BPJS
K etenagakerjaan yang ada di desa Errabu kabupaten sumenep. Banyak
warga yang kenalkan dan difahamkan tentang pentingnya BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana pernyataan dari hasan, salah seorang

masyarakat yang ada di desa tersebut mengungkapkan bahwa:

1% Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Grasindo, Jakarta, 2002), 37
' Muhammad Ma'shum Zein, Qawaid Fighiyah Pengantar memahami nadzam Al Faroidul
Baghiyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 10
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“Edhisa Errabu kaintoh ewgjibaki norok BPJSTK kaangguy masa
pensiunan ben dhisa kaintoh esebut dhisa mandiri ben dhisa
percontoan BPJTK sebede ekabupaten sumenep” '

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanyaantusiasme masyarakat
terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yang baru dibentuk oleh
pemerintah sudah sangat tinggi. Oleh karena itu pihak BPJS
K etenagakerjaan maupuntingkat kabupaten harus memberikan pelayanan
serta melaksanakan sistem sesual yang telah dituliskan dalam Undang-
Undang. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sistem jaminan

nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

2. Tinjauan Islam Terhadap Monopoli BPJS Ketenagakerjaan

Istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris yaitu monopoly dan
istilah tersebut menurut sejarahnya, monopoli berasal dari bahsaY unani
yaitu “monos polein” yaitu sendirian menjua. Monopoli merupakan
masalah yang menjadi perhatian utama dalam setigp pembahasan
pembentukan hukum persaingan usaha. Sebetulnya monopoli itu sendiri
bukaan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum,
jika diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum.
Akan tetapi yang dilarang dalam monopoli adalah praktik monopoli itu
sendiri untuk mengguanakan kekuatannyadi pasar bersangkutan.

Monopoli dalam bahasaArab dikenal denganistilah al-ihtikar. Al-
Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan

(barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Al-Ihtikar secara

12 Dj Desa Errabu diwajibkan mengikuti BPISTK untuk masa pension dan desa disini disebut desa
mandiri dan Desa percontohan BPJTK yang adadi kabupaten Sumenep., wawancara, Moh. Hasan
(perangkat desa) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 Pukul. 11:17. WIB
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terminologi adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia
untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harga sertamenunggu
melonjaknya harga di pasaran. Dalam konteks saat ini, menimbun
maupun monopoli dianggap mempunyai arti atau makna yang sama,
karena sama-sama tidak menyampaikan suatu barang atau hal tertentu

padahal di dalam suatu tersebut terdapat hak orang yang harus disampikan.

Isam memandang monopoli hukumnya haram sebagaimana
dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hanafiyyah,
dan mayoritas Syafi’iyyah. Pelarangan melakukan monopoli dan
melakukan kegiatan usaha secara tidak sehat sebagaimana Allah swit.
berfirman di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4): 29:%

A cf A3 sk of ) Ol oK oSl 130 Y i gkt ¢l 2
Lo 3 S8 & &) A& 3888 ¥ 3

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu”.

Adapun pengharaman melakukan monopoli dan melakukan
kegiatan secaratidak sehat terdapat puladalam hadist yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim dari Ma mar bin Abdullah:*

b ik op Josi] & e Wie eS8 & den WW0e
n..r"uj:‘“m Wu"‘“""u)fu W,u"uBlg
S 7 5 flog e B0 Lo 0 Uys op 0\ a8 1t o

2 Y]

Y
£\

3 Kementerian AgamaRI, Al-Qur’ an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House,
2011) 84
4 Shahih Muslim, Hadist No. 3013.
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Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amrual-
Asy 'ats telah menceritakan kepadakami Hatim bin
Isma’il dari Muhammad bin*Ajlandari Muhammad
bin ‘Amru bin *Atha dari Sa'id bin Musayyab dari
Ma mar bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “ Tidaklah orang
yang menimbun barang, melainkan ia berdosa
karenanya.” (HR. Muslim No. 3013).

BPJS Kesehatan terbentuk sesuai dengan Undang-Undang SISN
yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosia untuk mengelolaasuransi sosial di
Indonesia. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS terbagi menjadi duajenisyaitu
BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan
kesehatan. BPJS diberikan hak monopoli oleh pemerintah untuk
menjalankan program asurans sosial melalui Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan.

Mengenai pemberian hak monopoli pemerintah kepada BPJS
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 ayat (@)
menyatakan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini
adalah; Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan
peraturan perundang-undangan. Mengenai pengaturan pelaksanaan
monopoli diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan

produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasayang menguasai

hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan
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diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan
usahaatau |embagayang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah” .

Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 setiap
warga Indonesiaserta warganegara asingyang bekerjapaling lamaenam
bulan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Adanya kewagjiban
masyarakat untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan menyebabkan
monopoli dalam pelayanan jaminan kesehatan.

Pemberi kerja dalam hal ini pemilik perusahaan merasadirugikan
dengan adanya Undang-Undang BPJS Pasal 15 hingga Pasal 18 yang
mewajibkan pemberi kerjamendaftarkan dirinyadan pekerjanyasebagai
peserta BPJS, apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanyaakan
mendapatkan sanks berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak
mendapatkan pelayanan publik. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang BPJS
mewajibkan pemberi kerjamemungut iuran yang menjadi beban peserta
dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi pekerja yang melanggar
ketentuan tersebut akan dikenai denda yang diatur dalam Undang-
Undang BPJS Pasal 55 denda yang didapatkan berupa pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan denda uang paling banyak Rp.
1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kewgjiban tersebut membuat BPJS menjadi pilihan utama dan
pertama masyarakat dalam pilihan asuransi untuk mendapatkanpel ayanan
jaminan kesehatan. Kebijakan ini berimbas langsung kepada penyedia
jasa layanan kesehatan yang lain dalam hal ini asuransi swasta. Pihak
asuransi merasa dirugikan dengan adanya kewajiban tersebut karena
masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS dalam ha pemberian
pelayanan jaminan kesehatan dan menyebabkan pihak asuransi tidak

15 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat



134

dapat menjalankan usaha merekan dengan baik.

Berdasarkan penelitian diatas sebagian besar bahwa terjadi
monopili di dalam BPJS Ketenagakerjaan di desa Errabu kabupaten
sumenep terdapat unsur paksaandi dalamnya yakni setigp masyarakat
diwajibkan menjadi pesertaBPJS Ketenagakerjaan dengan alasan untuk
menyiapkan hari tua dan jaminan pensiunan. Akan tetapi dalam Islam
yang kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan muamalah dilarang ada

unsur paksaan di dalamnya; artinya harus suka sama suka.

C. Makna Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa
Errabu Kabupaten Sumenep Terhadap Kehidupan Ekonomi
1. Pandangan Manfaat, Fungs dan Dampak Jaminan Sosial Bagi
M asyar akat
Secara keseluruhan, melihat pada fakta dan realitas BPJS
K etenagakerjaan, memang masi h didominasi oleh sektor ketenagakerjaan
formal. Akan tetapi, beberapa diantaranya juga terdapat dari sektor
ketenagakerjaan informal, hanya sajamasi h diupayakan dengan berbagai
terobosan yang dijadikan target secara akumulatif data olen BPJS
Ketenagakerjaan, yakni pada setiap periodenya selalu mengalami
peningkatan target, terutama pada kepesertaan BPJS K etenagakerjaan
lingkup informal. Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di masyarakat
khususnya masyarakat pedalaman atau pedesaan, masih berada pada
Kisaran minim. Selain akses yang masih belum banyak yang bias
menjangkau, baik jarak maupun kondisi perekonomian kebanyakan
kurang mampu atau kurang memadai. Pekerjaan yang sering disebut ke

dalam pekerjaan sektor informal diantaranya; berusaha sendiri tanpa
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dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu anggotarumah tangga/buruh
tidak tetap, pekerja keluarga. Sedangkan yang umum dikategorkan ke
dalam sektor formal yakni buruh/karyawan, berusahadengan buruh tetap.

Demi mengatasi kondis tersebut dan juga sebagai bentuk
mewujudkan amanat negara sebagaimana dalam perundang-undangan.
BPJS Ketenagakerjaan menyamakan ketenagakerjaan sektor informal
dengan system kepesertaan dengan sektor formal; yakni dengan mencoba
akses melalui kelomok-kelompok atau unit usaha informal agar
kewajiban yang ditanggungkan kepada pesertayang berasal dari pekerjaan
informal dapat mereka jalankan tanpa ada kendala. Sebagaimana kita
ketahui bersama, bahwa kepesertaan mela ui institus baik formal maupun
informal berbeda besaran iuranya dengan peserta yang berangkat secara
individu. Namun secara hak kemanfaatan yang akan direalisasikan oleh
BPJS ketenagakerjaan pada setiap program yang adatidak ada perbedaan,
yakni:

1. Manfaat padawilayah pensiun karenacacat baik karenakecel akaan
atau karena penyakit hinggamenyebabkan meninggal dunia, yakni
berupa uang tunai bulanan yang direalisasikan terhadap peserta
dengan syarat minimal telah menjadi angota BPJS
ketenagakerjaan minima 1 bulan dengan density rate 80%.
Manfaat tersebut diberikan hingga tutup usia

2. Manfaat pension janda/ duda. Y itu berupa uang tunai bulanan yang

diberikan terhadap pesertaatau yang menjadi ahli warisnyadengan
syarat yang menjadi ahli waris harus terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan. manfaat tersebut juga diberikan samppai tutup

usia atau menikah lagi. Kondisi peserta berdasarkan kebijakan
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BPJS masuk ke dalam kondisi: meningga dunia bila masa iur
kurang dari 25 tahun, yakni masaiur yang digunakanmenghitung
manfaat 15 tahun dengan syarat memenuhun minimal 1 tahun
kepesertaan dengan densit rate 80%. Atau meningeal dunia pada
saat memperoleh pension MPHT.

3. Manfaat pension hari tual MPHT. Y akni berupauang tunai bulanan
yang diberikan kepada peserta yang memenughi masa iur
minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan pada saat
memasuki usia pension sampai dengan tutup usia.

4. Manfaat pensiun anak, yakni berupa uang tunai setiap bulannya
yang diperuntukkan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta
yakni maksimal 2 anak yang didaftarkan pada program pensiun
dengan ketentuan realisasi manfaat sampa dengan usia anak
mencapal 23 tahun atau telah menikah atau telah bekerja dengan
syarat peserta: meningeal dunia sebelum usia pensiun jika waktu
iur kurang dari 15 tahun dengan syarat telah menjadi peserta
selama 1 tahun dan density rate 80% sertatidak memiliki ahliwaris
janda/ duda; atau meninggal duniapada saat memperol eh manfaat
pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/ duda; atau
janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT tutup usia.
Selain manfaat tersebut, berdasarkan pada program BPJS
ketenagakerjaan, manfaat dari kepesertaan BPJS K etenagakerjaan
jugadiberikan kepadausia pensiun tetapi tidak memenuhi masaiur
minimum 15 tahun, mengalami cacat total tetap dan tidak tetapi
tidak memenuhi cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta

tetapi minimal desit rate tetap harus 80% atau peserta tutup usia
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dan tidak memenuhi masa kesertaan minimal 1 tahun menjadi
peserta dan minimal density rate 80%.

Manfaat BPJS ketenagakerjaan jugaterdapat padalingkup pensiun
orang tua/ MPQOT, yakni manfaat yang diberikan terhadap orang tuayang
menjadi ahli waris pesertalgjang/ belum menikah dengan rentag waktu
iur kurang dari 15 tahun, sehingga masa iur yang digunakan dalam
menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan syarat memenuhi minimal 1
tahun kepesertaan dengan desity rate 80%. Artinya, dari keumuman
manfaat yang ada tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh
masing-masing peserta. Termasuk manfaat yang manayang akan diterima
oleh peserta BPJS K etenagakerjaan bersangkutan, sehingga jika peserta
tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pihak penyelengara jaminan sosial, maka dapat dipastikan, manfaat
tersebut tidak dapat direalisasikan. Oleh karenanya, peserta BPJS
K etenagakerjaan khususnya, tidak dapat semena-mena dalam realisasi
manfaat meski manfaat tersebut merupakan hak mutlakkarena
kepesertaannya.

Misalnya pada Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uangtunai dan/atau pelayanan kesehatan
yang diberikan padasaat pesertamengalami kecelakaan kerja atau
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian
yang selanjutnya disingkat JKm adalah manfaat uang tuna yang
diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan
akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang
terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi

dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
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dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Cacat adalah
keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya
anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk
menjalankan pekerjaannya.'®

Manfaat yang akan diperoleh dari kepesertaan dalam BPJS
ketenagakerjaan memang tidak dapat langsung dirasakan atau secara
spontan dapat direalisasikan, selain karenaterdapat syarat dan ketentuan
yang telah diatur, jugakarenaprinsip jaminan sosia yang diselenggarakan
oleh pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan merupakan keangotaan
jaminan nirlaba sehingga manfaat yang belum dapat terealisasi pada
beberapa peserta, dapat direali sasikan pada pesertaBPJS ketenagakerjaan
lain yang secara peraturan-perundang-undangan dapat diberikan manfaat
kepadanya. “Manabi mereka gik tak bisa arassa agi manfaatah, namong
dana se esetoragih neka bisa e pondut tor eparengaghi dhe’ se bhuto.”*’

Secara prinsipil, keberadaan BPJS ketenagakerjaan difungsikan
untuk mendongkrak kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa
membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi nampaknya
beberapa tantangan sgjak jaminan sosial  kemasyarakatan ini
diselenggarakan, tidak sedikit yang harus dihadapai oleh pihak
penyelenggara. Mulai dari berbedanya prinsip pada setiap individu, latar
belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi hingga kebutuhan
masyarakat yang mendesak, padahal BPJS ketenagakerjaan khususnya

merupakan bentuk tabungan masa-depan yakni manfaatnya hanya bisa

18 Jurnal Institut BPJS K etenagakerjaan Tahun 2017 Volume 2, 19-20
17" Jika mereka belum bisa merasakan manfaat tetapi dana yang mereka setorkan itu dapat diambil

untuk diberikan kepada yang membutuhkan., wawancara dengan Barirotul Khoiriyah, di desa
Errabu, 20/02/ 2021 pukul 12:06 WIB
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dirasakan pada saat tertentu sesuai program yang dicanangkan (Jaminan
kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian dan hari tua).
Secaraekonomi, jaminan sosial ketenagakerjaan jugamerupakan bentuk
antisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan
keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan finansial; agar supaya
dalam keadaan tertentu tersebut, masyarakat yang terdampak dari salah-
satu program BPJS ketenagakerjaan tersebut tidak menimbulkan
keresahan dan dampak yang lebih luas dalam stabilitas eonomi keluarga
dan nasional.

Berkenaan dengan desa sadar BPJS ketenagakerjaan, tidak lain
yakni juga merupakan program pemerintah dengan tujuan agar
masyarakat semakin mengena BPJS ketenagakerjaan selain dalam rangka
mempercepat dan memperluas kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan
baik pada kalangan pekerja formal maupun pekerja informal seperti
masyarakat pedesaan. Segjauh ini, program desa sadar BPJS
ketenagakerjaan di beberapa tempat, secara konstitusional kebijakan
pemerintah terutama pemerintah daerah; masih menyisir pada lingkup
structural pemdes seperti kepala desa dan perangkat-perangkatnya,
meskipun ada beberapa pemdes yang menginisias lingkungannya agar
ikut sertadalam program jaminan sosi al ketenagakerjaan, terutamadalam
sekala ingtitusional di desa terkait; sedangkan pada lingkup
masyarakatyang mayoritas pekerjaannya non intitusional masih berjalan
alot atau minim respon.

Sebagai manatermaktub dalam undang-undang BPJS pasal 9 ayat
2; bahwa BPJS mempunyai fungsi sebagai badan penyel enggarajaminan

sosial padalingkupkecel akaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun
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dan jaminan hari tua. Sejak dibentuknya BPJS ketenagakerjaan,

berdasarkan data periodic penyelenggara jaminan sosial, telah berusaha

keras dengan berbagai desain realisas manfaat terhadap peserta BPJS

ketenagakerjaan yang membutuhkan. Mulai dari aspek besaran nominal

yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

penerimahingga polasinergitas ke-4 program termasuk jugamenerapkan

skema multi pilar, agar manfaat yang akan direalisasikan tidak

berkurang.’®

Pertimbangan dalam
Perancangan Program
Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) SISN

Penerapan skemamulti pilar
Sinergi antara JKK SJSN dan jaminan kesehatan SISN

Pertimbangan dalam
Perancangan Program
Jaminan Hari Tua (JHT)
SISN

Penerapan skemamulti pilar

Keseimbangan yang diinginkan dari manfaat jaminan pensiun
SISN dalam realisas pendapatan seumur hidup yakni dengan
jaminan hari tua SJSN

Besaran iuran terjangkau oleh pekerja dan pemberi kerja
Berdampak pada pasar tenagakerja dan investasi langsung
Keserasian program JHT  dengan program  pesangon dan
penghargaan masakerja sesual UU ketenagakerjaan

Kualitas asurans kesehatan pada usiatua

Pertimbangan dalam

Perancangan Program
Jaminan Pensiun (JP)
SISN

Penerapan skemamulti pilar

Keseimbangan yang diinginkan dari manfaat jaminan pensiun
SISN dalam redlisasi pendapatan seumur hidup yakni dengan
jaminan hari tua SISN yang memberikan lumsum saat pensiun
Kemampuan mengurangi kemiskinan, Kesenjangan kemiskinan
dan tingkat persentase kemiskinan

Rasio pengganti yang diinginkan saat pensiun

luran terjangkau oleh pekerja dan pemberi kerja

Program yang mendukung peningkatan pasar tenagakerja
Keserasian program JP SISN dengan program pesangon dan
penghargaan masakerja

Pertimbangan dalam
Perancangan Program
Jaminan Kematian
(JKm) SISN

Rencana program jaminan kematian SISN mempertimbangkan
sinergi dengan manfaat pensiun ahli waris yang diterima dari
program SJISN lainnyatermasuk program jaminan pensiun SJISN
Penerapan skemamulti pilar, di dalamnyajuga termasuk askem
THT, santunan kemarian ASABRI daamha pensiun, suami/istri
dan anak meninggal dunia

18
lembar ke 13-14

Ringkasan Buku peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 2014-2019
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BPJS ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan
ketenagakerjaan, berdasarkan peratura-perundang-undangan yang ada,
memberikan kepastian bahwa manfaat dari kepesertaan dalam BPJS
ketenagakerjaan merupakan hak paten peserta sebagaimana komitmen
pemerintah yang menghendaki kualitas hidup terbaik sehingga
kesgjahteraan masyarakat dapat terwujud dan sesuai dengan kebutuhan
hidup dasarnya.

Secara tidak lagsung, jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS
ktenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja yakni
memberikan perlindungan sejak pekerjaberangkat kerja, saat bekerjadan
pada saat kembali dari bekerja. Bentuk jaminannya terdiri dari biaya
pengangkutan tenaga kerjaan yang mengalami kecelakaan, perawatan
medis, pemulihan hingga penggantian upah sementara karena tidak
mampu bekerja, santunan cacat tetap, sebagian dan cacat total tetap.
Sedangkan padajaminan sosial kematian/ JKm. Pesertayang mengal ami
kejadian tersebut, baik dirinya maupun keluarganya akan mendapatkan
fasilitas bantuan berupa biaya pemakaman dan santunan berkala. Pada
jaminan sosia hari tua, BPJS ketenagakerjaan merealisasikan manfaat
yang terdiri dari keseluruhan iuran yang tel ah disetorkan dan semuahasil
pengembangannya.

Perlindungan untuk kecel akaan kerjabesaran nominalnyaialah 20
jutasebagai biaya perawatan rumah sakit. Namun jikaterjadi meningeal
dunia, makabesaran yang akan didapatkan yakni 48 kali ggji terdaftar dan
santunan berkal a sebesar 200 ribu setiap bulanyaselama 2 tahun berturut-
turut yang diserahkan terhadap ahli warisnya. Demikian juga pada
jaminan kecel akaan kerja cacat total tetap yang disebabkan pekerjaannya,
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pekerja akan mendapatkan tambahan manfaat dari jaminan kecelakaan
kerjal IKK yakni JKK-Returnto Work (JKKRTW). JKK-Returnto Work
(JKKRTW) bertujuan untuk memberikan pendampingan baik dalam
pemulihan ataupun penyembuhan agar dapat bekerja kembali atau
produktif, sehingga resiko kehilangan sumber ekonomi mereka dapat
diminimalisir.

Jaminan sosial kematian, mempunyai tujuan untuk melindungi
peserta BPJS ketenagakerjaan dari kematian yang tidak dikarenakan
pekerjaannya sebagaimana JKK. Sehingga manfaat jaminan sosianya
tetap dapat direalisasikan. Dalam hal ini, ahli warisnya yang sah berhak
mendapatkan santunan dengan nilai nominal mencapai 21 juta dengan
premi iuran 0.3% dari penghasilan yang dilaporkan.” Hal tersebut
diharapkan dapat mengurangi resiko dari kehilangan anggota kel uarganya.
Akan tetapi padabanyak pemberitaan dan fakta setel ah kematian anggota
keluarga, tidak sedikit yang mengusulkan agar ada program beasi swabagi
anak agar terjadi keberl angsungan hidup secaracontinue, meski orang tua
yang menjadi pesertatidak meningeal dunia.

Pada sekal aiuran yang ditetapkan ol eh BPJS ketenagakerjaan bagi
pesertanya, yakni pada program jaminan hari tua/ JHT sebesar 2% dari
total penghasilan yang didapat. Jaminan hari tua pada dasarnya
mempunyai fungs untuk memberikan fasilitas pada masa tua melalui
saldo iuran yang dibayarkan oleh peserta pada setiap bulannya. Pada
pesertayang masuk padakategori BPU/bukan penerimaupah atau peserta
dengan sktor pekerjaan non institusional, makaiuran yang akan dilakukan

memalui pembayaran secara mandiri. Sedangkan pada jaminan sosial,

19 Jurnal Institut BPJS K etenagakerjaan Tahun 2017 Volume 2, 26-27
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iuran yag harus dibayarkan sebesar 1% dari penghasilan. Fungsi dari
jaminan ini sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas, yakni dalam
rangka memberikan jaminan mana-kala pekerja mengalami kecelakaan
kerja, akan tetapi pencairannyatidak seperti jaminan hari tua/ JHT. Pada
program JKm atau jaminan kematian, BPJS K etenagakarjaan memungut
iuran sebesar Rp. 6.800,-. Kurang lebih sama dengan program jaminan
JKK tersebut. Yakni dengan mengikuti program JKm peserta otomatis
akan mendapatkan jaminan sosial kematian/ santunan kematian. Jika
dikalkulasikan antara JKK dan JKm, pada peserta BPU besarannya
mencapal RP. 16.800 setiap bulannya dengan asumsi pendapatan Rp.
1.000.000 dan berlaku kelipatannya khususnya JKK.

Sehingga berdasarkan manfaat dan fungsi yang dipenuhi oleh
BPJS ketenagakerjaan, iuran dengan besaran tersebut tidak sebanding
dengan manfaat yang diberikan. Artinya manfaat ditunaikan oleh BPJS
ketenagakerjaan dengan semaksima mungkin sebagai wujud tangung
jawab sekaligus amanat negara, sehingga iuran tidak dijadikan patokan
utamadalam realisasi manfaat kepada peserta. Adalah skemamulti pilar
yang merupakan salah-satu penopang dalam @ pemenuhan dan
terealisasinya jaminan dengan manfaat besar dari iuran yang minimum
tersbut. Oleh karenaitu, diharapkan dari manfaat yang diberikan melalui
iuran yang tergol ong minimum tersebut akan berdampak signifikan pada
kebutuhan dasar hidup para penerima; agar supaya sisi perekonomian
mereka yang karena suatu kejadian terancam, namun karena mengikuiti
program BPJS ketenagakerjaan khususnyadapat ditunjang dan dipulihkan

kembali dengan manfaat yang mereka terima.
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Jikaterdapat fakta lapangan yang dimengatakan, bahwa manfaat
yang merekaterimamasi h belum bisa mencukupi kebutuhan atau bahkan
iuran yang mereka bayarkan masih terlalu besar sehinggamasih dirasakan
berat dan membebani. Dapat dikatakan hal itu pada suatu sisi benar,
karenatidak semuamanfaat yang diberikan dapat memuaskan penerima
karena besarnya kebutuhan, atau besarnya iuran yang mereka tanggung
tidak sebanding dengan kebutuhan atau tingkat konsistensi pendapatan
mereka sebagai BPU/ bukan penerima upah.

Hinggasaat ini, dari total 73,49 juta BPU berdasarkan data BPJS
ketenagakerjaan tahun 2020, masih sekitar 2,77 juta pekerja BPU yang
terdafatar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan; namun bersamaan
dengan data itu juga pada BPU mengalami penurunan peserta aktif
sebanyak 2,15 juta BPU dan mungkin data tersebut bertambah setiap
tahunnya. Artinya, tidak sampa 1% pekerja di sektor BPU yang
terlindungi pada BPJS ketenagakerjaan. ini juga tidak dapat dijadikan
ukuran bahwa kesej ahteraan parapeserta secaraekonomi telah tercapai.”

Secarafenomenologis, faktatersebut di atastidak dapat dibantah;
karena selain berkaitan dengan kenyataan masyarakat yang secara
individu khususnya pada kalangan ekonomi rendah didesa Erabu, adalah
kebutuhan sehari-hari mereka yang amat mereka rasakan ketimbang
kebutuhan di masa tua mereka atau pada saat suatu ha yang tidak
diinginkan terjadi pada mereka. Oleh karenanya, masyarakat desa Erabu
dari kalangan bawah atau masuk kategori BPU masih tidak secara utuh
kesadaran mereka dal am menja ankan kewajibannya sebagai pesertaBPJS
ketenagakerjaan bahkan bisa dikatakan mereka masih abai akrena

% Data BPJS ketenagakerjaan tahun 2015-2020 dalam lembar kerjapadapoin target (buku ringkasan
peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan 2014-2019) lembar ke 12-13
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dianggap kurang penting dan butuh waktu dan ketentuan khusus untuk
merasakan manfaatnya. Sebagai indikatornya, pihak BPJS masih belum
bias mengangkat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada kelompok
pekerjainformal khususnyadi desa Erabu.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu
progam berdasar pada UU No. 24 Tahun 2011 di selenggarakan oleh
pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial dengan tujuan untuk
menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepadamasyarakat
dalam hal jaminan sosial . Dalam narasi ini, penulis memahami jaminan
yang dimaksud bukan sepenuhnya merupakan upaya pemerintah. Akan
tetapl harus ada upaya dari setiap peserta yang ikut serta dalam program
jaminan sosia. Sehingga masyarakat yang dimaksud dalam penjelasan
undang-undang tersebut terbatas pada siapa yang menjadi anggota/
peserta. Lebih tepatnya ialah pemerintah membentuk pola pikir
masyarakal agar mempunya pola-pikir jauh ke depan sekaligus
masyarakat sebagal pemberdayaan atas masa depan dirinya-sendiri.

Sebagaimana pandangan dasar fenomenologis, untuk
mendapatkan pemikiran yang benar, seseorang harus memusatkan
perhatian kepada fenomena tanpa praduga apapun. Pemberdayaan pada
dasarnyamerupakan sebuah upaya menjadikan suasanakemanusiaan yang
adil dan beradab menjadi semakin efektif secarastrukturalis, baik dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, international, maupun
dalam bidang ekonomi, dan lain-lain.

Artinya, masyarakt selain sebagal subjek atas realitas masa
depannya sendiri, juga sebagai objek atas redlitaslainnya, misalnyapada

21 Eko Wahyudi, Wiwin Y ulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2016), 43
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kondisi perekonomian negaranya. Bagaimana-pun, masyarakat merupakan
motor penggerak utamadal am stabilitas perekonomian suatu negara; atau
pada saat sesamanya mengalami kesulitan dalam format kepesertaan
BPJS K etenagakerjaan mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan
sehingga support mereka merupakan solusi atas kesulitan yang dihadapi
sesamanya; sehinggajikaditel usuri secaramenda am, dampak utamadari
penyelenggaraan jaminan sosia tersebut tidak hanya keterjaminan
masyarakat yang menjadi peserta jaminan sosia ketenagakerjaan, akan
tetapi pemulihan ekonomi, politik, stabilitas kebangsaan dan kenegaraan
adalah final goal yang tak terbantahkan.

Secara ekonomi, peserta BPJS ketenagakarjaan lingkup formal
memang diatas pekerja BPU/ informal tingkat kemampuan ekonomi
khususnya dalam pendapatannya. Selain itu, juga mempunyai sumber
pendapatan tetap disamping fasilitas kerjayang sudah sesuai perundang-
undangan kerja. Sedangkan lingkup BPU atau sektor pekerja informal,
pendapatannya minimum dan tidak sebanding dengan kebutuhan dasar
hidup sehari-hari mereka; misalnya seperti petani yang rata-rata
kebutuhan hidupnya bergantug pada satu bentuk usaha yakni bertani.
Artimya, juga berbeda tingkat kebutuhan dan fasilitas pada masing-
masing kelompok kerja tersebut.

Dalam kajian ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan dan
konsistensinya, semakin tinggi pula kebutuhan dan fasilitas yang
dibutuhkan. Dan inilah fenomenayang tak tersentuh dari penylenggaraan
jaminan tersebut, meski tidak semuanya dapat terselesaikan dengan
adanya jaminan sosial; sehingga kesgjahteraan atau dampak yang

diharapkan berdasarkan data |apangan mengatakan bahwa pesertapun
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masih belum sampai pada kualitas dan kesgahteraan yang dimaksud;
karennya, tidak dapat dijadikan bahan ukuran dalam kesuksesan
penyelengaraan jaminan sosial.

2. Perbandingan Manfaat, Fungs dan Dampak Jaminan Sosial Bagi
Masyarakat Desa Errabu dan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan
Lainya

Desa Errabu pada tahun 2018 silam oleh perwakilan pemerintah
kabupaten Sumenep dan perwakilan kantor penyelenggarajaminan sosia
BPJS ketenagakerjaan tingkat kabupaten telah diresmikan sebagai desa
sadar BPJS ketenagakerjaan; sebagal bentuk apresiasi dan langkah awal
dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat pada sektor pekerja
informal maupun formal di lingkungan desa Errabu. Sebagaimanatelah
dicanangkan oleh Bapenas, bahwa dalam meningkatkan keanggotaan
masyarakat pada BPJS ketenagakerjaan sebagal bentuk semakintingginya
kesadaran masyarakat dalam memandang pentingnya jaminan sosial;
dibentuklah satuan kampanye sadar jaminan sosial yang diberi nama
‘perisal’ kemudian ditempatkan dibeberapa desadengan kualifikasi desa
sadar BPJS ketenagakerjaan khususnya.

Harapan besar dari berbagai pihak pemangku jabatan, khususnya
dari penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, bahwa di setiap
tahunnya akan mengalami peningkatan kepesertaan dari masyarakat;
sehingga program-program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin
dikenal dan bentul-betul berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup
dan kesgjahteraan masyarakat.

Desa Errabu bukan satu-satunya desa yang mendapat apresiasi

sebagal desa sadar BPJS ketenagakerjaan di Indonesia. Terdapat beberapa



148

desa dibelahan bumi Indonesiayang jugamendapatkan apresiasi sebagai
desa sadar BPJS ketenagakerjaan. Datadari BPJS menginformasikan, per
tahun 2019, sedikitnyatelah ada477 desa sadar BPJS ketenagakerjaan di
seluruh bumi Nusantara. Sebagaimana data yang diperoleh dan juga
paparan pihak BPJS, bahwa salah-satu syarat menjadi desa sadar BPJS
ketenagakerjaan ialah telah terdaftarnya seluruh apparat pemerintahan
desa pada program jaminan sosia ketenagakerjaan sebagaimana
disel enggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Dengan keikut-sertaan para
apart desa tersebut, diharapkan akan menular terhadap masyarakat
dilingkungan desa tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin
banyak masyarakat yang akan ikut-serta memiliki jaminan sosial sebagai
wujud dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu hidup
bangsanya.

Di desa Errabu, sebagaimana paparan data pada bab tiga di atas,
nampaknya tidak hanya aparatur desa yang telah menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan, tetapi juga pimpinan di dualembagapendidikan di desa
Errabu berikut staf dan tenaga pengajarnyajugatelah ikut serta menjadi
bagian dari masyarakat yang sadar jaminan sosia ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari data sementara pemdes Errabu
tentang masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan masih
kurang dari 2% dari total 423 kepala keluarga yang ada di desa Errabu
atau hanya berjumlah 32 KK. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa
Errabu masih berada di bawah rata-rata antusiasme terhadap BPJS
ketenagakerjaan.

“Masyarakat neka gik sakonik se ngereng program BPJS

ketenagakerjaan, khusus deri kalangan petani, masyarakat neka
gik takok ribet, manabi epataberi ngereng program, gik adhebu
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manabi songkan |ebih sae adhe’ er obat bodrex saps,”

Realitas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu masih
didominasi oleh sektor pekerja formal, bukan suatu kesalahan atau
kekeliruan dari penyelenggara secara penuh; tetapi lebih merupakan
fenome lapangan; bahwa program-program yang ditawarkan oleh
penyel enggarajaminan sosia tidak mesti langsung direspon secaramassif
meski tujuan utamanya adalah kesegjahteraan masyarakat itu sendiri.
Masyarakat dalam kasusu ini secara fenomenologis berada pada posisi
antara sebagal subjek sekaligus objek.

Sebagai subjek, masyarakat desa Errabu khususnya merupakan
individu yang mempunyai kepentingan dalam kelanjutan hidup mereka.
Sedangkan dalam posisinya sebagai objek, merekasaat ini masih merasa
nyaman dengan kondisi yang hamper tidak pernah merisaukan kehidupan
esok mereka; ahirnya program jaminan sosial ketenagakerjaan masih
bersifat opsional meski menurut penyel enggaraprogram yang ditawarkan
merupakan jalan keluar bagi kesulitan yang akan mereka hadapi
dikemudian hari.

Secara syariat, penyelenggaraan jaminan sosia ketenagakerjaan
tidak bertentangan, baik teoritis maupun aplikasi. Sebagaimana tujuan
utama dari penyelenggaraan jaminan sosia ketenagakerjaan yakni
meningkatkan kualitas hidup dan kesgjahteraan masyarakat “yang
menjadi pesertanya’” melalui program-program diantaranya jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan

kematian. Sebagaimana dikatakan oleh lbn al-Qayyim bahwa basis

%2 Masyarakat masih sangat sedikit yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, khususnya dari
kalangan petani. Masyarakat kitaini masihtidak mau ribet dan jikaditawari, merekabilang kalua
sakit cukup dengan bodrex sgja. Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang
profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12. WIB
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Syari‘ah adal ah kebijakan dan kesejahteraan masyarakat di duniadanjuga
di akherat. Kesgjahteraan ini terletak dalam keadilan yang lengkap,
kemurahan hati, kesgjahteraan, dan kebijakan. Segjalan dengan ha
tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana
dikutip oleh Umar Chapta, bahwa tujuan Syari‘ah tidak lain yakni untuk
meningkatkan kesgjahteraan masyarakat yakni dengan menjaga 5 hal
dasar; (1) melindungi keyakinan/agama, (2) kehidupan, (3) akal, (4) anak
keturunan, dan (5) hak milik.

Penyelengaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan
masyarakat desa Errabu sebagai sdah-satu desa sadar BPJS
ketenagakerjaan menurut prasyarat yang dipersyaratkan oleh pihak
penyelenggara telah memenuhi syarat untuk dijadikan desa sadar BPJS
ketenagakerjaan, salah satunyaialah seluruh apparat desa telah terdaftar
sebagal pesertajaminan sosia ketenagakerjaan; yakni selain sebagai pintu
masuk untuk menarik masyarakat agar memanfaatkan program jaminan
sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, jugakhusus structural
pemdes di lingkungan kabupaten Sumenep merupakan kewajiban
sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupati nomer 71 tahun 2019
tentang kepal adesadan sel uruh aparatnyauntuk mengikuti program BPJS
ketenagakerjaan dengan tanggungan iuran dibebankan pada dana desa
sesual kemampuan desa setempat.

K enyataan administratif tersebut merupakan fenomenadasar yang
menjadi tumpuan atas fakta yang dipahami oleh masyarakat setempat;
yakni pemdes melalui perangkat yang ditunjuk menginisiasi jaminan
sosial ketenagakerjaan agar diikuti oleh masyarakat secaraluas, baik yang
berada dalam lingkup pekerjaan formal sebagai mana pimpinan, staf dan
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tenaga penggjar di dua lembaga pendidikan swasta di desa Errabu atau-
pun masyarakat pada lingkup pekerja informal seperti petani atau
masyarakat dengan system pendapatan perorangan/ BPU; meski
kemudian fakta tersebut didominasi oleh pekerja sektor formal.

Masyarakat desa Errabu termasuk masyarakat dengan latar
bel akang pendidikan cukup maju, dari lulusan padatingkat dasar hingga
atas pada setigp angkatannya terus mengalami peningkatan; termasuk
pada lingkup generasi desa Errabu cukup bagus dalam kesadarannya
terhadap pendidikan sehingga pada saat ini, sesuai dengan data yang
didapat, pada tingkat sarjana telah memiliki + 60 lulusan sarjana S1, 5
lulusan sarjanamagister/ S2. Dari sekian sarjanadan masyarakat dengan
latar belakang pendidikan tingkat atas, hanya yang berada pada sektor
pekerja forma yang ikut serta dalam program jaminan sosia
ketenagakerjaan; seperti masyarakat yang aktif sebagai tenaga pengajar,
staf pemdes/apparat desa dan masyarakat yang bekerja sebagai buruh
pabrik, Dosen serta PNS TNI/POLRI.

“Sabegien masyarakat kadinto gik tak paham tentang ponapah

neka BPJS ketenagakerjaan, selaen karena kondisi ekonominah

masyarakat” %

Berdasarkan pada reditas kepesertaan jaminan sosia
ketenagakerjaan di desa Errabu sebagaimana telah penulis deskripsikan
pada bab penyajian data. Bahwamasyarakat desa Errabu berkaitan dengan
pemahaman terhadap program BPJS ketenagakerjaan masih acuh-tak
acuh; artinya, msyarakat desa Errabu belum mendapatkan pemahaman

yang utuh terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan di

% Sebagian besar masyarakat masih minim pemahaman tentang sel uk-beluk BPJS ketenagakerjaan
selain karena keadaan perekonomian mereka. Juga masih belum semuanya mempunyai keinginan
untuk terlibat dalam jaminan sosial.,Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang
profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12.WIB
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lingkungannya sebagaimana dikampanyekan BPJS ketenagakerjaan
melalui ‘perisal’ sebagai kepanjangan lembaga penyelengara jaminan
sosial ketenagakerjaan di tingkat desa yang bekerjasama dengan pemdes
setempat. Padakenyataan ini terdapat beberapahal yang menjadi kendalg;
mulai dari keadaan keluarga yang serba minim hingga problem
pandangan politik pengurus ‘ perisai’ seperti tidak sepemahaman dengan
pemdes karena diantara pegurus ‘perisai’ terdapat kubu kontra dengan
kepala desa; disamping juga dirasa ada mobilisass massa untuk
memperkuat posis para struktural pemdes yang sedang menjabat serta
pengakomodiran kepesertaan masyarakat dalam keanggotaan bpjs
ketenagakerjaan di tengarai bersifat politisasi (adakepentingan individu/
kelompok tertentu sebagai akibat dari adanya unsur pemaksaan dil.)
sehingga kemudian berdampak pada kampanye/ sosialisas yang
dijalankan sehingga tidak maksimal.

“Tadek pemahaman se padeh aggota perlsal adampak ka
pangaterronah penduduk dek program BPJS.”?

Sebaga manatercantum dalam peraturan perundang-undangan dan
juga dalam buku ringkasan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosia
ketenagakerjaan 2014-2019; bahwa penyelenggaraan jaminan sosia
ketenagakerjaan mempunyai fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat,
terutama pada saat terjadi kecelakaan kerja, masuk usia lanjut, masa
pensiun dan meninggak dunia. Dalam menjaankan fungsinya tersebut,
pihak penyelenggarajaminan sosial ketenagakerjaan melalui 4 program
pokok tersebut dengan merealisasikan manfaat yang menjadi hak para

pesertajaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di desa Errabu.

% Ketidak sepemahaman anggota perisai juga rass-rasanyaikut berdampak pada animo masyarakat
untuk ambil bagian dari program BPJS ini., Wawancara dengan muh. hasan tokoh desa Errabu di
desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:57 WIB
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Sebagai bentuk dan bagian kenyataan yang melekat padarealitas
jaminan sosial ketenagakerjaan di desa Errabu, yakni realisasi manfaat
yang akan diterimaoleh masyarakat sebagai pesertatidak berbedadengan
program yang dijalankan BPJS ketenagakerjaan di semua tempat dan
sebagai mana fungsinyatersebut. Namun, di desa Errabu karena keadaan
masyarakat yang menjadi peserta masih dalam keadaan baik dan tidak
terjadi apapun, manfaat sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh
pihak penyelenggaramasih minim terealisasi. Kecuali manfaat program
jaminan sosial ketenagakerjaan pada program JKm/ jaminan kematian.
Untuk manfaat JKm, telah ada yang menerimadan merasakan bentuk dari
manfaat dari kepesertaannya, yakni dengan menerima santunan kematian
yang nominal nya berada padakisaran 16-21 jutaan. Juga karena manfaat
yang tidak bias langsung dirasakan oleh pesertal masyarakat itulah;
menjadi pendukung atas realitas desa Errabu dengan predikat desa sadar
BPJS ketenagakerjaan namun minim masyarakat yang ikut dalam
kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Hal tersebut juga merupakan imbas dari kesejahteraan mereka
pada saat ini belum terpenuhi baik secara materi termasuk kebutuhan
dasar mereka ataupun secara kesadaran petingnya jaminan sosia yang
masih rendah dengan berbaga pengaruh yang menyertai rendahnya
pemahman tersebut. Masyarakat pada saat ini, terutama padalingkungan
masyarakat desa Errabu, masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hari
ini juga, ketimbang harus berfikir bagaimananasib atau keadaan hidupnya
di kemudian hari. Adalah keyakinan terhadap prinsip hidup yang dijalani
sebagai hamba Tuhannya yang mereka yakini yang Maha Murah dan
Bijaksana, sehingga keyakinan dan pengalaman religiusitas, baik secara
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pribadi maupun pengalaman yang turun-temurun; mengdi factor
pendukung atas realitas jaminan sosial ketenagakerjaan di desa Errabu
saat ini, padahal desa tersebut merupakan desa dengan predikat sadar
BPJS ketenagakerjaan. Itulah kebenran yang tidak dapat dibantah, bahkan
oleh masyarakat desa errabu sendiri.

Tingkat religiusitas masyarakat Errabu sebagai mana segjarah yang
mel atarbel akangi mereka, pedoman hidup juga karakter mereka sebagai
bagian dari masyarakat Madura yang dikenal fanatik dan keras namun
berprinsip pada keagamaan yang kuat, adalah suatu kenyataan yang
sebenarnya dalam merespon fenomena yang hadir terhadap mereka
Meski telah adatokoh agamadan tokoh masyarakat yang menjadi peserta
dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di desa mereka,
tidak lantas membuat mereka mengikuti langkah tokoh-tokoh tersebui.
Justru mereka menggali ke dalam diri mereka sendiri baik secara
langsung maupun tidak lagsung, apakah mereka betul -betul membutuhkan
fasilitas tersebut yang sebenarnyatidak dapat langsung mereka rasakan,
ataukah masih | ebih penting menikmati keadaan yang telah merekaterima
sebagal anugrah sekaligs sebagai garis hidup mereka.

Fenomena semakin menampakkan wujud yang sebenarnya. Dari
kenyataan tersebut, sebagaimana uraian fakta yang penulis sgjikan pada
bab sebelumnya, merupakan rentetan perjalanan yang sistematis dari
kenyataan yang sebenarnya. Yakni berdasarkan kenyataan-kenyataan
tersebut, terdapat reditas yang berdiri tunggal dan kokoh sebagai
kenyataan yang transcendental diantara kenyataan yang ada; tidak lain
kenyataan tersebut bernama“ kepanikan stake holder” dalam hal ini ialah

para penggerak pemerintahan yang berada dibalik selogan ‘ peningkatan



155

mutu hidup dan kesgjahteraan masyarakat’ di kemudian hari sesuai
program jaminan sosia ketenagakerjaan yang ditawarkan sebagai imbas
dari kondisi unstabilitas perekonomian negara dengan berbagai kebijakan
yang telah diterapkan akan tetapi kemajuan perekonomian semakin jauh,
malah daya beli dan daya saing masyarakat semakin menurun.

Padahal berbicara mutu dan kesgjahteraan hidup masyarakat
merupakan pembahasan yang sama-sekali tidak dapat ditunda, karena saat
ini, tidak ada masyarakat yang idak berkebutuhan hidup khususnya
kebutuhan dasar hidup mereka. Sedangkan berbicara masyarakat;
sebagaimana termaktub dalam UUD maupun peraturan perundang-
undangan khususnya dalam lingkup bahasan jaminan sosial, adalah hak
setai individu yang tidak bisahanyadiwakilkan padamerekayang mampu
menjadi peserta jaminan sosial, sehingga dampak dari jamina sosia
ketenagakerjaan khususnya bersifat momentum.

Secara keselurhan berdasarkan data yag dihimpun dari lokus
penelitian; keadaan perekonomian masyarakat desa masih tetap pada
aktivitas sebagaimana biasanya, yakni yang sebagal petani tetap
beraktivitas sebagai petani, yang buruh pabrik aktivitas kerjanya di
pabrik, yang apparat, pengajar dan lainnyatetap di posis masing-masing.
Karena memang mayoritas masyarakat desa Errabu khususnya dengan
profesi informal atau BPU, segjak desa Errabu diresmikan menjadi desa
sadar BPJS ketenagakerjaan tetap tidak ikut mendaftar sebagai peserta
jaminan sosial tersebut, sehingga keberadaan jaminan sosia
ketenagakerjaan belum bisamereka rasakan manfaat atau kontribusinya.
Namun bagi masyarakat yang menjadi peserta jaminan sosia

ketenagakerjaan seperti apparat desa, penggjar di dualembaga pendidikan



156

berikut pimpinannya, sebagian kecil dari mereka sudah ada yang pernah

merasakan redlisas manfaat dari keikutsertaannya, sehingga secara

ekonomi, mereka cukup terbantu. Salah-satunya pada saat realisas

manfaat BPJS ketenagakerjaan JKm/ jaminan kematian.

Phenomenological Reduction:
Errabu sebagal desa sadar BPJS
ketenagakerjaantidak |epasdari
PERBUB kabupaten Sumenep
No. 71/2019.

Transcendental Reduction: Kebutuhan
sehari-hari |ebih mendesak di kalangan
pekerja BPU  khususnya, yang
dikesampingkan hanya demi terseleng
garanya program BPJS ketenaga
kerjaan. Akibatnya prinsip hidup
keberserahan pada ketentuan Tuhan
lebih mendominasi dari-pada prinsip
hidup antisipatif.

Eidetic Reduction: Kepesertaan dari
masyarakat Errabu tidak mencapai
2% dari total penduduk yang ada;
sebaga bukti kurang pentingnya
keberadaan BPJS ketenagakerjaan
karena selain minimnya pemahaman
juga karena manfaatnya tidak bisa
dirasakan dalam waktu cepat; selain
mekanisme yang tidak biasa
dilinokunaan setempat.

Dari skematersebut dapat diambil hipotesis, bahwa desa Errabu

sebagal desa sadar BPJS ketenagakerjaan pada kenyataannya tidak jauh

berbeda dengan desalainnya, yakni mayoritas masyarakatnya tetap tidak

memilih jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Sehingga indikasi

bahwa predikat desa sadar BPJS ketenagakerjaan tidak menjamin animo

masyarakat desa tersebut akan meningkat atau menjadi pesertajaminan

sosial. Parahnya, baik dari sector formal lebih-lebih sector informal

nyatanya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu tidak sampai

2% dari total masyarakat sebanyak 1.317 jiwal terdiri dari 423 kepala

keluarga (KK).
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D. Proposis Teori dan Implikasi L embaga Jaminan Sosial Bagi M asyar akat
Sadar BPJS K etenagakerjaan

Pada dasarnya, masyarakat desa Errabu berdasarkan analysis terhadap
data lapangan di atas, termasuk masyarakat dengan tingkat prekonominnya
mayoritas berada pada status pra-sejahtera. Sehingga jikamereka mengajukan
diri sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan secaraindividual masih merasaberat
untuk menangung iuran wajib yang ditentukan. Dilain sisi, masyarakat Errabu
juga mempunyai kebutuhan yang bersifat mendesak atau tidak dapat ditunda;
seperti kebutuhan pangan di setiap harinya atau kebutuhan pokok yang sifat
continuetas, disamping kebutuhan lainnya. Secaraekonomi, masyarakat Errabu
khususnya yang masuk dalam golongan BPU/pekerja informal yang
pendapatannya bergantung pada aktifitas atau usahayang dijalankan. Misalnya
seperti petani, buruh tani, jasa pertukangan dan wirausaha lainnya.

Dalam diskusi ekonomi islam, aktivitas yang dilakukan masyarakat
sebagaimana masyarakat desa Errabu yakni dalam rangka mencukupi
kebutuhan hidupnya agar supaya sebagai pribadi yang beragama dapat juga
mejalankan kewajibannya sebagai ummat islam; ini termasuk ke dalam
aktivitas perekonomian yang orientasinya pada |l ahiyah. Sebagai manaterdapat
dalam Al-Qur’ an tidak hanya sebagal Kitab Suci Umat Islam dan tidak hanya
mengatur masal ah ibadah yang bersifat ritual, tetapi jugamemberikan petunjuk
yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat
manusia. Al-Qur’ an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang
fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah

yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.
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Masyarakat desa Errabu selain dikenal dengan tingkat pendidikan yang
cukup baik, juga dikenal dengan pemahaman terhadap agama yang dapat
dipandang cukup. Sebagaimana fakta lapangan, masyarakat desa Errabu
sebagaimana keumuman masyarakat Madura, pemahaan agama mereka
dapatkan dari pesantren sewaktu mereka menjadi santri; bahkan telah menjadi
tradisi yang telah turun-temurun, bahwa pesantren merupakan tempat utama
dalam mengasah dan mengasuh diri masyarakat dalam ranah keagamaan.
Pendidikan pesantren memang saat ini di lingkungan masyarakat Errabu bukan
satu-satunya system pendidikan yang mereka masuki, akan tetapi tidak ada
pilihan lain selain di pesantren dalam memupuk dan memperkuat dasar hidup
sebagal umat yang berkeyakinan islam khususnya. Adalah sebuah tangtangan
sekaligus keuntungan untuk pemdes Errabu dengan kenyataan masyarakat yang
mayoritas pernah mengenyam pendidikan ala pesantren tersebut. Merupakan
tangtangan yakni padawilayah kehidupan moderan ini, tertama bersinggungan
dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni system jaminan
yang disiapkan gunamenangul agi kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari
menjadi kurang direspon.

Masyarakat dengan latar belakang pendidikan pesantren seperti
masyarakat desa Errabu tersebut tidak mudah mengalihkan prinsip hidup yang
sudah terbentuk sgak lama terutama berkenaan dengan keyakinan atas takdir
dan keberserahan mereka terhadap kenyataan hidup yang mereka jalani.
Merupakan keuntungan, yakni dengan masyarakat mayoritas pernah
mengenyam pendidikan pesantren; pemdes tidak perlu hawatir berkenaan
dengan kerukunan antar tetangga / warganya, aktivitas sosial agama,
kondusifitas bahkan menjadi benteng dalam menghalau diran-aliran yangdapat
merusak tatanan yang telah terbentuk baik di desa Errabu.
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Berangkat dari kenyataan tersebut, nampaknyaadakenyataan-kenyataan
di masyarakat yang jika dipadukan dengan pola perekonomian islam. Seperti
program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat dikampanyekan dengan pola
dan prinsip aktivitas ekonomi islam/ekonomi syariah. Masyarakat dengan
prinsip dan pola pemahaman terhadap agama yang cukup bagus, dapat pula
dipadu-padankan dengan pola dan prinsip yang mempunyai kesamaan dasar.
Salah-satunya bila BPJS ketenagakerjaan yang pendekatan dasarnya lebih
kepadalegal formal, sehinggamembuat masyarakat dengan karakter demikian
merasa kurang respon atau tidak menarik untuk mereka, akan menjadi berbeda
jika kampanye dan pengenalan serta prinsip dan tatakelolanya dipadukan
dengan pola dan prinsip sertaistilah yang ada dalam ekonomi islam sehingga
persamaan tersebut dapat menyatukan keduanya.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah-satu bentuk usaha
pemerintah melalui badan yang ditunjuk untuk menyelengarakan jaminan
tersebut dengan beberapa bentuk perhatian khusus; mulai dari mengadakan
jaminan pada masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, hari tua, pensiun
dan kematian. Dari keempat program tersebut, dalam pandangan ekonomi
syariah atau ekonomi islam termasuk wilayah dengan tingkat kebutuhan yang
berbeda dengan keadaan lainnya; yakni pada kecelakaan kerja misalnya, bila
manfaat dari kepesertaan dalam jaminan sosial tersebut direalisasikan, maka
sgjalan dengan prinsip ekonomi syariah yang orientasinya pada kemasl ahatan
yaitu memberikan bantuan atau membantu yang sedang terkena musibah. Pada
wilayah redlisas bantuan atau santunan terhadap peserta dengan usiatua atau
pensiun, merupakan tindakan yang mulia karena juga mengandung kebaikan
dan kemanfaatan bagi para penerima bantuan tersebut. Khusus pada jaminan

kematian sebagaimana salah-satu program BPJS ketenagakerjaan, adalah
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kewajiban semua pihak dalam rangka mengurangi sekaligus mengubati duka
para keluarga yang ditinggalkan dengan bantuan tunai dengan tujuan
mengurangi beban biayayang harus dikel uarkan oleh pihak duka, terutama pada
proses pemakaman dan seterusnya. Khusus jaminan sosial kematian ini, juga
pernah dirasakan ol eh salah-satu peserta yang berasal dari masyarakat Errabu,
hingga memicu beberapa kepal a-kel uarga untuk ambil bagian dari kepesertaan
jaminan sosia ketenagakerjaan.

Padadasarnya, padalingkup BPJS ketenagakerjaan sebagai disinggung
tersebut, terdapat nilai-nilai yang jugaadadalam ruang diskusi ekonomi syariah
misalnya;

Pertama, ekonomi Ke-Tuhan-an, dengan pandangan dasar bahwa
manusiadiciptakan dalam rangka menunaikan perintah-Nya, yakni beribadah,
memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada,
sehingga manusia hanya dibenarkan mencukupi kebutuhannya dengan jalan
yang benar agar mendapat keberkahan hidup sehingga dapat digunakan sebagai
penunjang dalam menjalankan ibadah sebagai perintah utama. Dalam hal ini,
keempat program jaminan sosia ketenagakerjaan secara tidak langsung
mengarah pada keberlangsungan hidup sebagaimana dicanangkan dalam
undang-undang yakni peningkatan kualitas hidup dan kesgahteraannya
sehingga bila kedua ha tersebut terwujud, maka peserta dalam hal ini
masyarakat desa Errabu khususnyaakan tetap dapat menjal ankan kewajibannya
sebagal ummat agama tanpa harus hawatir karena mengalami salah-satu dari
program tersebut; misalnya iuran yang mereka setorkan ikhlas dipaka oleh
pihak yang sedang tertimpa musibah.

Kedua, ekonomi Akhlag, yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlag

harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan
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demikian seorang Muslim tidak bebas mengerjakan apa sgja yang diinginkan
atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain. Pada wilayah ini,
BPJS ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan sosia tanpa
membedakan setiap pesertanya, baik saat melayani peserta saat melakukan
pendaftaran maupun pada saat realisasi manfaat kepesertaannya. Missal pada
lingkup produksi, penyelenggara jaminan sosial memungut iuran yang
ditentukan sesuai denga kemampuan peserta sehingga tidak memberatkan
dalam rangka melakukan penghimpunan dana, juga dapat dijadikan produk
dalam jamnan sosia ketenagakerjaan khususnya. Pada wilayah distri busi,
BPJS ketenagakerjaan telah mengeluarkan kualifikasi yang cukup ketat agar
realisasi manfaat betul -betul tepat sasaran sesuai amanah peraturan-perundang-
undangan, jadi bukan mempersulit realisasi dari hak yang memang menjadi
kewajiban BPJS ketenagakerjaan untuk diberikan. Sedangkan dalam ranah
konsumsi, penyelengarajaminan sosia ketenagakerjaan memberikan batasan-
batasan sesual program yang ada, namun tetap tidak mengurangi hak personal
peserta yang membutuhkan atau layak mendapatkan bantuan tersebut; artinya
dana santunan dapat dikelola secara mandiri oleh pihak yang berhak.

Ketiga, ekonomi Kemanusiaan yakni manusiasebaga “ Khalifah” wgjib
beramal, bekerjakeras, berkreasi, dan berinovasi. Secaratidak langsung BPJS
ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggarajaminan sosial nir laba, telah
menyediakan wadah untuk para peserta untuk ikut serta memberikan uluran
tangan terhadap pesertalain yang sedang mengalami salah-satu dari 4 program
tersebut, yakni iuran yang ditunaikan oleh para peserta yang tidak sedang
membutuhkan, oleh BPJS diputar untuk pendanaan realisasi manfaat kepada
yang membutuhkan sesual peraturan-perundang-undangan; dan hal ini sangat

dianjurkan dalam prinsip yang dijalankan oleh ekonomi syariah, yakni dengan
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konsep dasar setiap aktivitas atau orientasi ekonomi harus bedampak kebaikan
atau terdapat kemaslahatan. Sedangkan kreasi atau inovasinya jelas bahwa
program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah-satu kreasi guna
mewujudkan cita-cita muliayakni ikut serta mewujudkan kesejahteraan.

Keempat, ekonomi Keseimbangan merupakan pandangan dasar Islam
terhadap hak individu dan masyarakat harus diletakkan dalam neraca
keseimbangan atau keadilan diantara duniadan akhirat, jiwadan raga, aka dan
hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat
tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah. Di samping itu, Islam
juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum
sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secaraberimbang.
Melalui program BPJS ketenagakerjaan, nampaknya selain dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk
usahadal am rangka menciptakan keseimbangan, baik untuk pesertaitu sendiri
yakni dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya
bila mana di kemudisn hari mengalami hal-hal sebagaimana kualifkasi yang
terdapat dalam program BPJS ketenagakerjaan tersebut, pesertadimaksud tidak
lagi kebingungan atau mengalami penurunan produktivitas, karena dengan
jaminan sosia yang diikuti, kebutuhan akan tetap terjaga sehingga ia sebagai
mahluk sosial maupun sebagai umat yang beragama tetap dapat beraktivitas
sebagaimana biasanya.

Dari uraian di atas, seharusnya masyarakat dengan pemahaman agama
yang cukup baik tidak seharusnya mereka bertaklit buta apa lagi berserah
sebelum melakukan usaha-usaha yang sebenarnya dianjurkan oleh agama.
Sehingga apa yang terdapat dalam jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut
nyatanyadapat diuraikan dalam lingup prinsip ekonomi syariah sebagai salah-
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satu usaha pada lingkup aktivitas ekonomi dengan konsep kemaslahatan. Dan
tolong-menolong yang secara tidak langsung juga terdapat dalam tawaran
program BPJS ketenagakerjaan tersebut juga segjalan dengan prinsip
kesgjahteraan yang selama ini juga diupayakan oleh system ekonomi syariah.
Secara garis besar pelaksanaan kesgjahteraan sosial dalam Islam meliputi
kesgjahteraan individu dan kesgjahteraan masyarakat yakni meningkatkan nilai-
nilai spiritual Islam terhadap individu dan juga masyarakat serta pemenuhan
kebutuhan dasar hidup (basic needs) sebagaimana juga menjadi salah-satu
tujuan diselenggarakannya jaminan sosia ketenagakerjaan.

Secara fenomenologis, dari kempat poin pokok analisis pada diskusi
ekonomi syariah tersebut, terdapat sebuah kenyataan yang tidak dapat
dikesampingkan oleh setiap sudut pandang yang ada. Baik dari aspek
kepesertaan, produktivitas penyel enggaradalam realisas manfaat maupun pada
aspek konstitusional sebagai dasar atas penyelengaraan jaminan sosia
ketenagakerjaan tersebut. Adalah kenyataan peningkatan kualitas hidup dan
kesgjahteraan hidup masyarakat luas dan khususnya masyarakat desa Errabu
yang masih abstrak; kualitas dan kesegjahteraan hidup yang seperti apa yang
hendak diwujudkan oleh program jaminan sosia tersebut; di lain sig,
masyarakat dihadapkan pada kenyataan hidup yang serba kekurangan bahkan
dalam kebutuhan sehari-hari yang seyogyanya merupakan tempat perhatian
yang jauh lebih penting ketimbang menjamin masa tua atau kebutuhan hari
esok yang menurut prinsip hidup masyarakat desa Errabu belum ada satupun
yang dapat memprediksi secara pasti; meskipun hari tua, usia pensiun dan
kematian adalah suatu hal yang pasti pada setiap manusia.

K enyataan lain berdasarkan faktakonstitusional, bahwanegarameldui

undang-undang menginginkan kualitas hidup masyarakatnya mengalami
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peningkatan dan mencapai kesejahteraan tanpa membedakan status pekerjaan
atau profsi. Akan tetapi yang terjadi di lapangan tidak demikian, yakni
masyarakat yang diklasifikasikan pada sector forma dan informal/ BPU,
perbandingannya jauh antara kedua sector tersebut. Pada sector kerjaformal,
jelas lebih stabil keadaan perekonomiannya disbanding dengan pekerja
informal/ BPU. Dengan demikian tidak bijak rasanyabiladiperlakukan berbeda
yakni tidak dapat menjangkau kepesertaan sebagaimanafasilitas pesertayang
berangkat dari kepesertaan institusional, padahal resiko berdasarkan 4 program
jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut | ebih beresiko pekerjasector informal/
BPU. Disinilah agaknya tidak berlebihan betdasarkan data, pendekatan dan
teori yang digunakan dalam menganalisis kenyataan BPJS ketenagakerjaan
terdapat poin utama yang sebanrnya dikesampingkan oleh penyelenggara
jaminan sosial ketenagakerjaan yakni kesgjahteraan umum sebagaimana
menjadi misi utama pada konsep ekonomi syariah.

Berdasarkan data dan uraian-uraian di atas, keberadaan penyelenggara
BPJS ketenagakerjaan di desaErrabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan,
tidak lebih dari sekedar pemenuhan sekaligus sebagai bentuk kepatuhan
terhadap PERBUP kabupaten Sumenep nomor 71/ 2019 berkaitan dengan pon
jaminan sosial untuk para kepala desa dan aparatnya. Sehingga keberadaan
BPJS ketenagakerjaan tidak mempunyai dampak papun terhadap masyarakat
luas di desaErrabu. Sesuai dengan datakepesertaan BPJS ketenagakerjaan, jika
dipresentasekan jumlahnyatidak sampai 2% dari total pnduduk desarrabu yang
berjumlah 1.317 jiwal 423 KK, ini juga sebagai akibat dari ketidak pahaman
stake holder khususnya perisai yang dibentuk oleh BPJS bersama pemdes desa
Errabu; bahwa petani bisa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan melalui

kelompok tani setempat agar dapat meminimalisir iuran yang lebih ringan
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ketimbang berangkat secarapersona dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
Artinyaimplikas lembaga jaminan sosial bagi masyarakat desa Errabu tidak
sebanding dengan predikat yang diberikan terhadap desa Errabu yakni sebagai
desa sadar BPJS ketenagakerjaan, namun masyarakatnya nihil kepesertaan
dalam BPJS ketenagakerjaan tersebut.

Pada dasarnya, BPJS ketenagakerjaan secara konstitsional merupakan
pengejawatahan dari amanat UUD 1945; khususnya pada pembukaan UUD
1945 hingga pasal-pasal yang mengandung nilai dan kenyataan konstitusi
terhadap tanggung jawab negara pada lingkup kesgjahteraan sosial. Sehingga
sudah menjadi keharusan bagi Indonesia sebagai salah-satu negara yang
menghendaki kesgjahteraan bagi sel uruh masyarakatnyatanpa pandang statatus.
Dalam ranah negara kesgjahteraan, sebagaimana telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, negara kesejahteraan atau yang popular dengan istilah welfare
state merupakan negarayang bertanggung jawab secarautuh terkait nasib hidup
bangsanya dalam berbagai keadaan; dalam hal ini termasuk Indonesia. seiring
dengan kemajuan dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk salah-
satunya melalui kebijakan sosial bidang ketenagakerjaan atau yang dikenal
dengan BPJSK; merupakan bentuk upaya nyata dalam pengimplementasian
nilai-nilai atau amanat konstitus sebagaimana dalam UUD 1945 tersebut,
khususnya yang terdapat pada pasalah 34.

Desa Errabu sebagai salah-satu desa yang berkedudukan di wilayah
hukum Indonesia, dengan mayoritas penganut agama islam yang taat; dalam
perspektif asurans syariah, merupakan suatu potensi yang harus diperhatikan
sesuai dengan kearifan local dan norma yang hidup dilingkungannya. Namun

sementara ini, jaminan sosia yang masuk ke wilayah desa Errabu masih
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terbatas kepada akses jaminan sosial yang bersifat konfensional, belum ada
ruang untuk akses asuransi syariah, yang secara geografis dan demografis
seharusnya lebih diterima dan lebih efisien, karena secara normative,
mempunyai konsep dasar yang sama dengan norma yang dijalankan oleh
msyarakat Errabu yakni norma-norma yang ada dalam agama yang mereka
yakini juga dijadikan pertimbangan dasar dalam asuransi syariah.

Secara tidak langsung, antara asuransi konvensional dan asuransi
syariah mempunyai tujuan yang sama, yakni sama-sama membawa misi
membantu mereka yang membutuhkan atau yang terkenamusibah. Namun juga
terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni berdasarkan sudut pandang
asurans syariah, asuransi konvensional masih terdapat ketidak jelasan
mengenai pengel ol aan danaiuran parapeserta, sehinggaterindikasi adanyariba
selain gharar. Asurans syariah pada dasarnya mempunyai system dan konsep
serta dasar hukum yang mapan, baik secarakonstitusi negara maupun agama.
Sdlain itu, konsep yang dibawa oleh asuransi syariah yang oleh penulis
dianggap lebih relevan untuk diterapkan di desa Errabu diantaranya;

1. Prinsip tolong menolong; yakni bahwa asuransi syariah merpakan
asuransi yang engandung tolong-menolong antara satu dengan lainnya;
dengan sama-sama menginginkan suatu kebaikan. Sehingga kebaikan
yang ada di dalam takaful tidak boleh tercederai dengan hal-hal yang
tidak sgjalan dengan syariah sebagai landasan utama asuransi syariah.
Missal ada yang meninggal karena bunuh diri, karena minuman keras
atau karena suatu hal yang bertentangan dengan syariah, maka hal
tersebut tidak boleh dilindungi oleh takaful. Untuk poin pertamaini,

kiranya khususnyadi desa Errabu nampaknya jauh kemungkinan akan
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terjadi, karena masyarakat desa Errabu secara agama, merupakan
mayoritas pemeluk agamaislam yang taat.

. Prinsip Pengorbanan; yakni dipakainya konsep tabarru sebagai konsep
dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesamasaudara muslim
merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan
pahala yang berlimpah dari Allah. Artinya dalam konsep asuransi
syariah tidak hanya hal yang materil sajayang diperhatikan, namun hal
yang imateril juga diutamakan, karena saling-tolong melibatkan rasa
yang adadi dalam sanubari setiap yang berkorban. Hal inilah yang juga
tidak dimiliki oleh asuransi konvensional, sehingga cara pandang para
pesertanya masih bersifat matrealistik sehingga kemudian tidak
semuanya masyarakat Errabu dapat dengan rela menjalankan
kepesertaannya dalam jaminan sosial yang ada.

. Prinsip jaminan; yakni umat Islam hendaklah saling menjamin
keselamatan dan kesgjahteraan saudaranya. Hal ini sgjalan dengan
petunjuk yang terdapat dalam salah-satu hadist Nabi, bahwa orang
muslim mempunyai tanggung jawab yang samadengan muslim lainnya;
atau dengan kata lain, umat islam merupakan ummat satu-kesatuan
sehingga sama-sama mempunyai saling keterikatan dalam jaminan
keselamatan. Dalam hal ini, asuransi syaraiah cukup sepemahaman
dengan konsep gotong royong yang diupayakan oleh pemerintah
sekaligus juga yang merupakan prinsip hidup masyarakat Errabu
sebagal bagian dari masyarakat Madura yang dikenal dengan istilah
‘sataretanan’/ persaudaraan tanpa batas; selain jugamerupakan amanat

konstitusi sebagai negara kesgjahteraan/ welfare state.
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4. Prinsip keselamatan, kesgjahteraan dan perlindungan; yakni seorang
muslim ditimpamusibah, saudara-saudaranya harus membel anya secara
proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan
perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami. Padapoinini, di
kenyataan masyarakat Errabu, telah hidup perilaku saling peduli dan
membelajauh sebelum asyransi konvensional maupun asurans Syariah
lahir, yakni tujuan hanya satu, menjaga keamanan, kenyamanan dan
kebersamaan diantara masyarakat Errabu. Namun memang segjalan
dengan perkembangan jaman, dirasaperlu untuk kemudian diakomudir
agar lebih teratur dan maksima penerapannya, terutama untuk
merealisasikan konsep welfare state.

Berdasarkan fakta yang ada di desa Errabu dan fakta perundang-
undangan, Indonesia sebagai negara yang berupaya dalam kesegjahteraan
(welfare) tersebut, sedikit banyak mempunyai titik terang dan kesesuaian
dengan tiga hal seharusnya dimiliki juga oleh pemerintan sebagai pihak yang
mengakomudir kebijakan asuransi BJSK maupun asuransi syaraiah, yakni;
pertama, Social welfare mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan;
dengan katalain, bahwakesej ahteraan yang hendak diwujudkan sgjalan dengan
rasa dan realitas kebutuhan khalayak masyarakat. Kedua, Economic welfare
yakni berkaitan dengan jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal;
bahwa Indonesia selain menjamin sosialnya, juga dituntut dapat melakukan
pengaturan yang layak dalam sector pendongkrak terwujudnya jaminan sosial
yang diupayakan, yakni dengan menerapkan pasar perekonomian yang benar-
benar berpihak pada masyarakat sebagaimanaamanat UUD 1945. dan ketiga,
Sate welfare yaitu merupakan acuan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial

melalui agen dari negara; dalam hal ini negara atau pemerintah memberkan
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jaminan dengan mengusung institusi berwenang yang pro terhadap kebutuhan
masyarakat, baik dari segi pelayanan, fasilitas hingga pemenuhan hak-hak
masyarakat.?

Berbincang asuransi khususnya asuransi syariah memang tidak dapat
dilepaskan dengan Indonesia yang oleh para pendiri dikonsep sebagai negara
kesgjahteraan/wel far e state; sebaga manaterkandung dalam ideology Pancasila,
UUD 1945 hingga terbitnya peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur tentang asurans sebagai upaya mewujudkan amanat konstitusi
tersebut. Welfare state atau negara kesej ahteraan oleh para pengamat dibagi ke
dalam tigagolongan, diantaranya terdapat Liberal atau Residual (Anglo-Saxon)
yang dianut oleh Amerika Serikat, Kaanada, dan Australiadengan ciri khanya
yakni sosia yang means-tested, upaya menciptakan skema pembiayaan,
pengembangan industri dan perdagangan. Lalu ada golongan Konservatif
(Korporatis, Continental Europe) yang dianut oleh Austria, Perancis, Jerman,
dan Italia; dengan ciri-ciri skema kesgahteraan yang dikelola oleh negara,
kolaboras warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara,
pembiayaan secara meluas kebutuhankebutuhan warga negara, skema
kesgjahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara
"sakit” baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun
secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model
proteksi sosial. Dan terahir Sosia-Demokratis (Redistributif-Institusional) yang
dianut oleh negara-negara skandinavia yakni Swedia dan Norwegia termasuk
juga Finlandia; dengan ciri utamanya skema pajak dipakai untuk membiayai
keseluruhan pembiayaan skema kesgahteraan, mencakup layanan yang

menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-

% Christopher Pierson, Welfare Sate: The New Political Economy of Welfare, (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2007), 9
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mudahnya (universal coverage), warga negara dianggap mempunyai hak atas
pengaturan skema kesgjahteraan (prinsipel of equity); negara diarahkan pada
integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan.

Berdasarkan ketigaaliran negara-negaradengan polakesejahteraan yang
dipaka tersebut; nampaknya Indonesia sesuai dengan ideology dan
konstitusinya, lebih sepaham dengan golongan welfare state yang dianut oleh
negara-negara skandinavia tersebut. Kesgjateraan yang diperjuangkan oleh
Indonesia salah-satunya melalui BPJS ketenagakerjaan sebagaimana
diterapkkan di desa Errabu, pada prinsipnya mempunya nilai-nilai
kesgjahteraan yang bersifat substantive, yakni kesgjahteraan yang berusaha
diwujudkan berdasarkan kepada peristiwa yang menimpa para peserta BPJS
ketenagakerjaan, selain sesuai dengan tata aturan yang ada. Meski masih
bersifat konvensional jaminan sosial yang ada di desa Errabu, namun pada
kenyataan tujuannya sama dengan tujuan asuransi syariah, yakni tolong-
menolong, memberikan jaminan keselamatan, dan memrealisasikan
pengorbanan dalam lingkup pembiayaan para peserta kepada peserta yang
membutuhka, yang secara agama masih dalam keyaknan agama yang sama
yakni islam.

Disamping itu, konsep kemanusiaan yang diamanatkan oleh UUD 1945
juga turut diupayakan dalam rangka mewujudkan kesgahteraan yang
menyeluruh. Akan tetapi sesuai dengan realitas saat ini, Indonesiamasih belum
mampu memenuhi semua ciri utama Welfare State Sosial-Demokratis
(Redistributif-Institusional). Olehkarenanya, keberadaan jaminan sosid,
khususnya pada konsep asuransi syariah pada lingkungan tertentu perlu
diupayakan semaksimal mungkin, khususnya pada wilayah masyarakat

sebagaimana masyarakat desa Errabu yang mayoritas norma, nilai-nilai dan
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keyakinan agamanya sejalan dengan konsep asurans Syaraiah dari-padakonsep
asurans konvensional; semuanya demi terlaksananya amanat konstitusi
sebagaimana dalam UUD 1945 sebagai konsep Welfare State khas ke-
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan
dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanismedan praktik tata kel ola kelembagaan BPJS K etenagakerjaan
dalam realisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu K ecamatan
Bluto Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa setigp pekerja
membutuhkan rasa aman dalam melakukan pekerjaan agar mereka
termotivasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif. Dalam
teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow bahwa semua orang
berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar. Salah satu rasa aman
dalam bekerja dapat diwujudkan melalui BPJS ketenagakerjaan. akan
tetapi berdasarkan hasil penelitian di desa errabu menunjukkan fakta (1)
Layanan BPJS ketenagakerjaan memang tidak biasa dirasakan secara
langsung, (2) K epesertaannyajuga memperhatikan usiakerjabegitu juga
untuk anggota keluarganya, (3) Kondisi keuangan mereka dan syarat-
syaratnya dianggap menyulitkan, (4) Masyarakat desa Errabu mayoritas
merasa kurang tertarik atau kurang membutuhkan lantaran manfaatnya
dirasa lama selain tidak diketahui secara pasti waktu redisas
manfaatnya, (5) Animo untuk mendaftar/ ikut sertadalam program BPJS
tersebut masih jauh dari target.

2. Makna jaminan sosiad BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa
Errabu Kecamatan Bluto K abupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa
msyarakat desa Errabu kurang antusias terhadap program BPJS
K etenagakerjaan yang baru dibentuk oleh pemdes. Oleh karenaitu pihak
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BPJS Ketenagakerjaan maupun tingkat kabupaten harus memberikan
pelayanan serta melaksanakan sistem sesuai Undang-Undang selai
terobosan baru agar masyarakat merasa terakomudir. BPJS
K etenagakerjaan menyel enggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan
asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosia bagi seluruh rakyat
Indonesia. Namun, antusiasme warga terhadap BPJS ketenagakerjaan
memunculkan potensi terjadinya monopoli di dalam BPJS
Ketenagakerjaan. Di desa Errabu kabupaten sumenep terdapat unsur
paksaan didalamnya; yakni setiap masyarakat diwajibkan menjadi peserta
BPJS K etenagakerjaan dengan a asan untuk menyiapkan hari tua mereka.
Padahal di dalam Islam yang kita ketahui setiap kegiatan muamalah
dilarang ada unsur paksaan di dalamnya

Analisis ekonomi Islam terhadap BPJS K etenagakerjaan di masyarakat
desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menunjukkan
terdapat aspek kemasl ahatan dalam BPJS ketenagakerjaan, salah-satunya
berdasarkan pada empat (4) prinsip utama yakni tolong menolong,
Pengorbanan, Jaminan, keselamatan juga dari adanya manfaat yang
diterimaoleh peserta BPJS ketenagakerjaan meski waktunyatidak pasti.
Namun, manfaat yang mereka terima masih belum bisa mencukupi
kebutuhan atau bahkan iuran yang mereka bayarkan masih terlalu besar
dan dirasa berat dan membebani. Sehingga penyelenggara BPJS
ketenagakerjaan di desa Errabu sebagai desa sadar BPJS
ketenagakerjaan, tidak lebih dari sekedar pemenuhan sekaligus bentuk
kepatuhan terhadap PERBUP kabupaten Sumenep nomor 71/ 2019
berkaitan dengan poin jaminan sosia untuk para kepala desa dan

aparatnya.
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B. Implikas Teoritik
Berdasarkan hasil pendlitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara
teoritis dan praktis sebagai berikut:
1. Implikasi teoritis

a. Pembahasan tentang fenomena desa sadar BPJS Ketenagakerjaan
yang dibangga-banggakan oleh apparat desa dan beberapa kalangan;
nyatanya tidak se-fenomenal dalam pemberitaan. Karena
kenyataannya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan
masyarakat masih sangat sedikit, yakni dari total jumlah penduduk
hanya 3 KK yang terdaftar sebagai anggota BPJS K etenagakerjaan.
selebihnya didominasi oleh perangkat desa dan buruh pabrik yang
telah terdaftar melalui tempat kerja mereka serta pengajar dan
pimpinan duayayasan di desa setempat. Sehingga predikat desa sadar
BPJS Ketenagakerjaan desa Errabu tidak lebih dari pemenuhan
terhadap peraturan bupati setempat.

b. Pada pendlitian ini, penulis memakal teori walfire state dengan
pendekatan fenomenologi Edmun Husserl. Teori ini dipilih karena
objek pendlitiannya merupakan masyarakat pada sebuah desa yang
mayoritas berstatus pra-sejahtera secara ekonomi sekaligus terbatas
pada pekerjaan tidak tetap, namun desa tersebut menjadi fenomenal
lantaran predikatnya sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan.
sedangkan fenomenologi dipakai sebagai pendekatan, karena
fenomena yang tampak ternyata menyimpan fenomena lain di
dalamnya sebagai realitas yang sebenarnya.

c. Pada pendlitian ini juga, secara teoritis disamping memberikan

metode dan pendekatan baru juga menjadi koreks atas teori dan
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pendekatan yang digunakan pada penelituan sebelumnya; disamping
itu agar menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Implikasi praktis

a. Secarafenomenologis, desa sadar BPJS K etenagakerjaan yang pada
dasarnyatidak ubahnya sebuah klaim spihak dari perangkat desadan
pihak BPJS K etenagakerjaan untuk memancing desalain; disamping
sebagal kesempatan para apparat pemerintahan desa untuk
memanfaatkan momen yang ada guna unjuk kridibelitas jabatannya
dan sebagai kesempatan mengambil hati pimpinan mereka dan
masyarakat untuk kesempatan dipilih kembali pada periode
berikutnya.

b. Sebuah fenomena umum, bahwa penduduk desa Errabu masih
tergolong pada penduduk kurang sejahteral pra-sejahtera. Sebagal
indikatornya ialah masih terdapat beberapa kepala keluarga yang
masuk dalam data penerimaan bantuan sosial. Jika disinggungkan
dengan kenyataan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan jelas akan
mengalami kendal a, karena bantuan langsung tunai 1ebih dibutuhkan
oleh penduduk dari pada menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secaralangsung.

c. Secara praktis, teori walfire state dengan pendekatan fenomenologi
Edmun Husserl memberikan nuansabaru, yakni dijumpai antarateori
dan pendekatan tersebut saling memperkuat, bahkan fenemenologis
memberikan akurasi cukup tinggi berkenaan dengan penggunaan teori
walfire state atas objek yang diteliti sekaligus meletakkan posis
negara bukan hanya sebagai subjek namun juga objek atas realitas

lokus penelitian.
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C. Saran

1. BPJS ketenaga kerjaan yang harusnya mempunyai dampak besar bagi
masyarakat desa errabu harus dikelola dengan baik. Melihat sangat
pentingnya BPJS ketenaga kerjaan harusnya tata kelola BPJS harus
dilakukan sebaik mungkin dengan inovasi-inovas yang terus dikembangkan.
Misalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam upaya semakin
meningkatkan kesadaran warga ebarru pada BPJS ketenaga kerjaan.
Sehingga saran untuk pengelola BPJS ketenaga kerjaan harus selalu
memantau wargaebarru dalam memanfaatkan aksesterhadap BPJS ketenaga
kerjaan supaya |lebih bermanfaat bagi warga desa ebarru.

2. BPJS ketenagakerjaan di desa ebarru yang sudah sesuai dengan syariat IsSlam
tentunya sudah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun,
karena ada beberapa hal yang berpotenst mengurangi minat warga ebarru
dalam memanfaatkan akses BPJS ketagakerjaan harusnya disikapi dengan
serius. Sehingga perlu secara intens melakukan sosialisasi kepada warga
ebarru supaya pelayanan BPJS ketenagakerjaan bisa dirasakan manfaatnya
oleh warga ebarru.

3. BPJS ketenagakerjaan yang mempunyai dampak besar bagiwargabaru harus
dipelgari dan difahami |ebih dalam sesuai dengan realitas sosial yang terjadi.
Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain dalam
memahami kesadaran warga ebarru pada BPJS ketegakerjaan dari berbagai
sudut pandang. Sehingga akan lebih memberikan manfaat kepada warga
ebarru karena sudah dilakukan penelitian yang lebih mendalam sebagai

penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah dilakukan.
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